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Bab 1 

Pemahaman Risiko dan 
Manajemen Risiko 

 

 

 
1.1 Pendahuluan 
Suatu ketidakpastian tentunya akan selalu dihadapi oleh setiap entitas 
organisasi/ perusahaan baik di sektor manufaktur maupun sektor jasa. 
Ketidakpastian yang dihadapi tersebut bisa berbentuk peluang atau ancaman di 
dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sumber 
ketidakpastian ini bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal 
organisasi. Ancaman dan peluang yang merupakan manifestasi dari bentuk 
ketidakpastian ini disebut dengan risiko apabila tidak dikelola dengan baik 
dapat menjadi gangguan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.  

Usaha pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi/ 
perusahaan sehingga perlu untuk diketahui dan disadari oleh para pimpinan 
organisasi. Manajemen harus jeli serta mampu mengetahui faktor apa saja 
yang menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran, 
sekaligus bisa mengetahui berbagai peluang yang dapat mempercepat usaha 
pencapaian sasaran tersebut. Dengan memahami berbagai risiko yang 
dihadapi, manajemen mempunyai potensi untuk dapat mengantisipasi dan 
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melakukan pengelolaan risiko dengan baik dan benar, sekaligus dapat 
mengeksploitasi berbagai peluang yang dimiliki organisasi.  

Antara risiko dengan (imbal) hasil terdapat hubungan yang dapat diibaratkan 
dua sisi mata uang yang berlawanan. Kecenderungan hubungannya adalah 
tingkat hasil yang tinggi membutuhkan tingkat risiko yang tinggi pula. 
Sehingga muncul ungkapan atau jargon yang cukup populer di pasar modal 
“high risk, high return”, yang mengandung arti jika berani mengambil risiko 
tinggi, berinvestasilah di saham pada lapis kedua atau ketiga yang memiliki 
risiko tinggi, namun saham tersebut berpeluang untuk mengalami kenaikan 
harga yang tinggi sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan 
yang tinggi.  

Namun di sisi lain, sifat dasar manusia adalah cenderung tidak mau menerima 
risiko sehingga memilih menghindari risiko. Maka dari itu diperlukan upaya 
agar hubungan antara risiko dan hasil dalam situasi: (a) hasil maksimal pada 
risiko yang minimal; (b) meningkatkan probabilitas penghasilan serta 
menurunkan risiko kegagalan; dan (c) menetapkan titik temu antara risiko dan 
hasil. 

 

1.2 Risiko dan Manajemen Risiko 
Istilah risiko (risk) sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty). Dalam 
pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi bisa 
juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan 
dengan kemungkinan (probability) kerugian yang akan menimbulkan masalah. 
Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang 
ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti. 

Menurut ISO 31000 (2018) dinyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian 
yang berdampak pada sasaran. Dari definisi ini, terdapat beberapa hal yang 
memerlukan pemahaman lebih mendalam: 

1. Sasaran (objectives); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi 
dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran 
penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai 
macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat 
disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap 
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organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam 
mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat 
dilakukan dengan benar. 

2. Ketidakpastian (uncertainty); yaitu adanya kekurangan 
(ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat 
kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap 
sasaran.  

3. Dampak (effect); yaitu penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang 
diharapkan. Penyimpangan disini adalah penyimpangan yang tidak 
hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau 
bahkan bisa keduanya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat 
perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum 
(mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan 
dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan 
masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan 
mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak 
dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah 
menjadi bencana (Susilo & Victor, 2019). 

Cara penanganan risiko dengan masalah juga memiliki perbedaan. Penanganan 
risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu: 

1. mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko; 
2. melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk 

mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi.  

Sedangkan penanganan masalah harus dilakukan secepat mungkin saat ini 
juga, dan sifatnya mitigasi bencana. Jika dampaknya besar, harus dilakukan 
manajemen krisis yang lengkap dengan krisis center-nya serta upaya-upaya 
lainnya. Selain pembahasan atribut kemungkinan dan dampak pada risiko, 
terdapat dua hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu velositas risiko (risk 
velocity) dan persistensi risiko (risk persistence). Velositas risiko untuk 
mengetahui indikasi seberapa cepat waktu mulai dari suatu risiko hingga 
dampaknya mulai terasa terhadap pencapaian sasaran.  
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Dalam kondisi kecepatan risiko tinggi, diperlukan kesiapan dari manajemen 
risiko dalam melakukan mitigasi kemungkinan dan dampak juga harus tinggi. 
Keefektifan pengendalian risiko yang telah ada juga harus diperiksa, selain 
persiapan tindakan saat kondisi darurat. Persistensi risiko adalah merujuk pada 
karakter risiko dengan velositas rendah namun dampak akhirnya bisa bersifat 
bencana. Karena velositasnya cukup lama, maka biasanya respons terhadap 
risiko seperti ini cenderung buruk sehingga penanganan sumber penyebab 
risiko seringkali terabaikan.  

Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan 
terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko (Susilo & Victor, 2019). 
Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik 
dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta 
melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap 
aktivitas atau proses (Idroes, 2008).  

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko 
yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat), yang 
mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, 
mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. 
Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan 
manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 
risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016). Sehingga 
secara singkat, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan 
sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan 
tindakan terbaik terkait risiko. 

Dengan manajemen risiko yang efektif akan dapat membantu organisasi untuk 
melakukan beberapa hal berikut: 

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan 
pertimbangan yang terkait pada: 
a. Terkait terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang risiko yang dapat 

dimitigasi dan risiko yang harus diterima. 
b. Menentukan bagaimana mengelola risiko yang mungkin timbul. 
c. Menilai kemampuan dalam penanganan risiko (akuntabilitas 

risiko). 



Bab 1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko 5 

 

 
2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi mencakup: 

a. Kesamaan pandangan dan bahasa dalam memandang risiko 
apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai suatu peluang. 

b. Pengetahuan manajemen risiko yang dapat dipahami oleh setiap 
individu di dalam organisasi. 

3. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola 
perusahaan (corporate governance). 

4. Strategi penyesuaian risiko (risk adjusted) pada waktu pengambilan 
keputusan. 

5. Kemampuan manajemen untuk memahami bagaimana dampak risiko 
yang timbul terhadap keuntungan perusahaan dan nilai saham. 

6. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (action plan). 
7. Memahami proses yang menjadi bisnis utama. 
8. Sistem peringatan dini dan merupakan respons terhadap bencana 

yang efektif. 
9. Peningkatan keamanan terhadap informasi. 

Dalam hal kegiatan penanganan terhadap risiko dikenal dengan istilah proses 
manajemen risiko, yaitu rangkaian kegiatan manajemen yang menangani 
risiko satu persatu dan atau secara kelompok sesuai jenis sasaran yang 
terdampak.  

Secara sederhana proses manajemen risiko meliputi beberapa langkah: 

1. Memahami sasaran dan konteks risiko 
Pemahaman terhadap ancaman dan peluang sebagai dampak dari 
ketidakpastian dalam pencapaian sasaran. 

2. Identifikasi risiko 
Suatu kegiatan untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang 
merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sepanjang 
proses pencapaian sasaran. 

3. Analisis risiko 
Melakukan analisis perkiraan tingkat kemungkinan terjadinya serta 
berapa besar dampak risiko dari yang telah dilakukan identifikasi. 
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4. Evaluasi risiko 
Proses untuk memilah risiko mana yang akan dilakukan perlakuan 
risiko sesuai dengan urutan prioritas. 

5. Perlakuan risiko 
Berdasarkan urutan hasil evaluasi risiko, maka dilakukan perlakuan 
risiko sesuai kebutuhan. Perlakuan risiko memiliki lima opsi: 
a. menghindari risiko; 
b. menerima risiko; 
c. berbagi risiko; 
d. melakukan mitigasi risiko negatif; 
e. melakukan eksploitasi risiko positif. 

6. Pelaporan risiko 
Merupakan pelaporan keseluruhan proses risiko dari awal hingga 
akhir secara bertahap untuk memastikan bahwa proses manajemen 
risiko berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
 

1.3 Sumber-Sumber Risiko 
Menurut Godfrey (1996), terdapat beberapa sumber risiko yang dihadapi oleh 
suatu entitas organisasi yang perlu untuk diketahui dan diidentifikasi sebagai 
penanganan dini terhadap risiko, yaitu sebagai berikut: 

1. Politik (Political) 
Sumber risiko yang terkait atau timbul karena adanya perubahan 
struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif 
atau merugikan pihak-pihak tertentu dalam bisnis dan investasi. 
Dampak negatif yang mungkin muncul adalah bisa berupa kehilangan 
aset, menurunnya pendapatan atas investasi, dan lain-lain.  

2. Lingkungan (Environmental) 
Maksudnya adalah sumber risiko yang disebabkan faktor lingkungan, 
menyangkut bagaimana kepekaan suatu organisasi terhadap 
lingkungan sekaligus bagaimana organisasi mengambil suatu 
keputusan yang lebih baik dalam masalah lingkungan. Contohnya 
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adalah menyangkut Pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, 
kebijakan pemerintah tentang lingkungan, dampak lingkungan, dan 
lain-lain. 

3. Perencanaan (Planning) 
Suatu risiko yang timbul dan bersumber karena adanya 
ketidaksesuaian pada saat menyusun, meramalkan, dan membuat 
estimasi pada saat perencanaan bisnis, sehingga respons dan 
penanganan risiko tidak bisa mencapai maksimal. Sebagai contoh 
adalah perencanaan terhadap persyaratan perizinan, dampak sosial, 
dampak ekonomi, kebijakan dan praktik, opini publik, tata guna 
lahan, dan perencanaan lainnya. 

4. Pemasaran (market) 
Risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian 
dalam mengestimasi terhadap pasar, yang berupa perkiraan 
permintaan, persaingan, kepuasan pelanggan, mode, keusangan, dan 
lainnya. 

5. Ekonomi (economic) 
Merupakan suatu risiko yang bersumber dari faktor-faktor ekonomi 
yang berupa kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, 
nilai tukar, serta faktor ekonomi lainnya. 

6. Keuangan (financial) 
Risiko yang bisa timbul dan bersumber dari berbagai faktor keuangan 
yang terdiri kebangkrutan, keuntungan, asuransi, risk share, dan 
faktor keuangan lainnya. 

7. Alami (natural) 
Sumber-sumber risiko yang timbul karena faktor alam, misalnya 
kondisi tanah, cuaca, gempa, kebakaran dan ledakan, temuan situs 
arkeologi, dan faktor alam lainnya. 

8. Proyek (Project) 
Merupakan risiko yang timbul dan bersumber dari aktivitas atau 
kegiatan yang sifatnya proyek meliputi definisi, strategi pengadaan, 
persyaratan kerja, standar, kepemimpinan, organisasi (komitmen, 
kompetensi dan pengalaman), perencanaan dan pengendalian 
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kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, komunikasi 
dan budaya, serta faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas 
proyek.  

9. Teknis (Technic) 
Meliputi risiko yang ditimbulkan dan bersumber dari eksekusi atas 
proses teknis yang hasilnya tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh 
adalah rekayasa teknologi, kelengkapan desain, efisiensi operasional, 
keandalan, dan masalah teknis lainnya. 

10. Manusia (Human) 
Suatu risiko yang timbul dan bersumber dari faktor manusia, bisa 
karena kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan 
berkomunikasi, budaya, dan lainnya yang bersumber dari faktor 
manusia.  

11. Kriminal (Criminal) 
Suatu risiko yang bersumber karena faktor kriminal, misalnya: 
kondisi kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, dan kriminal 
lainnya. 

12. Keselamatan (Safety) 
Risiko yang timbul dan terkait dengan faktor keselamatan, yang 
biasanya meliputi: peraturan (kesehatan dan keselamatan kerja), zat 
berbahaya, bertabrakan, kebanjiran, kebakaran, ledakan, dan lain 
sebagainya. 
 

1.4 Jenis-Jenis Risiko  
Salah satu definisi dari risiko (risk) adalah ketidakpastian (uncertainty). Dalam 
hal ini, risiko dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: 

1. Risiko murni (pure risk) 
Risiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian yang 
hanya ada satu peluang merugi dan tidak ada peluang keuntungan. 
Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi maka akan 
menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak 
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menimbulkan kerugian juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko 
jenis ini akibatnya hanya ada dua macam kondisi yaitu rugi atau 
break event. Sebagai contoh adalah apabila terjadi kecelakaan, 
pencurian, atau kebakaran. 

2. Risiko spekulasi (speculative risk) 
Risiko spekulasi merupakan suatu risiko yang mengakibatkan 
terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau 
memperoleh keuntungan. Sehingga akibat dari risiko ini ada tiga 
macam kondisi, yaitu rugi, untung atau break event. Sebagai contoh 
adalah investasi pada saham, ikut dalam undian dan sebagainya. 

Cara lain dalam mengklasifikasikan risiko yaitu dengan mengetahui sejauh 
mana ketidakpastian berubah karena perubahan waktu. Dalam hal ini risiko 
dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu risiko statis dan risiko dinamis. 
Risiko statis mungkin bisa bersifat murni ataupun spekulatif, apabila berada 
pada suatu masyarakat yang statis dan sulit untuk adanya perubahan. Salah 
satu contoh risiko murni statis adalah ketidakpastian karena adanya angin 
topan, kematian secara random, dan lain sebagainya. Sedangkan risiko dinamis 
adalah risiko yang diakibatkan karena adanya perubahan di dalam masyarakat. 
Risiko dinamis juga bisa bersifat murni maupun spekulatif. Sebagai contoh 
sederhana adalah adanya urbanisasi, perubahan dan perkembangan teknologi 
yang kompleks, termasuk adanya perubahan kebijakan pemerintah. 

 
Gambar 1.1: Types of risk (Trieschman, et.al., 2001) 

Pengelompokan risiko yang lainnya adalah risiko subjektif (subjective risk) 
dan risiko objektif (objective risk). Risiko subjektif adalah risiko atau 
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ketidakpastian yang disebabkan karena kejiwaan yang berasal dari sikap 
mental atau pikiran seseorang yang berupa ragu-ragu atau kecemasan terhadap 
suatu kejadian. Risiko subjektif bisa bersifat murni atau spekulatif, dan juga 
statis atau dinamis. Konsep risiko subjektif memegang peranan penting karena 
memengaruhi cara menjelaskan perilaku individu yang mengalami suatu 
situasi dan kondisi yang belum terjadi. Sedangkan risiko objektif adalah risiko 
yang probabilitas penyimpangannya aktual dari rata-rata sesuai pengalaman. 
Terminologi ini sering digunakan dalam pembahasan risiko murni statis, 
meskipun tidak menutup kemungkinan pada pembahasan jenis ketidakpastian. 
Risiko objektif lebih mudah diamati dan lebih akurat dalam pengukurannya.  

Sedangkan menurut Jorion (1997) terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh 
suatu perusahaan, yaitu:  

1. Risiko bisnis (business risk) 
Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang 
diakibatkan karena kualitas dan keunggulan pada beberapa produk 
yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko ini timbul karena adanya 
ketidakpastian dalam aktivitas bisnis karena inovasi teknologi, desain 
produk dan juga pemasaran. 

2. Risiko Strategi (strategic risk) 
Risiko strategi merupakan risiko yang muncul karena adanya 
perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko 
strategi sangat sulit untuk diprediksi karena berhubungan dengan hal-
hal makro di luar kendali perusahaan. Sebagai contoh adanya 
perubahan kebijakan ekonomi, iklim politik yang tidak stabil dan 
lain-lain. 

3. Risiko keuangan (financial risk) 
Risiko finansial merupakan risiko yang timbul akibat adanya 
perubahan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko 
ini berhubungan dengan kerugian yang dihadapi dalam pasar 
finansial, seperti kerugian akibat penurunan tingkat suku bunga atau 
kegagalan (defaults) dalam obligasi. 

Di sektor perbankan, terdapat dua kelompok risiko yang harus dihadapi yaitu 
risiko non-finansial dan risiko finansial. Risiko non-finansial terkait adanya 
kerugian yang tidak bisa dikalkulasikan secara jelas nilai uang yang hilang. 
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Atau dapat dikatakan bahwa dampak finansial dari risiko non-finansial tidak 
langsung dapat dirasakan. Meskipun risiko non-finansial tidak secara langsung 
dapat dirasakan, namun sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak 
kerugian finansial yang lebih besar. Sedangkan risiko finansial pada sektor 
perbankan yaitu risiko yang terkait dengan kerugian langsung berupa 
hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi.  

Berikut beberapa jenis risiko di sektor perbankan sesuai Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2016 adalah terdiri: 

1. Risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko Kredit akibat 
kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, 
dan settlement risk. 

2. Risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening 
administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga 
option. 

3. Risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 
kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

4. Risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 
dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi 
operasional bank. 

5. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau 
tidak melaksana kan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
yang berlaku. 

6. Risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 
kelemahan aspek yuridis. 

7. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi 
negatif terhadap bank. 
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8. Risiko strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam 
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta 
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak 
memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk 
menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Penerapan 
manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang 
sangat besar bagi perbankan di Indonesia. 

 
Gambar 1.2: Jenis-Jenis Risiko Bank (POJK, 2016; Sudarmanto, 2021) 

Suatu risiko juga bisa dilihat dengan berdasarkan atas kecenderungan peluang 
terjadinya risiko dan konsekuensi yang diakibatkan (likelihood and 
consequences). Likelihood adalah kesempatan terjadinya sesuatu, artinya 
dalam manajemen risiko kemungkinan terjadinya sesuatu harus dinyatakan 
secara terukur baik secara objektif maupun subjektif, ukuran secara umum, 
atau bahkan secara matematis (probabilitas). Consequence merupakan suatu 
hasil dari suatu peristiwa yang memengaruhi sasaran, artinya konsekuensi 
dapat berupa dampak pada sasaran yang pasti atau tidak pasti, positif atau 
negatif, langsung atau tidak langsung, dinyatakan secara kualitatif atau 
kuantitatif, serta dapat mengalami eskalasi proses berjenjang ataupun dampak 
yang kumulatif.  

Berdasarkan peluang (likelihood) dan konsekuensi (consequence) risiko dapat 
diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu: 

1. Unacceptable Risk, adalah risiko yang tidak dapat diterima dan harus 
dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Apabila 
membagi/mentransfer risiko kepada pihak lain, konsekuensinya 
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adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan 
yang diperoleh.  

2. Undesirable Risk, adalah risiko yang memerlukan penanganan/ 
mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Caranya 
melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas 
terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. 

3. Acceptable Risk, adalah risiko yang dapat diterima karena tidak 
mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat 
diterima. Risiko ini juga bisa saja timbul sebagai dampak atas 
penanganan risiko yang secara sempurna tidak mungkin untuk 
dihilangkan. 

4. Negligible Risk, adalah risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga 
dapat diabaikan. Risiko ini diabaikan karena, secara kalkulasi biaya 
untuk penanganan risiko bisa jadi lebih besar daripada dampak risiko 
yang ditimbulkan. Oleh karena itu, akan lebih efisien jika risiko ini 
diabaikan. 
 

1.5 Perkembangan Standar Manajemen 
Risiko  
Perkembangan manajemen risiko mengalami beberapa macam standar dan 
panduan dari berbagai negara. Secara singkat kronologis standar dan panduan 
manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut: 

1. 1995: Australia dan Selandia Baru menerbitkan standar manajemen 
risiko yang pertama di dunia. 

2. 1997: Kanada menerbitkan manajemen risiko. 
3. 2001: Jepang menyusul menerbitkan manajemen risiko. 
4. 2002: Asosiasi profesi manajemen risiko di Inggris menerbitkan 

panduan manajemen risiko (AIRMIC, IRM, ALARM). 
5. 2004: COSO (Committee of Sponsoring Organizatioan) menerbitkan 

panduan mengenai Integrated Risk Management Framework, yang 
terbit di Amerika Serikat. 
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6. 2009: ISO (International Organization for Standardization) 
menerbitkan Standar Internasional  ISO 31000: 2009 Risk 
Management – Principles and Gudelines. 

7. 2017: COSO menerbitkan revisi panduan manajemen risiko 
“Enterprise Risk Management –  Integrating with Strategy and 
Performance”. 

8. 2018: Revisi Standar ISO 31000 yang pertama sejak terbit tahun 
2009. 



 

Bab 2 

Risiko Perbankan dan Regulasi 
Perbankan 

 

 

 
2.1 Pendahuluan 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Indonesia, 1998). Perbankan 
merupakan salah satu sektor bisnis yang menerapkan manajemen risiko 
mengingat kegiatan yang dilakukan oleh bank memiliki risiko yang tinggi. 
Risiko perbankan dapat mengancam kelangsungan hidup bank, maka dari itu, 
bank wajib menerapkan manajemen risiko perbankan secara efektif. 
Manajemen risiko perbankan merupakan metode yang digunakan perusahaan 
untuk mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian (Mosey, 
Tommy and Untu, 2018). 

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan 
dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank for 
International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana 
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kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta 
memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank 
atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), 
sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar 
perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan 
penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan 
kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur 
pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank 
diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi 
dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif 
(INDONESIA, 2009). 

 

2.2 Risiko Perbankan 
Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal 
antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit 
bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang 
berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap 
pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historis dapat memberikan 
keuntungan atau margin yang tinggi, namun risiko terkait juga tinggi. Bank 
sering kali tidak menyadari bahwa keuntungan yang besar diperoleh dari masa 
lampau memiliki risiko tinggi, namun secara kebetulan kondisi yang terjadi di 
pasar sesuai dengan yang diharapkan bank sehingga risiko tersebut tidak 
menjadi kenyataan (Indonesia, 2017).  

2.2.1 Definisi risiko 
Dalam perusahaan selalu berusaha untuk menghindari risiko, baik itu internal 
maupun eksternal dalam sebuah organisasi atau badan usaha. Biasanya 
keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya risiko yang akan terjadi 
namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Bagi 
sebuah badan usaha dimana keuntungan adalah tujuan utama berdirinya badan 
usaha tersebut (profit oriented). Risiko merupakan akibat dari kejadian (event) 
yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan (objective) (Mosey, Tommy 
and Untu, 2018).  
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Sedangkan (INDONESIA, 2009) menyatakan bahwa risiko adalah potensi 
kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dapat 
ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang 
akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan 
berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko merupakan suatu keadaan adanya 
ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko 
perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai 
bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti 
keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan 
berbagai bentuk keputusan financial lainnya, dimana itu telah menimbulkan 
kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk 
keuangan (Mosey, Tommy and Untu, 2018).  

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik 
yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan 
(unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan 
bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau expected loss sudah diperhitungkan 
sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Artinya, risiko yang 
memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian 
yang terjadi melebihi atau menyimpang dari ekspektasi tersebut disebut risiko 
yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) (Indonesia, 2017). 

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian 
tujuan suatu perusahaan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang 
berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. 
Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat 
mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (inherent 
risk), termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan 
perusahaan anak (Indonesia, 2017). 

2.2.2 Jenis-jenis Risiko 
Pada industri perbankan, risiko default sebuah bank dapat bersifat sistemik 
yaitu kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak pada kesehatan bank itu 
saja namun juga dapat menular (spill over) ke institusi keuangan dan non 
keuangan. Bank gagal atau bank default adalah suatu kondisi di mana bank 
mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya 
serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Bank Indonesia sesuai 
dengan kewenangannya sebagai bank sentral. Untuk mengurangi hal tersebut, 
Bank Indonesia semakin memperkuat fundamental industri perbankan 
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nasional. Kenaikan Capital Adequacy Ratio (CAR) perlu segera dilakukan 
selagi krisis belum melanda dan kondisi perekonomian Indonesia masih stabil. 
Krisis keuangan dapat dikategorikan kepada 3 jenis yaitu : Risiko Kurs 
(Currency Risk); Risiko Hutang (Debt Risk) dan Risiko Perbankan (Banking 
Risk). (Apollo, 2020). 

Ada 8 jenis risiko perbankan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi 
Bank Umum dan juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan 
Nomor: 18 / POJK.03 / 2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum, pada pasal yang pertama ayat keempat di antaranya Risiko Kredit, 
Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko 
Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik. 

Penjelasan masing-masing risiko adalah sebagai berikut: 

Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi 
kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko 
konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk (INDONESIA, 
2009). Counterparty credit risk maksudnya adalah risiko kredit akibat 
kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian 
kontrak derivatif. Sedangkan settlement risk artinya risiko kredit akibat 
kegagalan proses pembayaran misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing 
(Indonesia, 2017). 

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, 
lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat 
waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua 
sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu bentuk risiko 
kredit adalah kredit bermasalah, yang digolongkan atas kredit kurang lancar, 
diragukan dan macet (Mosey, Tommy and Untu, 2018). 

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti 
aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi 
korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan 
pembiayaan perdagangan (trade finance), baik yang tercatat dalam banking 
book maupun dalam trading book. Sebagai contoh, risiko kredit dapat timbul 
apabila: 
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1. bank memberikan kredit kepada nasabah; 
2. bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar 

bank; 
3. bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward 

atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain; 
4. bank membeli surat berharga korporasi (Indonesia, 2017).  

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen 
risiko perbankan. Efektivitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko 
perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan 
telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya 
manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan 
mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit (Mosey, Tommy and Untu, 
2018).  

Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, 
termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi 
pasar, termasuk risiko perubahan harga option (INDONESIA, 2009). Kondisi 
dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu 
memberikan pengaruh pada kontinuetas dan profit perusahaan. Jika situasi dan 
kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen (management 
control) maka itu masih dianggap aman namun jika sudah berada diluar 
kendali (uncontrolled) maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik 
secara finansial maupun non finansial. 

Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening 
administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan 
dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar 
merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh 
perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan (Mosey, 
Tommy and Untu, 2018). 

Risiko pasar dapat timbul apabila: 

1. bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, ketika harga pasar 
obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat; 

2. bank membeli valuta USD, yang nilai dalam valuta rupiah akan 
menurun apabila nilai tukar USD melemah terhadap rupiah; 



20 Manajemen Risiko Perbankan 

 

3. bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap yang dapat 
menimbulkan kewajiban derivatif bagi pihak counterparty; 

4. bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga 
(Indonesia, 2017).  

Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas 
dan kondisi keuangan bank (INDONESIA, 2009). Risiko likuiditas dapat 
melekat pada aktivitas fungsional perkreditan  (penyediaan dana), aktivitas 
treasury dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.  

Sebagai contoh: 

1. bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena 
dana yang tersedia tidak mencukupi; 

2. bank mengalami kalah kliring dan tidak dapat memenuhi kekurangan 
dana di Bank Indonesia; 

3. bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat 
yang terjadi secara tiba-tiba; 

4. bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank 
memerlukan likuiditas (Indonesia, 2017).  

Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 
adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank 
(INDONESIA, 2009). Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian 
keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi 
kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.  

Sebagai contoh: 

1. pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian 
dijadikan agunan kredit; 

2. kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang 
pengalaman; 
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3. terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat 
beroperasi secara normal; 

4. kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan pihak luar 
bekerja sama dengan pegawai bank (Indonesia, 2017). 

Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan (INDONESIA, 
2009). Risiko kepatuhan seringkali disebut sebagai risiko yang sudah pasti. 
Ketidakpastian yang ada hanyalah munculnya regulasi baru yang sudah dapat 
diperkirakan sebelumnya atau setidak-tidaknya dapat diketahui kapan mulai 
berlakunya (Haryono, 2019). 

Jadi risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi tuntutan regulasi dan 
peraturan perundangan yang wajib dipenuhi perusahaan, sehingga risiko utama 
yang dihadapi adalah risiko regulasi. Pada akhirnya bagian kepatuhan harus 
lebih fokus pada penerapan aspek hukum pada operasi perusahaan artinya 
bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut dipenuhi pada proses bisnis 
perusahaan, misalnya aspek-aspek hukum pada proses desain produk, proses 
produksi, proses rekrutmen, proses marketing, proses keuangan dan akuntansi 
dan seterusnya (Haryono, 2019). 

Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek 
yuridis (INDONESIA, 2009). Risiko hukum timbul karena ketidakmampuan 
manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum 
sehingga dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. 
Risiko hukum lebih banyak terkait dengan kegagalan kepatuhan terhadap 
perikatan yang telah disepakati sehingga berakibat terutama dalam litigasi. 
Oleh karena itu bagian hukum lebih merupakan pendalaman masalah-masalah 
hukum termasuk dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum misalnya 
kontrak, litigasi, legal audit, legal opinion dan seterusnya (Haryono, 2019). 

Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang 
mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan 
sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan 
agunan kredit yang tidak sempurna.  
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Contohnya: 

1. bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena 
agunan tersebut tidak diikat secara sempurna, dan pemilik agunan 
menolak supaya bank menjual agunan tersebut; 

2. bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah, karena perjanjian 
kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran 
dasar perusahaan, dan nasabah menggunakan kelemahan ini untuk 
tidak membayar kewajibannya pada bank; 

3. nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank 
yang tidak transparan, mengingat bank dinilai tidak menjelaskan 
risiko dari produk tersebut (Indonesia, 2017).  

Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif 
terhadap bank (INDONESIA, 2009). Sebagai contoh: 

1. penagihan kartu kredit bank dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak 
memperhatikan etika cara penagihan sehingga menurunkan reputasi 
bank secara umum di mata masyarakat; 

2. terjadi kerugian besar pada bank akibat perbuatan fraud oleh pegawai 
bank sehingga nasabah meragukan keamanan menyimpan dana di 
bank tersebut; 

3. produk kartu kredit banyak menjadi sasaran kejahatan keuangan 
sehingga reputasi bank sebagai bank yang aman menjadi menurun, 
berpotensi memberikan dampak menurunnya bisnis kartu kredit 
(Indonesia, 2017).  

Risiko Stratejik 
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 
dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (INDONESIA, 2009). Risiko 
strategis merupakan risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka 
panjang yang diambil oleh direksi bank. Risiko ini juga terkait dengan 
implementasi dari strategi tersebut. Risiko strategis mirip dengan risiko bisnis, 
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perbedaannya terletak dengan pada durasi (jangka waktu) dan tingkat 
kepentingan dari suatu keputusan (kebijakan) manajemen. Risiko strategis 
umumnya terkait dengan kebijakan investasi pada suatu bisnis, jenis bisnis 
yang akan diakuisisi, dan pemilihan bisnis yang akan dipangkas atau dijual 
(Yushita, 2008). 

2.2.3 Risiko Perbankan Akibat Pandemi Covid-19 
Tahun ini Covid 19 menjadi trending topic yang menakutkan bagi dunia 
termasuk Indonesia. Begitu banyak dampak yang dirasakan akibat hadirnya 
virus ini yang ternyata mampu merubah perilaku manusia di banyak sektor. 
Semua sektor usaha dan kehidupan sebagaimana dibicarakan oleh banyak ahli 
ternyata mendapatkan pengaruh signifikan dari hadirnya korona. Tidak hanya 
UMKM tapi juga perbankan (Rustam, 2020). 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim 
Alamsyah menyebutkan ada tiga risiko yang dihadapi perbankan akibat 
penyebaran pandemi Covid-19 yakni kredit macet, risiko pasar, dan risiko 
likuiditas (Pratama, 2020). Risiko kredit terjadi karena ketidakmampuan 
debitur melunasi kewajibannya, baik bunga maupun pokok kepada bank. 
Penurunan permintaan pinjaman di bank turut meningkatkan risiko kredit 
perbankan. Faktanya, pertumbuhan kredit mengalami perlambatan sehingga 
secara persentase akan meningkat (Sahara, 2020). 

Pada awal Januari, Februari dan Maret, kredit masih tumbuh 6-7%, lalu pada 
Juli 1% karena demand lambat, kebutuhan modal kerja menurun yang 
berimbas pada kebutuhan investasi yang juga berkurang. Mengenai risiko 
likuiditas, Pahala Mansury selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 
(Persero), Tbk mengatakan bahwa saat ini dana pihak ketiga (DPK) perbankan 
melimpah, sehingga belum terasa dampaknya terhadap likuiditas, apalagi 
permintaan kredit menurun. Hal itu membuat likuiditas bank sangat longgar. 
Namun dikhawatirkan terjadi segmentasi dana masyarakat yang hanya berada 
di bank-bank besar (Sahara, 2020). 

Pahala juga mengungkapkan, industri perbankan saat ini jauh lebih kuat 
dibandingkan krisis 1998. Hal ini tercermin pada rasio keuangan perbankan 
yang lebih bagus meskipun ekonomi melambat. Beberapa rasio tampak terjaga 
dengan baik, CAR terus berada di 19-22%. Rasio likuiditas juga bagus 
meskipun makro luar biasa tertekan, karena starting point baik, NPL masih di 
bawah 4%. Seandainya krisis terjadi sampai tahun 2021, bank di Indonesia 
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masih aman. Meski demikian, menurut Pahala Mansury, hal itu juga perlu 
didukung kepastian pengadaan vaksin. Jika pada akhir 2020 vaksin anti-Covid 
bisa segera didapatkan, kemudian vaksin itu diproduksi dan didistribusikan 
secara massal, ekonomi diharapkan kembali pulih (Pratama, 2020). 

Kepanikan yang terjadi di banyak negara pada masa awal pandemi membuat 
banyak pemilik dana yang menarik dananya dan menyimpan di aset yang lebih 
aman. Alhasil, perbankan menghadapi risiko kredit macet. Risiko pasar juga 
membuat perbankan perlu melakukan pencadangan yang akan memberatkan 
neracanya, membuat profitabilitas lebih rendah, serta terganggunya 
permodalan. Selain itu masih ada risiko likuiditas akibat naiknya biaya dana. 
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) mengambil bauran kebijakan untuk memitigasi potensi 
gangguan Covid-19 ke sektor keuangan (Pratama, 2020). 

OJK mengambil langkah bagaimana mengurangi risiko kredit, bagaimana agar 
beban tidak terlalu berat. BI juga banyak melakukan langkah menanggulangi 
risiko likuiditas. Beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Bank 
Indonesia (BI), baik moneter maupun makroprudensial, mulai dari penurunan 
suku bunga acuan dalam beberapa tahap menjadi saat ini 4,25%, stabilisasi 
nilai tukar rupiah, pasar uang dan valas, pelonggaran likuiditas lewat relaksasi 
giro wajib minimum (GWM), serta kebijakan di sistem pembayaran. BI juga 
melakukan kebijakan quantitative easing (QE) melalui pembelian surat 
berharga negara dari pasar sekunder, term repo perbankan, serta melalui 
penurunan GWM rupiah. BI menambah lagi quantitative easing dengan injeksi 
likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sehingga secara total mencapai 
sekitar Rp503,8 triliun.  

Adapun untuk otoritas jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan 
perbankan, pasar keuangan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). OJK 
juga menjaga fundamental usaha sektor riil, dan menjaga stabilitas pasar 
keuangan antara lain lewat pelarangan short selling, asymmetric auto rejection, 
peniadaan perdagangan di sesi pre-opening, buyback saham tanpa melalui 
RUPS. Sementara itu, LPS juga membuat sejumlah kebijakan antara lain 
dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) selama tiga kali dengan 
total kumulatif 75 bps untuk rupiah serta 25 bps untuk valas. Saat ini TBP 
untuk bank umum rupiah dan valas sebesar 5,5,% dan 1,5%  serta TBP untuk 
BPR 8% (Pratama, 2020). 
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2.3 Regulasi Perbankan 
Perbankan Indonesia mengalami pasang surut selama periode dua dasawarsa 
setelah pemberlakuan mekanisme pasar pada sektor perbankan Indonesia. 
Setelah itu, perbankan nasional mulai mengalami booming pada tahun delapan 
puluhan. Sayangnya, fenomena membanjirnya bank-bank di Indonesia 
tersebut tidak dibarengi dengan regulasi dan manajemen dana bank yang 
penuh dengan kehati-hatian dalam upaya mengurangi dan mengantisipasi 
risiko perbankan yang relatif tinggi. Regulasi pun muncul sebagai upaya 
reaktif terhadap krisis atau situasi perbankan yang tidak menguntungkan saat 
itu, khususnya mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional dan 
demi kepentingan masyarakat yang dananya tersimpan di perbankan nasional 
(Hermana, 2013). 

Regulasi perbankan Indonesia menjadi penjaga sistem perbankan Indonesia 
yang sudah menjadi bagian dari sistem finansial global. Regulasi tersebut 
secara umum direpresentasikan pada berbagai peraturan Bank Indonesia 
berikut surat edarannya yang selalu diperbarui atau diubah sesuai dengan 
kondisi dan situasi perbankan nasional. Perubahan regulasi yang signifikan 
biasanya terjadi pada saat terjadinya krisis atau situasi yang memburuk. 
Rangkaian perubahan regulasi yang relatif signifikan tersebut sering dikenal 
dengan paket kebĳakan Bank Indonesia (Hermana, 2013). 

2.3.1 Reformasi Regulasi Perbankan 
Regulasi keuangan sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian 
mengingat perannya dalam memastikan para pelaku di sektor keuangan 
bertindak secara adil dan berhati-hati dan tidak menimbulkan distorsi serta 
risiko sistemik terhadap perekonomian. Era bank bebas (free banking), yaitu 
suatu ideologi yang menganggap bahwa bank harus bebas dan tidak dibatasi 
aktivitasnya, dan pemerintah hanya dapat ikut campur seminimal mungkin, 
sudah berakhir. 

Beberapa kali krisis keuangan-ekonomi global maupun domestik telah 
mengajarkan bahwa anggapan industri perbankan dapat mengatur dan 
mengendalikan dirinya sendiri tidaklah benar. Naluri para bankir untuk 
mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham bank, para 
pengelola bank, dan pihak lainnya telah mengakibatkan terjadinya banyak 
rekayasa keuangan dan hukum yang membahayakan kesehatan bank dan 
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sistem keuangan. Kehancuran ekonomi dan biaya penyelamatan bank yang 
sangat besar akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab ini telah dirasakan 
di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah mengakibatkan 
campur tangan yang semakin intensif dari pemerintah terhadap perbankan 
sebagaimana terjadi di Eropa dan Amerika Serikat (Rae, 2015). 

Selama ini, ketidakpastian/ketidakjelasan hukum dan regulasi juga merupakan 
salah satu sumber kelemahan dalam infrastruktur keuangan Indonesia. Hal ini 
juga disinyalir menjadi salah satu penghambat pendalaman pasar keuangan di 
Indonesia, dan mengganggu kinerja perekonomian Indonesia secara 
keseluruhan. Untuk itu, kita perlu membangun infrastruktur hukum dengan 
sekuensi dan konsistensi yang benar, memilih di area mana regulasi harus 
dilakukan, memilih bentuk instrumen dan pendekatan regulasi yang akan 
digunakan, serta sistem penegakan (enforcement) regulasi yang tepat (Rae, 
2015). 

Dengan melihat berbagai kasus di berbagai negara dan Indonesia, beberapa hal 
yang penting untuk mulai kita perkenalkan di Indonesia, selain fungsi regulasi 
yang selama ini kita kenal seperti prinsip kehati-hatian dan perlindungan 
konsumen, adalah bahwa regulasi perbankan diperlukan juga untuk dapat 
mengendalikan penyalahgunaan (abuse) kekuatan keuangan bank untuk dapat 
memengaruhi kebijakan pemerintah dan otoritas, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, secara individu maupun bersama-sama. Pada waktu 
bersamaan, perlu juga diterapkan regulasi yang dapat mencegah masuknya 
kepentingan politik (yang buruk) ke dalam sistem perbankan, baik secara 
langsung melalui pemilikan saham bank maupun secara tidak langsung 
melalui pengaruh yang dimiliki terhadap otoritas perbankan (Rae, 2015). 

Tujuan utama regulasi perbankan bukan semata-mata untuk menjamin 
kesehatan individu bank, tapi juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 
secara menyeluruh, efektivitas kebijakan moneter, dan kelancaran serta 
keamanan sistem pembayaran. 

Pemisahan pengawasan makro dan mikro-prudential yang menjadi salah satu 
pesan utama Undang-Undang OJK tidak bisa menafikan bahwa kedua 
lembaga ini (BI dan OJK) harus memberikan perhatian yang sama terhadap 
aspek regulasi makro-mikro. Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lender 
of the last resort tidak bisa menafikan kebutuhan operasi kebijakannya melalui 
sistem perbankan. 
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Karena itu, efektivitas regulasi yang diterapkannya akan sangat bergantung 
pada kesehatan secara mikro individu masing-masing bank. Hal yang sama 
tentu saja berlaku untuk OJK yang tidak boleh menafikan persoalan kesehatan 
dan stabilitas makro demi menjaga perkembangan individual bank-bank yang 
berada dalam pengawasannya. Komplikasi regulasi makro-mikro ini 
sebenarnya sudah bisa diperkirakan pada saat sebelum diberlakukannya 
undang-undang OJK (Rae, 2015). 

Melihat kondisi ini, untuk mendukung implementasi Undang-Undang OJK 
dan Undang-Undang Bank Indonesia dengan baik, cohesiveness dan 
coherence dari regulasi perbankan menjadi persoalan yang lebih penting 
daripada persoalan pemisahan kewenangan pengawasan makro dan mikro itu 
sendiri. Karena itu, regulasi yang dikeluarkan harus semakin mendekatkan 
jarak koordinasi dalam formulasi dan implementasi kebijakan antara Bank 
Indonesia sebagai otoritas macro-prudential dan OJK sebagai otoritas micro-
prudential (Rae, 2015). 

2.3.2 Regulasi Perbankan Indonesia 
Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global tidak luput dari imbas 
krisis finansial global. Sebagai negara yang ikut menandatangani traktat 
perdagangan bebas, Indonesia menjadi salah satu mata rantai dalam transaksi 
internasional, yang semuanya memerlukan peran dan fungsi perbankan. 
Semakin besar nilai atau volume transaksi internasional yang melibatkan 
sebuah bank maka semakin tinggi risiko yang dihadapi bank tersebut. Jika 
salah satu mata rantai mengalami kegagalan maka seperti efek domino 
kegagalan finansial dari bank di luar negeri akan merembet ke Indonesia. 
Terlepas dari seberapa besar ketergantungan perbankan nasional terhadap 
transaksi internasional tersebut, Indonesia, khususnya Bank Indonesia, perlu 
mengantisipasi imbas dari menjalarnya krisis finansial atau kegagalan 
perbankan di negara lain (Hermana, 2013). 

Perkembangan perbankan yang dinamis tersebut menuntut peran Bank 
Indonesia dalam mengawasi kinerja perbankan nasional. Perkembangan 
produk dan jasa perbankan yang makin kompleks serta terintegrasinya 
ekonomi global menuntut Bank Indonesia untuk selalu melakukan pengaturan 
dan pengawasan perbankan, menjaga sistem pembayaran, dan melakukan 
kebĳakan moneter yang tepat sesuai dengan perkembangan situasi dan arah 
perbankan nasional. Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 
2004 merupakan salah satu upaya strategis dari BI dalam memperkuat 
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perbankan nasional di masa yang akan datang, termasuk dengan mengadopsi 
berbagai regulasi yang digodok dan diperkenalkan oleh BIS. Bank Indonesia 
sebagai Bank Sentral melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan 
Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 
Mei 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 
6 tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU tersebut disebutkan tentang 
dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk 
Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi (Hermana, 
2013). 

Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang 
perbankan. Tujuannya yaitu untuk melindungi industri perbankan dalam 
menghadapi risiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan 
perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada 
sistem keuangan secara keseluruhan. UU tentang perbankan dapat dilihat pada 
Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1: Undang-Undang Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan Republik 
Indonesia, 2017) 

Judul Deskripsi 

Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah  

 

Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia 

Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2008 Sebagai Undang-
Undang 

Undang-undang ini dibuat untuk 
mengesahkan Perpu Nomor 23 Tahun 
1999 sebagai Undang-undang. 

Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas 

Perpu dikeluarkan sebagai upaya untuk 
menjaga kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem perbankan setelah 
terjadi krisis ekonomi global yang 
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Judul Deskripsi 

Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia 

memengaruhi stabilitas sistem 
keuangan. Salah satunya dengan 
menetapkan BI dapat memberikan 
kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah untuk jangka waktu 
paling lama 90 hari kepada bank untuk 
mengatasi kesulitan pendanaan jangka 
pendek bank yang bersangkutan. 

Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 
1999 Tentang Bank Indonesia 

Undang-undang dibuat untuk 
menegaskan independensi BI sebagai 
Bank Sentral yang bebas dari campur 
tangan Pemerintah dan atau pihak lain 
dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Kebijakan moneter BI 
juga dititikberatkan untuk memelihara 
stabilitas nilai rupiah, secara 
berkelanjutan, konsisten, transparan, 
dan mempertimbangkan kebijakan 
umum pemerintah di bidang 
perekonomian. 

Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1968 tentang Bank 
Sentral 

Undang-undang ini dibuat dalam 
rangka pengamanan Keuangan Negara 
pada umumnya, dan pengawasan serta 
penyehatan tata perbankan pada 
khususnya dengan menghidupkan 
kembali Bank Sentral sesuai dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Nomor 
XXIII/MPRS/1966. 

Undang-undang Nomor 84 
Tahun 1958 tentang 
Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 
19 Undang-undang Pokok Bank 
Indonesia (Undang-undang 

Undang-undang ini dibuat sebagai 
peraturan pokok mengenai batas-batas 
kebijaksanaan pengendalian jumlah 
uang yang beredar dalam masyarakat, 
tanpa mengganggu jalannya 
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Judul Deskripsi 

Nomor 11 Tahun 1953) pembangunan serta keseimbangan 
moneter. 

Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 
1953 tentang Penetapan 
Undang-undang Pokok Bank 
Indonesia 

Undang-undang ini dibuat sebagai 
peraturan pokok setelah de Javasche 
Bank telah dinasionalisasi menjadi 
Bank Indonesia. 

Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2011 Tentang Transfer 
Dana 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 
Tentang Transfer Dana. 

Undang-undang Nomor 24 
Tahun 1999 tentang Lalu Lintas 
Devisa dan Sistem Nilai Tukar 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem 
Nilai Tukar. 
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3.1 Pendahuluan 
Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat 
perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal 
tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, 
tingginya non performing loans, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi 
tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan 
dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga 
banyak bank yang mengalami negatif spread. Kondisi perbankan yang sangat 
parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak 
berhati-hati. Dipihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan 
sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.  

Mengingat peranan perbankan sebagai motor penggerak ekonomi membuat 
dampak yang diakibatkan oleh ambruknya sistem perbankan nasional telah 
merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Pemerintah telah berusaha 
melakukan penyehatan lembaga perbankan sebagai akibat krisis melalui 
program penjaminan, rekapitalisasi maupun restrukturisasi kredit. Sementara 
itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah program pemantapan ketahanan 
sistem perbankan nasional sebagai antisipasi untuk menghadapi kemungkinan 
terulangnya krisis perbankan di masa depan (Atorf, 2003).  
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Bank merupakan suatu lembaga intermediasi (intermediary institution) yang 
berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 
masyarakat yang membutuhkannya. Bank itu sendiri terbagi menjadi dua, 
yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip 
syariah. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang no. 7 tahun 1992 
sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 “bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat” serta “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Faruq and Agista, 
2014).  

Menurut Hotpartua and Paranita (2020) bahwa bank merupakan salah satu 
penggerak roda perekonomian suatu negara dan juga menjadi bagian dari 
sistem keuangan. Fungsi utama Bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 
1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Perkembangan ekonomi suatu negara sangat erat hubungannya 
dengan kondisi dan kinerja sektor Perbankan.  

Hal ini dikarenakan salah satu fungsi bank sebagai agent of development, atau 
lembaga yang mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh sebab 
itu peran pimpinan atas kemampuan manajerial dalam pengelolaan bank 
menjadi sangat vital atas kesehatan bank tersebut. Meskipun bank adalah 
penghimpun dana dan penyalur kredit, namun bank harus memiliki 
kewaspadaan dan kontrol dalam memberi kredit kepada krediturnya. Hal ini 
terkait kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang menjadi salah satu 
faktor mengukur kesehatan suatu bank di mana semakin tinggi NPL, semakin 
tidak sehat bank tersebut.  

 

3.2 Sumber Modal Bank 
Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) 
dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai 
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lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai 
lembaga intermediasi, kegiatan perbankan tergantung pada kepercayaan para 
nasabah terutama para pemilik dana. Jika kepercayaan terhadap suatu bank 
hilang maka hampir dapat dipastikan bank tersebut akan mengalami kesulitan. 
Kondisi ini akan lebih buruk lagi jika kepercayaan terhadap seluruh sistem 
perbankan menurun serentak seperti yang terjadi akhir abad ke-20 di Indonesia 
khususnya di tahun 1997, yaitu berakibat pada terjadinya krisis perbankan. 
Mengingat sekitar dua per tiga dari total aset industri keuangan dikuasai oleh 
perbankan maka krisis yang terjadi pada sektor perbankan juga berarti krisis di 
sektor keuangan (Mamarimbing, Sepang and Mintardjo, 2016). 

Pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa permodalan yang kuat 
tidak menjamin Bank mampu bertahan menghadapi krisis. Kesulitan yang 
dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh 
ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar 
pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Oleh karena itu 
kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) menyempurnakan kerangka permodalan yang ada (Basel 
II). Berdasarkan ketentuan Basel III setiap Bank diwajibkan memenuhi Net 
Stable Funding Ratio (NSFR) yang diharapkan dapat memperkuat sisi 
kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis.  

Sebagai tindak lanjut kewajiban penerapan NSFR, OJK telah menerbitkan 
POJK No: 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio 
Pendanaan Stabil Bersih yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait 
sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan 
mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang 
memadai dalam rangka mitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. 
tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait kewajiban 
pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas Bank dan implikasi 
yuridisnya terhadap pengawasan Bank sebagai upaya menciptakan perbankan 
yang sehat. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Handayani and 
Abubakar, 2018). 

 

 



34 Manajemen Risiko Perbankan 

 

Menurut Kasmir dalam Hotpartua and Paranita (2020) bahwa perbankan 
dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memperoleh dana dengan 
sumber sebagai berikut:  

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri. Sumber dana dari bank 
sendiri dalam hal ini adalah setoran awal yang wajib dimiliki sebelum 
bank tersebut didirikan. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2 
tahun 2000 pasal 4 tentang Perbankan Umum dijelaskan untuk 
mendirikan sebuah bank baru, harus disiapkan dahulu modal awal 
sebesar Rp 3 Triliun. Dana tersebut juga harus dijaminkan kepada 
lembaga penjamin simpanan (LPS), hal ini dibutuhkan untuk 
mencegah terulangnya kembali peristiwa krisis moneter yang 
melanda negara Indonesia pada tahun 1998 silam.  
Dahulu kala syarat dana yang harus dimiliki untuk membuat bank 
baru cukup sebesar Rp 40 Miliar. Sumber dana sendiri menjadi 
indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan. Semakin besar 
dana yang dimiliki maka semakin besar juga rasio kecukupan modal 
(Capital Adequacy Ratio/CAR) yang menambah kepercayaan 
masyarakat akan kinerja bank tersebut.  

2. Dana Cadangan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dari laba 
operasional yang diperoleh namun tidak dibagikan kepada para 
pemegang saham. Besaran dana ini disepakati pada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Biasanya dana ini digunakan 
untuk menambah modal tahunan yang akan digunakan suatu bank 
untuk rencana kerja atau target kerja pada tahun pembukuan 
berikutnya. 

3. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini dapat dikatakan 
menjadi sumber dana utama yang sesuai fungsi perbankan, yaitu 
menghimpun dana masyarakat. Keberhasilan suatu bank dalam 
menghimpun dana masyarakat dapat memberikan gambaran 
kepercayaan bank dari masyarakat serta memberikan gambaran 
tingkat kesehatan perbankan dalam rangka mengelola dana 
masyarakat tersebut. 
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Persaingan antar bank syariah maupun bank konvensional semakin ketat 
seiring dengan bertambahnya jumlah bank khususnya dengan bank sejenis. 
Bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar mampu bersaing 
dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan nasional di Indonesia. salah 
satu yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja bank adalah 
profitabilitas (Maryani, 2016).  

Rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan bank dalam 
memperoleh laba adalah dari pengelolaan aset yang dimilikinya secara 
keseluruhan adalah Return on Asset (ROA). Dalam menentukan tingkat 
kesehatan bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan kinerja keuangan 
suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya laba 
berdasarkan ROA karena bank Indonesia lebih mementingkan profitabilitas 
suatu bank yang diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari 
simpanan masyarakat (Dendawijaya dalam Maryani, 2016). 

Berbagai kebijakan dari mulai dibentuknya Arsitektur Perbankan Indonesia 
(API) sebagai blue print perbankan yang terdiri dari 6 (enam) pilar. Pilar I API 
yaitu penguatan struktur perbankan nasional sampai dengan adanya paket 
kebijakan Oktober 2006 tentang adanya kebijakan single presence policy 
menetapkan bahwa setiap bank perorangan maupun korporasi, hanya boleh 
menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Tujuannya adalah untuk 
konsolidasi perbankan dan mendukung efektivitas pengawasan bank. Hal ini 
adalah untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat. 
Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka 
pembangunan usaha dan menampung risiko kerugian.  

Salah satu kebijakan yang paling populer diambil untuk mewujudkan 
perbankan yang sehat dengan modal yang kuat saat itu adalah dilakukannya 
merger (penggabungan usaha bank). Penguatan struktur permodalan menjadi 
salah satu alasan bank-bank kecil melakukan merger dan akuisisi. Selain 
karena adanya aturan pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp. 100 miliar 
pada akhir 2010, penguatan struktur permodalan dibutuhkan bank umum demi 
mengantisipasi Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) One Market 
atau pasar tunggal ASEAN pada 2015 dan terkait dengan ketentuan Basel III 
yang mengharuskan bank umum menaikkan modal minimum mereka hingga 
10, 5% (PS, 2018).  

Karena manajemen keuangan menurut Wartoyo (2012) sangat berpengaruh 
terhadap kelangsungan kegiatan dan eksistensi suatu perusahaan serta 
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berpengaruh pula pada setiap individu yang ada dalam perusahaan tersebut. 
Oleh karena itu, seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat menjalankan 
manajemen keuangan dengan baik, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat 
melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan lebih efektif dan 
efisien, sehingga perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan 
aktivitas serta keberadaan perusahaan. Selain manajemen yang baik, dalam 
suatu perusahaan juga memerlukan analisis terhadap laporan keuangan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah 
keuangan perusahaan serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat. 
Melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui posisi 
keuangan, kinerja keuangan dan kekuatan keuangan (financial strength) yang 
dimiliki perusahaan. Selain berguna bagi perusahaan dan manajemennya, 
analisis laporan keuangan juga diperlukan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan lain seperti kreditor, investor dan pemerintah untuk menilai 
kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan dari perusahaan tersebut.  

Menurut Rany, Nur and Jayadi (2020), peranan perbankan dalam suatu bisnis 
sangat menentukan maju mundurnya perekonomian suatu bangsa, hal ini 
mengingat perbankan merupakan motor penggerak sekaligus katalisator dalam 
usaha untuk mempercepat laju perkembangan dunia usaha. Sebagai bank 
dalam usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak di tuntut 
meningkatkan profesionalisasi dalam hal pengelolaan seluruh aset yang akan 
dimilikinya.  

Salah satu sumber utama pendapatan perbankan adalah bersumber pada 
pendapatan hasil bagi bunga dan pemberian kredit pada masyarakat, di 
samping pendapatan melalui usaha-usaha di bidang jasa- jasa lainnya. Dengan 
demikian kegiatan bank perkreditan dalam usaha mencari keuntungan ini 
berupa pengumpulan dana yang bermacam- macam sifatnya (volume dan 
jangka waktunya) untuk selanjutnya ditanamkan dalam surat-surat berharga 
serta pemberian kredit untuk memperoleh pendapatan. Dalam kaitannya 
dengan sifat pokok kegiatan bank perkreditan mempunyai fungsi yakni 
pengumpulan dana, pembiayaan, peningkatan faedah dari dan masyarakat 
(dengan memindahkan dari pihak yang kelebihan dana yang mungkin kurang 
faedah, kepada pihak yang membutuhkan), serta menanggung risiko. 

Menurut Syafrida, Nugroho and Savitri (2017) bahwa untuk kebutuhan 
peningkatan pembiayaan diperlukan sumber dana yang juga perlu 
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ditingkatkan. Sumber dana terbesar bank adalah dari simpanan dana 
masyarakat dalam bentuk produk giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank 
dapat menambah modal sendiri dan melakukan pelepasan aset bank. Di 
samping itu, terdapat alternatif sumber pendanaan lain yang cukup potensial 
dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yaitu penerbitan sukuk. Sebagai 
Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 
potensi sukuk yang cukup menjanjikan.  

Sedangkan Sallama (2005) mengungkapkan bahwa sukuk dapat memberikan 
pengaruh efisiensi biaya operasional dan pendapatan bagi hasil serta 
meningkatkan porsi pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Dengan 
menerbitkan obligasi/sukuk subordinasi, akan memperkuat struktur 
permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa 
dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan yang 
semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan. Untuk itu perlu 
dieksplorasi bentuk pemanfaatan dana hasil penerbitan sukuk dan bagaimana 
dampak penerbitan sukuk apakah dengan penerbitan sukuk dapat 
meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sehingga 
diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada bank syariah lainnya 
tentang kelebihan penerbitan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan 
untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan meninjau kembali atau 
menunda kebijakan modal inti bank yang dinaikkan dari sebelumnya Rp 100 
miliar menjadi Rp 3 triliun pada akhir Desember 2022. Kebijakan penambahan 
modal ini dilakukan karena ekosistem perbankan yang harus beradaptasi 
dengan tren digitalisasi yang tentunya memerlukan permodalan yang lebih 
besar. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Heru Kristiyana, 
menjelaskan, OJK telah memberlakukan kebijakan ini mulai tahun 2020 
dengan kenaikan modal inti secara bertahap atau Rp 1 triliun setiap tahunnya. 
Peraturan ini sebagai implementasi dari Peraturan OJK Nomor 
12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Sidik, 2021).  
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Gambar 3.1: Jumlah Bank Umum Berdasarkan Kelompok Kegiatan Usaha 

Beberapa bank, telah berupaya melaksanakan kewajiban pemenuhan modal 
inti minimal yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka melakukan 
berbagai cara mulai dari penambahan modal, hingga konsolidasi dengan bank 
lain. Saat ini masih ada bank umum dengan kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 
yang modalnya masih di bawah Rp 3 triliun. Secara bertahap, OJK 
menargetkan semua bank memiliki modal inti minimal Rp 1 triliun pada akhir 
2020 dan meningkat menjadi Rp 2 triliun pada 2021 (Aldin, 2021).  

 

3.3 Tingkat Kesehatan Bank 
Kepercayaan masyarakat dapat dibangun dengan bentuk transparansi dari 
lembaga perbankan, baik dari segi laporan keuangan maupun keadaan 
kesehatan bank yang dipublikasikan. Lembaga perbankan Indonesia sempat 
merasakan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. 
Masyarakat Indonesia pada waktu itu merasa ragu untuk menyimpan uang 
mereka di bank dan menarik uang mereka yang telah mereka simpan di bank 
(Eriyanti and Rokhlinasari, 2017). Situasi dimana masyarakat kehilangan 
kepercayaan pada lembaga perbankan tersebut terjadi pada saat Indonesia 
mengalami krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter ini 
terjadi dimulai pada pertengahan tahun 1997.  
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Kesulitan likuiditas yang dialami lembaga perbankan akibat merosotnya nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan pemicu krisis yang dialami pada 
waktu itu. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan perbankan 
Indonesia sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai lembaga keuangan 
negara. Keadaan perbankan yang semakin tidak sehat menyebabkan situasi 
yang dialami oleh perbankan semakin memburuk (Widyaningrum dan 
Topowijono dalam Eriyanti and Rokhlinasari, 2017). 

Kesehatan bank merupakan salah satu hal yang diatur oleh Bank Indonesia. 
Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan 
dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. 
Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta 
komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus 
diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI 
No.13/24/DPNP). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan 
menganalisis laporan keuangan.  

Laporan keuangan adalah sarana yang menyediakan informasi keuangan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan (Kieso et al dalam Ayu and Damayanthi, 2013). 
Penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak 
pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah 
menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui 
RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara 
lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta 
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang 
lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.  

Analisis tingkat kesehatan bank mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia 
No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum. Setelah nilai faktor-faktor RGEC diketahui 
selanjutnya diberikan peringkat tingkat kesehatan bank sesuai dengan kriteria 
yang ada. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor RGEC, 
kemudian masing-masing peringkat faktor RGEC tersebut diberikan skor. 
Skor masing-masing-masing faktor RGEC kemudian dijumlahkan sehingga 
menghasilkan total skor yang digunakan dalam menetapkan peringkat 
komposit. Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian 
tingkat kesehatan bank (Ayu and Damayanthi, 2013). 
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Kondisi dunia perbankan menghadapi suatu tantangan keadaan perekonomian 
yang berubah-ubah. Gejolak perekonomian eksternal (subprime mortgage) 
merupakan sumber instabilitas yang paling utama selama tahun 2008. Hasil 
penelitian Ayu and Damayanthi (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial 
faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank 
besar dan kecil. Sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan 
hasil yang sebaliknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang 
diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam 
penelitian.  

Hasil penelitian (Faruq and Agista, 2014) menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan pada Bank BJB Syariah dilihat dari dari segi permodalan mengalami 
pergerakan naik turun dengan hasil adanya peningkatan modal. Tetapi dalam 
tingkat NPF dan FDR Bank BJB Syariah cenderung tinggi yang berarti 
penyaluran pembiayaan terlalu besar dari pada tingkat pendanaan dan juga 
tingkat pembiayaan tidak lancar meningkat sehingga dapat menimbulkan 
risiko yang besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan perolehan laba. 
Selanjutnya jika dilihat dari permodalan, Bank BJB memang lebih unggul 
dibandingkan Bank BJB Syariah. Selanjutnya pada Tahun 2012 permodalan 
Bank BJB mengalami penurunan, tetapi termasuk perusahaan yang konsisten 
dalam mempertahankan prestasinya dilihat dari hasil penyaluran kredit dan 
penghimpunan DPK. Dilihat dari NPL Bank BJB didominasi oleh golongan 
kredit kurang lancar dengan rata-rata 44,59%. Untuk kemampuan 
menghasilkan laba, Bank BJB juga cenderung memiliki kinerja yang lebih 
baik. Perbandingan Kinerja keuangan kerja bank BJB Syariah dengan bank 
BJB. Bank BJB memiliki rata-rata nilai CAR yang lebih rendah dan rata- rata 
nilai LDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BJB Syariah. 

Menurut Handayani and Abubakar (2018) bahwa salah satu upaya pengelolaan 
likuiditas oleh Bank adalah kewajiban pemenuhan rasio Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) yang dituangkan dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 Tentang 
Kewajiban pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding 
Ratio) Bagi Bank Umum. Kewajiban pemenuhan NSFR ini bertujuan untuk 
mencapai tingkat kesehatan Bank agar dapat bersaing baik di tingkat nasional 
maupun internasional.  

Kewajiban pemenuhan NSFR ini merupakan tindak lanjut dari standar yang 
dikeluarkan oleh Basel Committee Banking Supervision (BCBS) yaitu Net 
Stable Funding Rasio Disclosure Standards yang diberlakukan terhadap Bank 
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yang termasuk ke dalam Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan 
BUKU 3, dan mulai berlaku Januari 2018. Kewajiban pemenuhan NSFR 
sebagai upaya pengelolaan likuiditas ini merupakan bagian dari pengawasan 
mikro prudensial yang menjadi kewenangan OJK, yang juga berkaitan dengan 
kebijakan makro prudensial yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. 
Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia sebagai 
lender of the last resort dapat memfasilitasi Pinjaman Likuiditas Jangka 
Pendek. 

Sementara itu Haryanto (2016) menegaskan bahwa hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa kredit, permodalan bank dan struktur modal berpengaruh 
terhadap profitabilitas dengan arah positif. Hasil lainnya adalah variabel 
efisiensi dan risiko berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 
profitabilitas. Perbankan memiliki market share 80 persen.  

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hermina and 
Wufron (2017) secara terangkum didapat hasil sebagai berikut. Pertama dapat 
disimpulkan bahwa aspek permodalan atau tingkat kecukupan modal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
perbankan, karena semakin tercukupinya modal yang tersedia pada perusahaan 
perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan kinerja 
keuangan bank yang bersangkutan. Kedua, kualitas aset berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Karena 
jika tingkat kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk 
disalurkan dalam bentuk kredit yang bermasalah semakin baik maka kinerja 
keuangan perusahaan akan semakin baik. Ketiga, aspek manajemen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 
perbankan. Jika manajemen bank semakin baik dalam melakukan pengelolaan 
terhadap pendapatan yang dihasilkan untuk direalisasikan menjadi laba atau 
keuntungan bagi bank maka dapat meningkatkan kinerja keuangan bank 
tersebut. Keempat, tingkat efisiensi kerja berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.  

Hal ini terjadi karena perusahaan perbankan sebagai perusahaan jasa yang 
bertugas sebagai intermediary dana pihak surplus pada pihak defisit secara 
umum mengandalkan dana yang terhimpun untuk diberikan kepada pihak 
defisit sehingga dana pihak ketiga yang terbatas, tentu kinerja keuangan 
perusahaan pada sub sektor perbankan tidak sebesar kinerja keuangan 
perusahaan pada sektor lain. Kelima, tingkat likuiditas berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dana pihak 
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ketiga pada bank umumnya berbentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan 
sertifikat deposito, dimana secara keseluruhan memerlukan pengembalian 
yang cepat dan dana pihak ke tidak dalam perbankan relatif kecil.  

Jika kredit yang diberikan mencapai 110% artinya total kredit yang diberikan 
melebihi dana yang berhasil dihimpun dan perusahaan memiliki cadangan 
dana yang rendah dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. 
Jika hal ini terus terjadi maka tujuan utama perusahaan yaitu mencapai 
keuntungan maksimum tidak akan tercapai. Keenam, sensitivitas risiko pasar 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
perbankan. Hal ini terjadi karena jika risiko yang dihadapi perusahaan semakin 
tinggi akan mempersulit perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, 
sehingga sensitivitas atas risiko pasar berpengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan.  

Berdasarkan hasil penelitian Mamarimbing, Sepang and Mintardjo (2016) 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan Bank-Bank BUMN 
di Bursa Efek Indonesia sangat baik; tingkat Kesehatan Bank Mandiri, BRI 
dan BNI sangat baik dan Tingkat kesehatan Bank BTN rendah. Saran 
penelitian ini yaitu perusahaan BUMN sebaiknya mempertahankan total 
equity dan tingkat kesehatan Bank agar kedepannya investor mau melirik 
perusahaan perbankan lebih khusus BUMN. dan Bank BTN lebih 
meningkatkan kesehatan Bank; hasil penelitian dapat digunakan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan manajemen keuangan khususnya untuk 
sensitivity to market risk; dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas pada 
sensitivity to market risk.  

Menyadari arti penting kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan 
serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank 
Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. 
Kesehatan bank merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat, menjalankan kegiatan operasional perbankan, serta menciptakan 
stabilitas moneter dan makroekonomi. Untuk menilai kesehatan perbankan 
oleh Bank Indonesia ditetapkan pengukuran kualitatif yaitu dikenal dengan 
istilah CAMELS antara lain permodalan (Capital), aset (Asset), manajemen 
atau tata kelola (Manajemen), rentabilitas (Earnings), likuiditas (Liquidity), 
serta sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk).  

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat 
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kesehatan bank yang dinilai dengan lima faktor yaitu Permodalan, Kualitas 
aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas (BI, 1993). Dan 
kemudian disempurnakan lagi mengenai penetapan CAMELS yang tertuang 
dalam peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 
dan surat edaran No. 6/23/DPNP/2004 Tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem 
penilaian kesehatan bank (Mamarimbing, Sepang and Mintardjo, 2016). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan Bank-
Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia sangat baik; tingkat Kesehatan Bank 
Mandiri, BRI dan BNI sangat baik dan Tingkat kesehatan Bank BTN rendah. 

Sedangkan menurut penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa 
tingkat kesehatan bank yang merupakan suatu yang sangat penting bagi semua 
pihak yang terkait (stakeholder), baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat 
pengguna jasa bank maupun BI selaku pembina dan pengawas perbankan, 
karena kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor keuangan 
dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan 
peraturan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking), sehingga 
diketahui kondisi suatu bank yang sesungguhnya dalam keadaan sehat, cukup 
sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang dapat menunjukkan 
tingkat kesehatan yang baik dalam laporan keuangannya, maka akan diberikan 
kesempatan yang luas dalam mengembangkan usahanya, berbeda dengan bank 
yang tingkat kesehatannya rendah, maka BI selaku pengawas dan pembina 
perbankan akan memberikan perhatian khusus berupa batasan-batasan dalam 
operasional bank tersebut. 

 

3.4 Penerapan CAR Untuk Perbankan 
Indonesia  
Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), merupakan rasio kecukupan modal dari 
perbankan dan dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. 
Terdapat pengaruh yang positif antara rasio CAR dengan profitabilitas 
perbankan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR maka 
semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap 
aktiva produktif yang berisiko (Mainata and Ardiani, 2017). Modal merupakan 
faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka mengembangkan 
usahanya.  
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Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan modal 
dengan aktiva tertimbang menurut risiko untuk menilai seberapa jauh aktiva 
bank mengandung risiko ikut dibiayai dari modal bank. Bank harus menjaga 
kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka 
pendek (mengcover dana pihak ketiga jika terjadi likuiditas). Hal yang perlu 
diperhatikan dalam rasio ini adalah mengetahui besarnya estimasi risiko yang 
akan terjadi dalam pemberian pembiayaan (Rivai & Arifin dalam Mainata and 
Ardiani, 2017)  

Walau diterpa krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, tingkat permodalan 
bank di Tanah Air masih sangat tinggi. Merujuk catatan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) per Agustus 2020 rasio kecukupan modal (Capital Adequacy 
Ratio/CAR) perbankan ada di level 23,16%. Posisi itu bahkan meningkat dari 
bulan sebelumnya sebesar 22,96%. Kalau dibandingkan dengan negara 
tetangga, posisi CAR bank di Indonesia merupakan yang paling tinggi. 
Misalnya saja dengan Malaysia dan Thailand yang per Juli 2020 posisi CAR 
ada di level 18,06% dan 19,05% menurut data yang dihimpun oleh OJK. 
Menurut beberapa bankir yang dihubungi Kontan.co.id, wajar bila perbankan 
saat ini menjaga permodalan di level yang terbilang tinggi.  

Sebab sejatinya, fungsi CAR sendiri tak lain untuk mengatasi kemungkinan 
risiko kerugian, sekaligus menjaga stabilitas perusahaan. Artinya secara 
umum, semakin besar nilai CAR yang dimiliki perbankan, maka semakin baik 
pula kemampuan perbankan dalam tingkat keamanan dan pemenuhan 
kewajibannya (Sitanggang, 2020).  

Modal merupakan faktor utama bagi suatu bank untuk dapat mengembangkan 
pertumbuhan usahanya. Pemenuhan kebutuhan Rasio Modal Minimal Bank 
atau dikenal CAR ditentukan oleh BIS (Bank for International Settlement) 
sebesar 8%. Rasio CAR diperoleh dengan menggunakan rumus: (Modal: 
ATMR) x 100%. Modal terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap 
(Tier 2), dimana besarnya Modal Pelengkap yang diperhitungkan maksimal 
100% dari besarnya modal inti.  

Jika dimasukan risiko pasar dan risiko operasional, maka kedua risiko ini akan 
menambah ATMR. Awal ketentuan yang dibuat oleh BIS ini tidak mengikat, 
tetapi akhirnya hampir seluruh Bank Sentral di dunia mengadopsi ketentuan 
BIS, di Indonesia Bank Indonesia menerapkan ketentuan ini melalui PBI 
menjadi KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) sebesar 8%, yang 
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secara bertahap akan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia dan 
perbankan Internasional (Riyadi, 2014).  

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal, di dalam dunia 
perbankan rasio ini sangat penting karena menjadi kewajiban bagi setiap bank 
yang telah menjalankan operasinya untuk memelihara Capital Adequacy Ratio 
(CAR) agar bank tersebut dapat berkembang dengan baik, menampung risiko 
kerugiannya, serta dapat bersaing dengan perbankan lain. Rasio yang 
digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal 
terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).  

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam bentuk komposit peringkat akan 
digunakan menjadi dasar untuk menentukan penilaian tingkat kesehatan bank 
dalam keadaan baik, cukup baik, kurang baik atau tidak baik sesuai batas 
minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank 
Indonesia. Bank yang dikatakan dalam kondisi baik diharapkan agar tetap 
mempertahankan kesehatan bank berupa peningkatan permodalan dan bagi 
bank yang kurang baik atau tidak baik diharapkan untuk segera melakukan 
perbaikan baik di dalam intern maupun ekstern bank untuk mencapai 
kecukupan permodalan untuk menanggung risiko solvabilitas yang lebih baik.  

Penilaian tingkat kesehatan bank ditinjau dari Capital Adequacy Ratio (CAR) 
digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal 
terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Oleh karena itu, 
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank sangatlah penting karena berguna 
untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sangat baik, baik, cukup baik, 
kurang baik atau tidak baik. Dan nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam mengambil keputusan (Fauzi et al. 2020).  

Penelitian pada Bank Umum Syariah yang dilakukan oleh Andhika and 
Suprayogi (2017) menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, 
keempat variabel independen (LNSIZE, NPF, ROE, dan FDR) berpengaruh 
terhadap CAR, maka dengan demikian LNSIZE, NPF, ROE, dan FDR bisa 
dikatakan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi CAR pada bank umum 
syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2011-2015. Berkaitan dengan hal 
tersebut, manajemen BUS harus memperhatikan capaian kinerja keuangannya 
serta kebijakan korporasi yang dilakukannya seperti pembagian keuntungan 
terhadap pemegang saham mengingat hal-hal tersebut berpengaruh terhadap 
upaya optimalisasi CAR dalam rangka mewujudkan kerangka permodalan 
perbankan syariah yang kuat dan stabil di masa mendatang. 
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Dendawijaya dalam Marino and Hidayat (2019) juga menjelaskan bahwa 
CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 
yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 
lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-
dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, 
dan lain-lain. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula 
sebagai berikut:  

Modal 
    Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha and Warawiati (2018) 
menunjukkan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Biaya 
Operasional (BOPO) merupakan dua faktor yang menentukan Tingkat 
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini juga dapat 
menjelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah di Indonesia, sampai dengan 
saat ini tetap terfokus dan didominasi oleh kegiatan yang berbasis pelaksanaan 
fungsi intermediasi Bank. Namun hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa 
fungsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sebagai hakikat utama perbankan 
syariah belum mampu dijalankan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.  

Menurut Lightbulb dalam (Revita, 2018), pemegang saham biasa mempunyai 
hak untuk memilih dewan direktur, mendapat dividen dan memiliki hak untuk 
menjual saham serta menerima capital gain. Selembar saham mempunyai nilai 
atau harga, yaitu: harga nominal, harga perdana dan harga pasar. Harga Saham 
ditentukan melalui mekanisme harga pada saat pasar saham sedang 
berlangsung berdasarkan pada permintaan dan penawaran saham. Aturan pada 
bisnis perbankan di Indonesia CAR sebesar 8%, semakin tinggi CAR, semakin 
baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit, 
sehingga bank yang memiliki kecukupan modal yang baik akan meningkatkan 
kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang mengakibatkan 
harga sahamnya meningkat.  

Salah satu indikator utama yang digunakan secara internasional untuk 
mengukur kondisi suatu bank, khususnya kemampuan bank mengcover risiko 
yang dihadapi, adalah besarnya rasio kecukupan modal (CAR). Rasio CAR 
yang merupakan hasil pembagian modal atas aktiva tertimbang menurut risiko 
(ATMR) secara tegas menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi 
suatu bank, semakin besar pula modal yang harus disediakan. Pada bulan Juli 
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1988 BIS Committee on Banking Supervision (Komite) mengeluarkan standar 
perhitungan CAR yang disebut Basel Capital Accord (BCA) dan disepakati 
oleh negara-negara maju untuk diterapkan secara penuh mulai akhir tahun 
1992.  

Namun demikian BIS menyadari bahwa BCA masih belum sempurna karena 
baru memasukkan unsur credit risk, sementara dalam kegiatan usahanya bank 
juga terekspos terhadap risiko lain seperti market risk dan operational risk. 
Pada bulan Januari 1996, Komite mengeluarkan amendement terhadap BCA 
1988 untuk memasukkan unsur market risk dalam perhitungan CAR. 
Amendment ini disepakati untuk mulai diterapkan penuh pada akhir tahun 
1997 oleh internationally-active banks. Sejalan dengan itu, BI telah 
merencanakan untuk meningkatkan pendekatan pengawasan bank sesuai 
dengan Basel Core Principles dengan memasukkan unsur market risk di 
dalamnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang menjadi sampel 
menghadapi market risk yang signifikan dalam kegiatan operasinya yang 
seharusnya di backup dengan modal yang cukup. Mengingat kondisi 
perbankan nasional yang masih dalam tahap pemulihan setelah krisis, maka 
menurut hemat peneliti penerapan aspek market risk dalam perhitungan CAR 
belum saatnya diterapkan dalam waktu dekat. Namun demikian untuk 
keperluan risk management dan pengendalian internal maka peneliti 
merekomendasikan agar perbankan nasional perlu mengakomodasi aspek 
market risk (Santoso and Hariantoro, 2004). 

Menurut Wahyuni (2017), dalam menjalankan fungsinya bank harus menjaga 
rasio kecukupan modalnya atau CAR (Capital Adequacy Ratio) (pasal 29 ayat 
2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998). Modal juga 
merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai kesehatan bank karena ini 
berhubungan dengan solvabilitas bank. CAR yang harus dicapai oleh bank 
umum itu ditetapkan sekitar 8%, dimana ketentuan mengenai jumlah CAR ini 
harus ditaati oleh semua bank umum. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan disiplin dan profesionalisme bagi setiap bank untuk mengelola 
seluruh aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.  

Modal digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan bank untuk 
menanggung risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Bank yang mempunyai 
tingkat risiko yang tinggi akan lebih solvabel. Begitu juga sebaliknya bank 
yang mempunyai risiko yang kecil mengidentifikasikan bank tersebut kurang 
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solvabel. Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang 
dapat digunakan untuk memperluas kreditnya, sehingga tingkat solvabilitas 
yang tinggi akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk 
meningkatkan profitabilitas-nya. Sebaliknya bank yang tingkat solvabilitasnya 
rendah akan mengurangi kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitas-
nya, bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga akan 
berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usahanya.  

Berdasarkan data Laporan Pengawasan Perbankan 2008, Loans To Deposit 
Ratio (LDR) Industri perbankan per Desember 2008 berada di sekitar rata-rata 
sebesar 77,2% dengan pertumbuhan kredit bank umum sebesar Rp 308,0 
triliun (29,5%). Nilai ini rata-rata masih berada di bawah normal yaitu pada 
kisaran 85%-110%. Peningkatan nilai LDR diharapkan dapat meningkatkan 
fungsi intermediasi perbankan serta meningkatkan return yang diperoleh bank 
atas penyaluran kredit pinjaman yang diberikan. Bagi pihak manajemen bank, 
pengendalian biaya sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan dengan 
mengendalikan biaya operasional sebuah bank dapat memberikan suku bunga 
pinjaman yang lebih rendah dan terhindar dari kondisi yang dapat 
menimbulkan masalah.  

Namun demikian, berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2008 
BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) bank-bank 
umum di Indonesia masih relatif tinggi yaitu sekitar 84,1 %. Angka ini lebih 
tinggi dari pada tahun 2007 (78,8%) dan mengindikasikan belum efisiennya 
pengendalian yang dilakukan oleh perbankan Indonesia. Setiap bank 
setidaknya akan berupaya untuk meningkatkan efisien operasional di 
antaranya dengan melakukan pemaksimalan pendapatan, mengendalikan biaya 
operasional maupun menjaga rasio kecukupan modal. Untuk bank Indonesia 
menetapkan rasio kecukupan modal (CAR) minimal yang dipenuhi oleh 
sebuah bank yaitu sebesar 8%. Apabila CAR sebuah bank dari 8% maka bank 
tersebut harus melakukan penambahan modal atau usahanya (Zulfahri, 2018). 
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4.1 Pendahuluan 
Permasalahan kredit yang timbul pada sektor perbankan dikarenakan sifat 
kredit bagai dua sisi yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, 
baik secara teori maupun berdasarkan fenomena. Secara teori kredit perbankan 
menunjukkan bahwa ketika perbankan menyalurkan kreditnya secara besar-
besaran tentunya perbankan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar 
melalui spread yang terjadi dari simpanan dan penyaluran kredit, sebaliknya 
ketika bank mengurangi penyaluran kreditnya maka perbankan akan 
mengalami kekeringan likuiditas yang dapat mengancam kinerja dan tingkat 
kesehatan bank. 

Secara fenomena, kredit perbankan menunjukkan bahwa ketika perbankan 
menyalurkan kredit secara maksimal tentunya akan menciptakan aktivitas pada 
pergerakan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat 
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah secara efektif dan 
efisien. Sebaliknya ketika penyaluran kredit secara minimum maka sektor riil 
tidak akan mampu mendorong aktivitas sektor riil yang berdampak pada 
penurunan atau pelemahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan yang 
terjadi antara teori dan fenomena ini menjadi alasan untuk melakukan 
pengukuran yang tepat dengan menggunakan model Ed Waves Index, dalam 
penelitian Edwin Basmar yang berjudul Do The Bank Credit Cause The 
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Financial Crisis In Indonesia menemukan bahwa kredit dalam suatu 
perekonomian akan bergerak dengan pola tekanan terhadap perekonomian 
yang saling berkesinambungan (Basmar et al, 2017) 

Siklus pergerakan antara perkembangan kredit dan pertumbuhan ekonomi 
saling memengaruhi satu dengan lainnya, kemudian membentuk tekanan, pola 
dan arah yang kemudian dikenal dengan gerakan Gelombang Siklus Delapan 
(The 8’s Waves Cycles) (Basmar, 2018c ; Basmar, 2014). Tekanan, pola dan 
arah gelombang ini perlu untuk diantisipasi karena sifat kredit yang sangat 
sensitif, menyajikan kerawanan dalam tahapan penyalurannya, untuk itu perlu 
diterapkan berbagai kebijakan yang tepat agar tidak terjadi tekanan berat serta 
memberikan pengaruh terhadap perekonomian khususnya Indonesia sebagai 
negara yang sedang berkembang.  

 

4.2 Kredit Perbankan  
Kredit perbankan secara teori telah ada sebelum sektor perbankan tradisional 
mengalami perubahan menjadi sektor perbankan yang modern, tidak terlepas 
dari kondisi tersebut, perbankan memiliki misi dalam perekonomian untuk 
menciptakan aktivitas makroekonomi serta kestabilan pasar keuangan. 
Besarnya peranan tersebut sehingga perbankan memiliki tanggung jawab yang 
tinggi atas segala bentuk pergerakan keuangan dan segala dampaknya dalam 
perekonomian di setiap negara termasuk di Indonesia. 

Tanggung Jawab yang diemban sektor perbankan meliputi proses intermediasi 
antara pemilik modal (fund supplier) dengan pemohon dana (fund user), 
konsep tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, 
sehingga dalam melakukan aktivitasnya sektor perbankan harus berpedoman 
pada unsur kesehatan perbankan, dengan bertujuan agar tingkat kepercayaan 
masyarakat pada sektor perbankan tidak memudar, di samping itu sektor 
perbankan harus mengutamakan servis melalui kenyamanan dan keamanan 
dalam hal transaksi dan lain sebagainya, sehingga akan merangsang pada 
peningkatan jumlah nasabah untuk menyimpan maupun menggunakan 
fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan. 

Tingkat kesehatan, kepercayaan dan keamanan sektor perbankan dilakukan 
dengan melakukan pengukuran terhadap berbagai macam hal di antaranya 
penilaian kinerja keuangan (financial performance) dan penilaian kinerja non 
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keuangan (non financial performance). Konsep pengukuran dalam menilai 
kinerja tersebut dilakukan dengan berbagai indikator seperti tingkat kecukupan 
modal, likuiditas dan profitabilitas sektor perbankan (Basmar, 2010). Berbagai 
ukuran dalam menilai kinerja keuangan sektor perbankan antara lain 
menggunakan rasio Return On Equity dan Return On Asset, sehingga jika 
sektor perbankan mampu meningkatkan Return On Equity dan Return On 
Asset maka bank tersebut dikatakan dapat meningkatkan profitabilitasnya 
sehingga layak dikatakan bahwa kinerja keuangan sektor perbankan semakin 
baik. 

Pengukuran kinerja perbankan sesungguhnya tidak hanya dari aktivitas 
keuangan secara internal namun juga secara eksternal. Hal ini dikarenakan 
sektor perbankan mengalami perkembangan pesat di masa sekarang ini, 
terutama pada produk dan jasa perbankan yang berkembang dan berbagai 
macam kemudahan yang ditawarkan, sehingga perubahan ini tentunya akan 
searah dengan besaran tingkat risiko yang akan dirasakan oleh sektor 
perbankan.  

Kredit perbankan merupakan salah satu dari sekian banyak risiko perbankan, 
sehingga dari berbagai penerapan risiko tersebut diperlukan konsep 
manajemen risiko agar tidak memberikan dampak pada ukuran kesehatan dan 
kondisi bank yang menimbulkan potensi kerusakan pada kinerja keuangan 
sektor perbankan. Kredit perbankan menjadi unsur paling penting dalam 
aktivitas sektor perbankan, karena dengan penyaluran kredit maka perbankan 
dapat memperoleh keuntungan yang besar, sehingga dapat dikatakan bahwa 
kredit perbankan merupakan sumber pendapatan terbesar dari industri 
keuangan ini. 

Kredit perbankan yang digunakan sebagai sumber pendapatan terbesar 
perbankan juga merupakan sumber risiko terbesar bagi sektor perbankan, hal 
ini dapat ditandai dengan terjadinya keterlambatan pembayaran pinjaman 
(pokok maupun bunga) akan mengantarkan perbankan pada kondisi yang 
kurang nyaman, ditinjau dari segi penurunan kinerja perbankan, di mana 
penurunan kinerja dari adanya risiko kredit ini kemudian dikenal dengan 
sebutan Non Performing Loan. 

Non Performing Loan yang diatur dalam ketetapan peraturan Bank Indonesia 
No. 13/3/PBI/2011, menyatakan bahwa batas toleransi kelayakan Non 
Performing Loan ini adalah sebesar 5% dari keseluruhan kredit perbankan. 
Sehingga sektor perbankan harus berhati-hati ketika batas ambang ketentuan 
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telah dilewati. Hal ini tentunya dapat menjadi sinyal bagi perbankan bahwa 
pengelolaan yang dilakukan perbankan khususnya pada penyaluran kredit 
yang tidak efektif dan efisien menjadi lebih besar, sehingga menimbulkan 
risiko terberat ketika tidak dapat ditangani dengan baik. 

Kredit perbankan disalurkan oleh sektor perbankan kepada masyarakat 
dilakukan dengan menggunakan aset bank dengan persentase terbesar antara 
70% hingga mencapai 90% dari kekayaan yang dimiliki oleh sektor 
perbankan, angka tersebut mengandung makna bahwa perbankan akan 
menanggung risiko atas penggunaan asetnya sebesar persentase penyaluran 
kreditnya. Kredit perbankan disalurkan di Indonesia mengandung dua alasan 
penting, pertama karena bunga kredit merupakan selisih keuntungan yang 
dapat diperoleh bagi perbankan, dan kedua proses penyaluran kredit ini terjadi 
melalui simpanan masyarakat di bank, melalui dua alasan ini bank harus 
sangat berhati-hati dalam mengelola dua sisi sumber keuangan perbankan. 

Kredit perbankan ini mengandung unsur yang sangat sensitif, karena proses 
penyaluran kredit mengandung hubungan yang sangat kompleks antara bank 
dan pebisnis. Di mana masing-masing hanya mengandalkan prinsip 
kepercayaan yang tinggi, pentingnya hubungan ini melalui ikatan kepercayaan 
antara kedua belah pihak menjadikan fondasi pokok atas persetujuan 
pemberian pinjaman. Di mana konsep tersebut menjadi satu kesatuan yang 
harus dijaga oleh masing-masing pihak yang tercatat dalam hubungan 
perikatan perjanjian kredit dari kedua belah pihak (Siagian et al, 2020). 

Pengikatan yang terjadi oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan ini 
sesuai dengan definisi dari kredit tersebut, di mana secara teori kredit tersebut 
memiliki arti kepercayaan yang berasal dari bahasa Latin Credere sehingga 
kredit ini dapat dikatakan sebagai pemberian kredit perbankan dengan 
menggunakan mata uang Rupiah atau dengan mata uang lainnya (valuta asing) 
kepada semua pihak yang membutuhkan secara layak. 

Konsep kredit disisi lain dapat diertikan sebagai kepercayaan yang diberikan 
perbankan kepada nasabah yang dapat membayar kembali kepercayaan yang 
diberikan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam surat kesepakatan 
bersama. Selain itu bank percaya bahwa debitur akan memanfaatkan dana 
yang diperolehnya sebaik mungkin agar dapat mengembalikan semua 
pinjaman yang telah dititipkan kepada debitur sesuai perjanjian ke dua belah 
pihak. 
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Kredit merupakan kondisi ketersediaan dana atau sejenisnya, dilakukan atas 
dasar persetujuan dan kesepakatan, yang dilakukan dengan melewati berbagai 
pertimbangan dan ukuran kelayakan agar persetujuan permohonan dapat 
dikabulkan, adapun pertimbangan tersebut antara lain persiapan kredit, analisis 
penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit, proses 
pencairan, survei dan penyelesaian kredit (Kasmir, 2010). Kredit dijelaskan 
sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998) 

Kredit menggambarkan reputasi tentang segala informasi yang terdapat pada 
calon debitur sehingga bank dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada 
mereka, tentunya dengan kontrak kesepakatan untuk melakukan pelunasan 
pada waktu yang disepakati (Firdaus et al., 2009). Kredit adalah proses 
pengembalian prestasi karena telah mendapatkan kepercayaan untuk masa 
yang akan datang, berdasarkan definisi kredit tersebut terdapat unsur-unsur 
yang membangun kredit tersebut antara lain kepercayaan, waktu dan degree of 
risk, sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut ditemukan kolektibilitas kredit 
yang dibagi dalam beberapa pengelompokan, antara lain kategori lancar, 
kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet (Bank Indonesia, 
1998). 

Dari ketetapan Bank Indonesia tersebut maka tujuan dari penyaluran kredit 
tersebut antara lain: 

1. Untuk mendapatkan keuntungan dari fasilitas kredit melalui tingkat 
suku bunga yang diperoleh bank dan biaya administrasi yang harus 
dibayarkan oleh debitur 

2. Peningkatan pendapatan usaha nasabah, karena dengan mendapatkan 
kredit maka bisnis akan mampu untuk mengembangkan usahanya dan 
tentunya akan meningkatkan pendapatan mereka dari bisnis yang 
dijalankan. 

3. Menunjang program pemerintah karena akan melancarkan aktivitas 
perekonomian serta akan meningkatkan pendapatan negara melalui 
pajak, peluang kerja yang luas, meningkatkan produktivitas 
perdagangan barang dan jasa, dan akan meningkatkan devisa negara 
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(Kasmir, 2008). Disisi lain kredit juga memiliki fungsi dalam 
perekonomian negara antara lain pertama dapat meningkatkan 
penggunaan uang, karena dengan kredit maka uang dapat digunakan 
untuk memperoleh barang dan jasa lebih banyak, kedua menciptakan 
lalu lintas peredaran uang, pemerataan ini terjadi karena daerah yang 
kekurangan keuangan pastinya dengan kredit akan terjadi pemerataan 
keuangan, ketiga dipergunakan untuk meningkatkan daya guna 
barang, karena kredit dapat digunakan untuk mengolah barang 
dengan lebih baik. 

4. Peredaran barang ikut meningkat, dengan adanya penyaluran kredit 
maka aktivitas pergerakan barang akan terjadi dari satu tempat ke 
tempat lainnya sehingga ini akan menjadi pemerataan barang secara 
keseluruhan. 

5. Digunakan sebagai stabilitas perekonomian, karena dengan kredit 
maka tingkat ekspor ke negara lain atas barang tentunya akan 
meningkatkan pendapatan negara. 

6. Dapat merangsang aktivitas usaha, yang akan menciptakan semangat 
bagi pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya karena adanya 
kelonggaran dana untuk meningkatkan usahanya. 

7. Sebagai dasar peningkatan pemerataan pendapatan, dengan kredit 
akan membentuk lingkaran keuntungan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan, efektivitas tenaga kerja yang lebih banyak serta 
memberikan keuntungan bagi kalangan lainnya terkait dengan 
distribusi pendapatan. 

8. Meningkatkan hubungan internasional kredit tidak hanya dapat 
meningkatkan hubungan dalam negara tetapi juga dapat 
meningkatkan hubungan secara internasional, dalam konteks 
mendapatkan pinjaman dari satu negara dengan negara lainnya 
(Purba et al, 2021b ; Basmar et al, 2020). 

Perkembangan fungsi penyaluran kredit berdasarkan definisi dan alternatif 
lainnya terkadang tidak sesuai harapan, karena meskipun pengukuran kredit 
telah dilakukan dan dijalankan dengan selektif akan tetapi selalu menghadapi 
berbagai risiko salah satunya adalah ketidakmampuan debitur dalam 
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melakukan pembayaran pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati, sehingga aspek penting diketahui antara lain risiko kredit dan 
dampaknya pada perkembangan perbankan. 

Risiko Kredit merupakan salah satu skala pengukuran yang mana konsep 
awalnya ditemukan oleh Merton (1974) yang mana variabel yang digunakan 
untuk mengukur risiko kredit ini menggunakan perbandingan antara kekayaan 
perbankan dan nilai waktu di suatu saat nanti terhadap kewajiban perbankan 
itu sendiri. 

Merton berpendapat kekayaan perusahaan dalam model pengukuran ini 
dianggap tetap, sehingga ditemukan hasil bahwa ketika nilai perusahaan terus 
meningkat di suatu saat nanti maka akan memberikan pengaruh positif pada 
menurunnya tingkat gagal bayar, dan dapat dikatakan bahwa perusahaan 
tersebut nantinya akan kuat dan mampu bertahan dari kondisi kebangkrutan 
dan berlaku sebaliknya. Atas konsep Merton ini kemudian dilakukan 
pengembangan oleh Black dan Cox (1976) dengan menemukan bahwa konsep 
gagal bayar diukur dengan dua kondisi di mana gagal bayar terjadi di saat jatuh 
tempo maupun di waktu yang tidak ditentukan, sehingga peranan nilai aset 
perbankan tatap harus dalam kondisi lebih rendah dalam batas threshold 
default yang ditentukan oleh Bank Sentral. 

Perubahan atas model yang dilakukan oleh Black dan Cox terus terjadi, hal ini 
kemudian dikembangkan dengan menggunakan tingkat suku bunga stokastik 
dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti biaya kebangkrutan, hutang 
subordinasi, strategic default, time dependent, stochastic default barrier, jumps 
in the asset value process dan lain-lain. Konsep pembaharuan yang dilakukan 
oleh Black dan Cox ini sedikit lebih relevan dengan kondisi kedua belah pihak, 
namun ketersediaan data tersebut menjadikan pengukuran semakin kompleks. 
Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Longstaff dan Schwartz (1995) 
dengan menggunakan konsep baru yaitu ambang batas gagal bayar konstan, 
tentunya ukuran ambang batas gagal bayar konstan ini dibandingkan dengan 
nilai aset perusahaan seperti halnya yang dilakukan oleh Merton. 

Pengukuran model lainnya dilakukan oleh Hsu dan kawan-kawan (2004) yang 
mengusung konsep pengukuran melalui nilai ambang batas gagal bayar yang 
berbeda dengan perlakuan Merton (1974) dan Longstaff dan Schwartz (1995) 
di mana prinsip Hsu melihat bahwa nilai ambang batas gagal bayar tersebut 
memiliki sifat stokastik yang searah dengan kondisi stokastik pada nilai aset 
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perusahaan sehingga kedua variabel pengukuran yang dilakukan merupakan 
unsur dari proses stokastik. 

Setiap perubahan model yang terjadi hingga sekarang ini mendapat kritik pada 
teknik pengukuran yang dipandang sama yang hanya berkonsep pada tingkat 
gagal bayar dan likuidasi. Sehingga metode pengukuran selanjutnya ada pada 
proses likuidasi perusahaan. Konsep pengukuran terbaru ini sangat berbeda 
dengan pengukuran yang dilakukan oleh Black dan Cox, letak perbedaan ini 
berada pada konsep gagal bayar yang tidak berpengaruh pada dampak 
likuiditas perbankan, namun konsep pengembangan ini cenderung 
memfokuskan pada tahap awal terjadinya proses likuiditas, sehingga melalui 
model pengukuran perbankan dapat saja tidak terjadi likuiditas. 

Perbedaan dari berbagai model pengukuran risiko kredit ini hanya terdapat dua 
unsur antara lain model gagal bayar dan likuiditas yang memiliki perbedaan, 
antara lain untuk gagal bayar dapat terjadi ketika nilai aset perbankan lebih 
rendah terhadap nilai ambang batas gagal bayar yang bersifat eksogen, 
konstan, time dependent, stokastik ataupun endogen. Di mana konsep gagal 
bayar merupakan tanda adanya masalah pada kualitas keuangan perbankan 
(financially distressed periode) yang belum tentu bank tersebut harus 
dilikuidasi, namun tindakan likuidasi diperlukan ketika perbankan tersebut 
tidak lagi menjalankan operasionalnya. 

Likuidasi merupakan pilihan terakhir dalam proses penilaian kesehatan 
perbankan, hal ini dikarenakan bahwa proses likuidasi ini menggunakan waktu 
yang panjang, proses likuidasi harus tetap mempertimbangkan adanya kinerja 
pasar keuangan, siklus bisnis, pasar kredit dan siklus gagal bayar dan variabel 
pengukuran lainnya.  

Terlepas dalam model pengukuran tersebut risiko kredit juga terjadi karena 
adanya unsur dalam proses pengikatan perjanjian seperti yang termaktub 
dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 
2011, yang menjelaskan tentang risiko kredit yang merupakan akibat dari 
adanya kegagalan pihak ketiga dalam menyelesaikan pinjamannya kepada 
perbankan. Risiko perbankan dapat terjadi di berbagai operasional perbankan 
yang memiliki hubungan dengan pihak lainnya (counterparty), penerbit 
(issuer) atau kinerja debitur (borrower).  

Perbankan sebagai perusahaan resmi dan berdasarkan hukum memiliki 
peranan dan tujuan yang begitu kompleks sehingga melalui aktivitas 
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penyaluran kredit perbankan dapat mengelola pendapatan (income/return) 
yang diperolehnya dengan baik secara efektif dan efisien. 

Pendapatan yang diperoleh tentunya akan menimbulkan risiko, di mana risiko 
ini dapat berpotensi sebagai dasar penyebab sistematis kerugian perbankan 
(systematics risk) yang berimbas pada pergerakan makro ekonomi secara 
umum yang secara teori dapat pula berpengaruh pada perekonomian negara 
lainnya didunia. Risiko perbankan juga dapat terjadi secara sistematis juga 
dapat terjadi secara intern perbankan sehingga konsep risiko pada skala ini 
jauh lebih ringan dan dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, namun 
jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik maka akan berpotensi terjadinya 
risiko sistemik yang lebih luas (Munthe et al, 2021). 

Risiko sistemik ini tentunya merupakan imbas dari aktivitas perbankan melalui 
penjualan produk dan layanan keuangan, secara konseptual uang memiliki 
sensitivitas yang tinggi, sehingga prinsip keuangan ini melalui aktivitas 
perbankan baik penyaluran kredit ataupun penghimpunan dana dari 
masyarakat tentunya sangat rentan dengan timbulnya risiko, jika keuntungan 
yang diperoleh semakin besar maka potensi timbulnya risiko keuangan juga 
semakin besar, dan sebaliknya. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang 
sehat, risiko kredit merupakan risiko yang paling melekat dengan bank, yang 
timbul akibat debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktu, 
sebagai tanda-tanda dari adanya kebangkrutan dari perusahaan (Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992). 

Risiko kredit juga memiliki arti lain di mana konsep risiko ini menandakan 
adanya perubahan kualitas kredit yang disalurkan, hal ini menunjukkan ukuran 
potensi dari timbulnya kredit macet yang dialami perbankan (default 
probability), atau pengukuran atas waktu terjadinya pengurangan nilai aset 
perusahaan terhadap tekanan kemampuan bayarnya (distance to default) 
ataupun untuk mengetahui tentang besaran tingkat pengembalian hutang ketika 
terjadi kegagalan pembayaran (recovery rate). Risiko kredit juga merupakan 
suatu kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan atas keuangannya atau 
terjadinya penyimpangan atas harapan karena potensi terjadinya kerugian 
(Idroes, 2008 ; Kasidi, 2010 ; Nainggolan, 2012). 

Risiko kredit juga dapat dipengaruhi dari berbagai hal antara lain konsentrasi 
penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan 
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atau jenis bisnis tertentu, sehingga risiko kredit dapat dianalisis dengan 
menggunakan beberapa konsep antara lain probabilitas gagal bayar (default 
probability), jarak gagal bayar (distance to default) dan tingkat pengembalian 
utang ketika terjadi gagal bayar (recovery rate).  

Risiko kredit menjadikan aset perbankan mengalami permasalahan, dan 
semakin tinggi permasalahan kredit yang terjadi akan mengakibatkan 
cadangan yang harus disediakan perbankan semakin tinggi pula. Pengukuran 
risiko kredit ini dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan penyaluran 
kredit, membantu dalam mengalokasikan portofolio agar lebih optimal 
sekaligus akan mempermudah pengukuran manajemen permodalan.  

Risiko kredit juga ditunjukkan melalui berkurangnya outstanding loan 
perbankan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, perubahan nilai 
outstanding loan ini terjadi karena proses dalam menganalisis kredit dilakukan 
dengan tidak tepat (default risk). Dampak lain dari adanya risiko keuangan ini 
adalah terjadinya penambahan beban operasional perbankan yang akan 
berimbas pada terjadinya penurunan keuntungan serta kinerja perbankan. 
Kekurangan pendapatan ataupun kinerja tentunya menjadi bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari standar pengelolaan risiko kredit baik berupa identifikasi 
risiko dan potensi kredit, identifikasi kebijakan manajemen risiko perbankan, 
ukuran dalam risiko kredit yang dikontrol (Greuning et al., 2009). 

Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran risiko perbankan 
adalah Non Performing Loan hal ini menandakan bahwa semakin besar nilai 
Non Performing Loan perbankan maka semakin besar pula risiko yang harus 
ditanggung perbankan. Identifikasi Non Performing Loan ini menandakan 
bank tersebut bekerja dengan tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya. 
Nilai toleransi dari Non Performing Loan ini adalah 5% sesuai dengan 
ketetapan Bank Indonesia. Konsep tekanan ini tentunya terjadi bukan hanya 
dari proses pengelolaan keuangan perbankan secara intern, namun juga dapat 
dikarenakan oleh kondisi perekonomian yang kurang mendukung sehingga 
memberikan pengaruh negatif pada kondisi perekonomian debitur (Haryanto, 
2015 ; Basmar et al, 2021a). 

Pentingnya pengukuran risiko kredit ini karena efek dan tekanannya dapat 
dirasakan perbankan dibandingkan dengan efek risiko lainnya, meski efek dari 
risiko perbankan ini paling dirasakan namun kondisi ini dapat dieliminir dan 
dikelola dengan baik sehingga perbankan dapat mengurangi risiko yang 
timbul. 
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Penyaluran kredit harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, 
karena ketika salah penilaian akan memberikan dampak yang sangat berat 
terhadap kinerja keuangan perbankan. Sebelum kredit dicairkan, perbankan 
harus melakukan analisis mendalam dan ketat pada pengajuan administrasi 
kredit yang diajukan. Pencegahan timbulnya Non Performing Loan harus 
dilakukan dengan menyeleksi secara baik melalui analisis penyaluran kredit 
yang dikenal dengan berbagai macam prinsip antara lain prinsip 4P, 5C dan 
3R. 

Prinsip 4 P yaitu Personality, menunjukkan tingkat kepribadian peminjam 
dana di bank, dan banyak hal lainnya seperti riwayat hidup, pekerjaan ataupun 
usaha yang pernah dijalankan, hubungan sosialnya di masyarakat serta yang 
lainnya. Purpose, menunjukkan pentingnya permohonan dana yang akan 
dipergunakan untuk keperluan debitur berdasarkan line of business kredit 
perbankan tersebut. Prospect, menunjukan analisis tentang bentuk usaha yang 
akan digunakan untuk pengajuan kredit yang dilakukan. Payment, menunjukan 
tingkat kesanggupan debitur untuk dapat mengembalikan pinjaman kredit 
yang diberikan hingga batas akhir pinjaman tersebut (Annisa at al, 2021). 

Prinsip 5 C terdiri dari Character, yang menyatakan tentang kepribadian, sikap 
dan watak dari orang yang bermohon kredit, analisis ini tercermin dari latar 
belakang si debitur. Capacity, untuk menganalisis kemampuan debitur dari 
cara pengelolaan usahanya terkait dengan banyak hal seperti tingkat 
pendidikan dan berbagai aturan tentang ketetapan pemerintah. Capital, 
pemeriksaan atas laporan keuangan calon debitur dengan menganalisis tingkat 
likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dan beberapa pengukuran lainnya. 
Collateral merupakan teknik analisis terhadap jaminan yang diberikan baik 
yang fisik maupun yang non fisik, di mana harus dapat dipastikan bahwa 
jaminan yang diberikan jauh melebihi pinjaman yang diajukan. Condition Of 
Economy menganalisis atas perubahan perekonomian secara makro yang 
dapat berpengaruh pada sektor usaha calon debitur, selain itu juga 
menganalisis kondisi politik negara agar nantinya tidak memberikan pengaruh 
pada tingkat keuangan dan kemampuan bayar debitur. 

Prinsip 3R menunjukkan returns merupakan analisis atas pendapatan yang 
akan diperoleh debitur atas penggunaan kredit yang diberikan sehingga tidak 
mengganggu proses pembayaran angsuran nantinya. Repayment artinya 
kesanggupan bayar bagi debitur artinya debitur akan mampu membayar 
angsuran setiap bulan dengan tepat waktu, hal ini menjadi penting karena 
untuk diketahui kemampuan tersebut ketika terjadi permasalahan kondisi 
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keuangan nasabah. Risk Bearing Ability artinya ketahanan debitur dalam 
menghadapi risiko yang timbul dan kemampuan debitur untuk mencegah 
terjadinya kredit macet. 

Manajemen Risiko memiliki filosofi dari berbagai sudut pandang terkait 
dengan faktor risiko pada perbankan, mulai dari tingkat risk averse (tidak 
mengambil risiko) ke tingkat risk appetite dan risk tolerance (menerima 
dengan batasan risiko tertentu) atau kondisi dari kedua tingkatan tersebut. 
Filosofi lainnya dengan melihat antara hubungan fokus usaha dengan risiko, 
perbankan akan menganalisis dengan tajam dari setiap usaha debitur dengan 
sebaik mungkin teknik pengukuran yang biasa dilakukan oleh perbankan 
dengan menggunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan 
Threats (SWOT), yang selanjutnya menganalisis fokus usaha yang disetujui, 
besaran risiko yang kemungkinan dapat terjadi, sehingga risiko yang dimaksud 
disini adalah hasil dari strategi dan fokus usaha. 

Terdapat beberapa elemen dalam penyusunan filosofi risiko, dalam konsep ini 
terdapat berbagai elemen penting yang harus diketahui oleh pimpinan dan 
pemegang saham pada bank, di mana semua aktivitas keuangan ini tentunya 
termaktub dalam bentuk laporan keuangan yang disusun secara tahunan. 
Laporan ini disusun berdasarkan kehendak pemegang saham berdasarkan 
konsentrasi usaha yang telah disepakati. sehingga dalam ukuran ini filosofi 
risiko terbentuk dari pernyataan umum yang menggambarkan perilaku bank 
dalam menghadapi risiko.  

Di sisi lain filosofi risiko harus sejalan dengan strategi usaha yang dijalankan, 
konsep strategi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketetapan yang disetujui 
sebelumnya berlandaskan aturan bank yang ada. Sehingga filosofi ini 
menekankan adanya keselarasan dalam menetapkan tujuan serta tindakan 
untuk mencapai tujuan tersebut. Karena dengan keselarasan tersebut akan 
dapat mencegah dampak dari risiko yang sedikit tetapi kehilangan kesempatan 
atau sebaliknya yaitu mengambil risiko yang banyak namun mengakibatkan 
bank tutup karena operasi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik 
(Basmar et al, 2021b). 

Berdasarkan filosofi manajemen risiko dapat ditarik beberapa pengertian yang 
melekat di dalamnya, antara lain manajemen risiko merupakan pengetahuan 
tentang konsep perusahaan menentukan dan memetakan ukuran masalah 
melalui pemanfaatan manajemen secara keseluruhan dan terstruktur. (Fahmi, 
2010). Suatu proses yang berjalan terstruktur dengan cara mengidentifikasi, 
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mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif dari masalah yang dihadapi 
melakukan kontrol dan mengendalikan masalah risiko tersebut (Djohanputro, 
2008). 

Manajemen risiko didefinisikan sebagai hubungan terstruktur dalam mengatur 
ketidakpastian terkait tingkat kerugian, penilaian risiko, pengembangan strategi 
dalam mengantisipasi terjadinya risiko melalui sumber daya. Strategi yang 
dimaksudkan sebagai teknik dalam memindahkan risiko, mengurangi dampak 
negatif, menanggulangi konsekuensi risiko, sehingga bagi perbankan 
manajemen risiko terjadi melalui berbagai macam risiko yang tentunya 
berpengaruh pada keberadaan bank tersebut. 

Manajemen risiko memiliki fungsi sebagai penetapan arah untuk mengkaji dan 
memberikan batasan risiko atas perubahan strategi perusahaan, penetapan 
batas dalam pemberian kredit, penempatan non kredit, aset liability 
manajemen, trading dan kegiatan lain, fungsi lainnya adalah sebagai penetapan 
dalam proses risiko, kontrol pelaporan, dan kepatuhan atas kebijakan 
perusahaan, di samping itu menetapkan cara untuk menanggulangi risiko 
melalui pencatatan dan pelaporan menggunakan komputer sehingga 
memudahkan pemantauan terhadap organisasi bank (Damanik et al, 2021). 

Manajemen risiko berfungsi sebagai standar untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan perbankan dari berbagai risiko yang timbul termasuk 
risiko akibat penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari aktivitas 
perbankan. Penerapan ini dilakukan karena beberapa hal antara lain sebagai 
pengawasan direktur dan komisaris, kecukupan kebijakan dan penetapan limit 
manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi dan sistem informasi 
manajemen risiko, serta pengendalian secara intern dan menyeluruh. 

Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan pertama 
identifikasi risiko yang didasarkan pada tujuan dan kompleksitas usaha bank, 
pengukuran risiko terkait potensi usaha dan pengukuran komprehensif atas 
keseluruhan sumber eksposur risiko terhadap kebutuhan pengguna informasi, 
pemantauan risiko dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan 
akurat dan tepat waktu mengenai eksposur risiko kepada manajemen 

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang mewajibkan bank 
menerapkan manajemen risiko secara efektif agar dapat meningkatkan good 
corporate governance dan manajemen risiko pada industri perbankan. 



62 Manajemen Risiko Perbankan 

 

Karenanya perbankan harus dapat mengelola risiko dengan menerapkan 
platform secara terintegrasi khususnya dalam menangani risiko perbankan. 

Platform yang ditetapkan pemerintah dalam manajemen risiko antara lain 
SEBI No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar 
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SEBI No. 5/22/DPNP 
Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian 
Intern Bagi Bank Umum, serta SEBI No. 5/23/DPNP Tanggal 23 September 
2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
dengan memperhitungkan risiko pasar dan pedoman perhitungan posisi devisa 
neto Bank Umum. Kredit macet terjadi karena adanya inkonsistensi terhadap 
kebijakan kredit, dalam ketetapan tersebut terdapat beberapa filosofi umum 
atas kredit tersebut seperti dibuat berdasarkan skala kredit, ataupun dibuat 
berdasarkan jenis kredit, semua bertujuan untuk memberikan standar tertulis 
dalam aktivitas pemberian kredit.  

Kredit macet dipengaruhi oleh beberapa alasan antara lain terjadinya 
penurunan penjualan karena pengaruh dari aktivitas perekonomian, sehingga 
memengaruhi daya beli masyarakat dan akibatnya likuiditas keuangan menjadi 
berpengaruh, sementara dari sisi perbankan kredit macet terjadi karena adanya 
pengaruh ekspansi kredit yang dilakukan perbankan untuk mengejar target 
yang ditetapkan, sehingga perbankan tidak memperhatikan ketentuan dan 
kebijakan yang ditetapkan. Faktor lainnya karena setiap penyaluran kredit 
yang tidak diikuti dengan pengawasan ketat membuat perkembangan 
keuangan debitur berdampak pada kemampuan pembayarannya (Dewi, 2009). 

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan manajemen risiko 
antara lain: 

1. Bagi perbankan dapat meningkatkan pendapatan pemegang saham, 
memberikan petunjuk kemungkinan terjadinya kerugian pada masa 
yang akan datang, serta pengambilan keputusan yang sistematis, hal 
ini diperlukan agar dapat meningkatkan penjagaan atas kerugian 
perbankan serta dapat meningkatkan daya saing antar bank secara 
sehat. 

2. Bagi sumber daya manusia, hal ini tentunya akan mengajarkan para 
pegawai untuk bekerja dengan hati-hati atas permohonan dan 
persetujuan pemberian kredit serta dapat meningkatkan kompetensi 
dan integritas pejabat bank melalui tingkat pengetahuan, pengalaman, 
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kemampuan serta pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen 
risiko. 

3. Bagi organisasi, hal ini terkait dengan struktur organisasi yang dibuat 
perbankan, di mana susunannya akan menyesuaikan tujuan dan 
kebijakan usaha yang dilakukan, sehingga akan menciptakan 
interaksi antara satuan kerja secara independen sehingga tercipta 
manajemen risiko dengan baik dan efisien (Zaman et al, 2021). 

Monitoring dilakukan sebagai tindakan antisipasi atas kondisi keuangan baik 
yang dirasakan oleh perbankan dan setiap debitur, mekanisme monitoring ini 
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam aturan PBI No. 7 Tahun 2005, 
ditunjukkan karena potensi permasalahan debitur yang semakin berat sehingga 
perbankan harus melakukan monitoring baik secara intern perusahaan maupun 
dari segi hukum. Kebijakan dalam pengendalian manajemen risiko kredit 
terdiri dari pertama kebijakan yang bertujuan untuk mencegah peningkatan 
kredit macet. Kedua kebijakan yang bertujuan mengklasifikasi aset dengan 
melakukan evaluasi kolektibilitas kredit secara berkala. Ketiga kebijakan yang 
bertujuan untuk kerugian provisi yang dapat timbul. 

Teori The 8’s Waves Cycle merupakan pengukuran yang dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kerugian perbankan dengan melakukan menghitung 
jumlah penyaluran kredit yang dilakukan perbankan, kemudian teknik 
selanjutnya adalah menggunakan metode pengukuran Ed Waves Indeks 
sebagai pembentuk gelombang yang menunjukkan tekanan kredit yang 
tertinggi (amplitudo dan durasi) dan tekanan kredit terendah (Gambar 4.2). 

Konsep ini kemudian dapat ditentukan tekanan dari setiap gelombang kredit 
yang terjadi, di samping itu lamanya kondisi mengalami perubahan akan 
terlihat melalui perubahan gelombang yang terjadi. Tekanan di area 
gelombang negatif tentunya menandakan tingginya kredit macet yang terjadi, 
sementara ketika gelombang kredit berada dalam area positif menandakan 
bahwa gelombang kredit telah meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
suatu negara (Gambar 4.2). 

Pergerakan yang terjadi dapat memberikan pengaruh pada krisis keuangan 
ketika tekanan sangat dalam disertai durasi yang lama, sehingga kontrol atas 
pergerakan gelombang menuju ke arah negatif harus dapat diantisipasi dengan 
kebijakan yang tepat seperti yang tampak pada (Gambar 4.2). Setiap 
perubahan atas gerakan gelombang akan memberikan dampak pada 
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perekonomian di Indonesia khususnya pada perbankan terkait dengan tingkat 
kesehatan yang terjadi, hal ini juga akan memberikan pengaruh pada 
pergerakan makroekonomi (tingkat pengangguran dan kemiskinan) dalam 
perekonomian nasional maupun internasional (Basmar, 2020b). 

Teori Sinyal merupakan suatu informasi yang menjadikan investor dan pelaku 
bisnis untuk pengambilan keputusan atas kondisi keuangan perbankan di masa 
yang lalu, sekarang ataupun nanti, informasi yang disajikan terdiri keterangan, 
catatan atau gambaran keuangan dan juga dampak yang ditimbulkannya 
terhadap perekonomian. Pentingnya informasi bagi investor karena akan 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sementara keakuratan dan 
ketepatan waktu merupakan bagian terpenting sebagai alat dalam menganalisis 
perilaku keuangan di pasar modal untuk menempatkan dana yang mereka 
miliki.  

Teori sinyal ini menunjukkan bahwa informasi ini akan menjadi sinyal kepada 
para pengguna informasi laporan keuangan dari perusahaan, berupa informasi 
tentang kondisi perusahaan khususnya terkait kondisi keuangan perbankan 
kepada pemilik maupun pihak yang berkepentingan lainnya seperti para 
investor. Informasi yang telah diumumkan dan menjadi konsumsi pada pelaku 
pasar tentunya akan diinterpretasikan terlebih dahulu dan kemudian dianalisis 
sebagai sinyal baik atau sinyal buruk (Basmar, 2020a). 

Oleh karena itu setiap perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan 
keuangan dan keseimbangan keuangan akibat perubahan kondisi yang tidak 
terduga dalam sektor keuangan merupakan suatu bentuk kemampuan dalam 
menjaga stabilitas keuangan suatu negara (Schinasi, 2004 ; Alawode at al, 
2008 ; Mc Donough, 2001). 

 

4.3 Risiko Kredit Perbankan  
Risiko kredit secara fenomena menunjukkan suatu kondisi yang kerap terjadi 
pada sektor keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya, 
tentunya risiko keuangan yang dimaksudkan adalah tingkat kredit macet dalam 
kaitannya terhadap kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya 
berdasarkan ketetapan yang telah disepakati bersama, kondisi ini tentunya 
akan memengaruhi kinerja keuangan perbankan (Greuning at al, 2011 ; Mauro 
et al, 2013). 
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Salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat kredit adalah banyaknya bank 
yang menawarkan hal yang sama pada calon debitur, sehingga akhirnya juga 
memberikan pengaruh pada kualitas kredit itu sendiri. Aspek yang perlu 
dipertimbangkan adalah dengan banyaknya bank maka akan berdampak pada 
peningkatan kualitas kinerja perbankan karena beban kredit macet semakin 
rendah, kondisi ini akan merangsang terjadinya stabilitas perbankan dalam 
menjalankan aktivitas kesehariannya (Amidu at al, 2013 ; Ghenimi et al, 2017; 
Khouri at al, 2016 ; Koong et al, 2016). 

Risiko kredit yang berat tentunya memberikan pengaruh tingkat stabilitas 
perekonomian, kekuatan stabilitas keuangan ini akan memberikan dampak 
yang positif terhadap kemampuan keuangan dalam menghadapi krisis 
keuangan, memiliki kekuatan finansial, pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit, 
serta mencegah terjadinya risiko yang berpengaruh pada perbankan secara 
keseluruhan (Elsiefy, 2013). Risiko kredit perbankan dapat dicegah dengan 
meningkatkan pendapatan atas simpanan deposito, tingkat risiko operasional 
yang rendah, terjadi keseimbangan antara aset dan liabilitas, meningkatkan 
kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban dan mempunyai kualitas kerja 
yang efektif dan efisien, sehingga dengan kondisi seperti ini secara tidak 
langsung akan tercipta tingkat stabilitas keuangan (Basmar, 2018b ; Samad, 
2013 ; Moualhi, 2016). 

Risiko kredit perbankan tidak dapat dipisahkan dengan tingkat stabilitas 
keuangan, hal ini karena adanya transmisi keuangan dari Bank Sentral, sektor 
perbankan, dan masyarakat, di mana ketiganya akan bersinergi melalui tugas 
dan kewajiban masing-masing di mana penekanannya terjadi melalui proses 
penyaluran uang kepada masyarakat dengan menerapkan kebijakan Bank 
Sentral agar dapat meningkatkan keuntungan dan mencegah terjadinya kredit 
macet yang berisiko ada tingkat stabilitas keuangan (Jackson, 2004). Risiko 
kredit perbankan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh instansi 
yang bergerak pada bidang keuangan, tentunya hal ini bermaksud agar krisis 
keuangan dan ekonomi tidak terulang seperti yang terjadi di tahun 1997 dan 
terjadi kembali di tahun 2007 yang menyebabkan terganggunya sistem 
keuangan sektor perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan 
syariah sehingga secara tidak langsung juga memengaruhi kinerja sektor non 
ekonomi lainnya (Siswanti et al, 2020). 

Tingginya risiko kredit perbankan yang terakumulasi mengakibatkan 
Indonesia mengalami krisis keuangan dan krisis ekonomi dalam waktu yang 
hampir bersamaan. Meski kondisi krisis keuangan di tahun 1997 bermula dari 
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adanya kerusakan sistem keuangan di Asia dan krisis berikutnya yang terjadi 
di tahun 2007 yang terjadi karena kerusakan sistem keuangan dunia (subprime 
mortgage) yang bermula pada risiko perbankan di lembaga keuangan Amerika 
Serikat, kondisi keterpurukan sistem keuangan kembali terguncang dengan 
hadirnya Pandemi Covid 19 yang kesemuanya menjadikan kondisi keuangan 
Indonesia semakin terpuruk (Gambar 4.2). 

Risiko kredit perbankan memiliki tingkat pengaruh yang sangat tinggi 
terhadap perekonomian, seperti dengan maraknya inovasi produk keuangan 
khususnya sekuritas dan credit default swap yang beraneka ragam membuat 
pasar keuangan mengalami perubahan disertai dengan banyaknya spekulasi 
yang memberikan dampak pada sektor properti sehingga berdampak pada 
tingginya risiko kredit perbankan (Raz et al, 2012). Risiko Kredit perbankan 
menjadi pencetus terjadinya kerusakan sistem keuangan di dunia hal ini 
dikarenakan kredit merupakan pinjaman yang menjadi kewajiban bagi debitur 
untuk mengembalikan semua pinjaman beserta tingkat bunganya secara 
berkala dan tidak dalam keterlambatan pembayaran setiap periodenya, namun 
kondisi ini tidak berjalan dengan baik sehingga perbankan harus menanggung 
risiko kegagalan tersebut yang mengakibatkan terganggunya kondisi 
perekonomian (Suleman et al, 2021). 

Risiko kredit perbankan bagai dua sisi mata uang di mana ketika risiko kredit 
tersebut dikelola dengan baik maka akan berpengaruh pada perbankan dan 
ekonomi secara umum sehingga perbankan dapat terus berkembang dan 
beroperasi dengan baik, namun ketika risiko kredit tidak mendapat perhatian 
maksimal akan memengaruhi kinerja perbankan sehingga memengaruhi sektor 
ekonomi secara keseluruhan dan dapat dipastikan bahwa krisis keuangan akan 
menjadi akhir dari kerusakan sistem perbankan tersebut. (Husain et al, 2015) 

Dari perkembangan risiko kredit perbankan tidak terlepas dengan ukuran 
stabilitas perekonomian dan sistem keuangan negara, sehingga risiko kredit 
dipandang sebagai salah satu variabel makroekonomi yang cukup 
mengkhawatirkan ketika mencapai titik tertentu dalam perekonomian, karena 
dapat berdampak sebagai pencetus krisis keuangan dan krisis ekonomi suatu 
negara. Pengukuran risiko kredit perbankan dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai faktor seperti rasio modal, ketidak efisienan 
manajemen dan Non Performing Loan (NPL)  

Risiko kredit perbankan akan menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan 
baik yang diakibatkan oleh adanya faktor internal (sektor perbankan) dengan 
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faktor eksternal (makroekonomi), serta faktor sistematis dan faktor non 
sistematis (Waqas, 2017 ; Castro, 2013). 

Risiko kredit perbankan menjadikan banyak perbankan dipaksa mengikuti 
program restrukturisasi karena tidak dapat bertahan dalam kondisi krisis 
ekonomi di tahun 1997, sehingga program tersebut menjadikan kondisi 
perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai 
dengan kualitas Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
menunjukkan peningkatan pada level 80%, yang diartikan bahwa efisiensi 
perbankan terus meningkat, kondisi ini masih cukup kuat dibandingkan kinerja 
keuangan perbankan pada beberapa negara di Asia yang berada di level 70% 
seperti di Singapura, Malaysia dan Thailand. 

Risiko kredit perbankan di Indonesia dengan berkonsentrasi pada pengukuran 
Non Performing Loan mengalami penurunan semenjak pasca krisis keuangan, 
di mana level Non Performing Loan tersebut berada pada tingkat 12.2% yang 
berangsur-angsur turun hingga mencapai titik 2.29%, hal ini terjadi karena 
perbankan telah berhati-hati dalam proses penyaluran kreditnya sehingga 
dengan antisipasi risiko kredit ini mengakibatkan efisiensi perbankan cukup 
meningkat, yang kemudian biaya monitoring atas kredit tersebut ikut menurun 
sehingga bank digolongkan sebagai perbankan memiliki efisiensi yang 
meningkat, seperti yang tampak pada Gambar 4.1. (Koutsomanoli et al, 2009 ; 
Karim at al, 2010 ; Berger at al, 1997) 

Risiko kredit perbankan yang mengalami penurunan karena penurunan biaya 
atas kredit bermasalah namun pengukuran tingkat kesehatan perbankan juga 
dipengaruhi beberapa alat pengukuran seperti tingkat kecukupan modal 
Capital Adequate Ratio (CAR) yang mengalami penurunan semenjak 
terjadinya krisis keuangan di level 16.1%, kondisi ini masih dalam kategori 
yang aman karena masih berada di atas ketentuan dari Bank Indonesia sebesar 
8%, di mana tingkat modal tersebut meningkat dari Rp. 1.099 Triliun menjadi 
Rp. 3.652 Triliun (Basmar, 2018a). 

Risiko kredit perbankan dapat memberikan pengaruh pada aktivitas perbankan 
khususnya dalam proses mengantisipasi kemungkinan dampak buruk pada 
kinerja keuangan perbankan. Secara teori efek ini dapat mengakibatkan dua 
kemungkinan yaitu terjadinya increasing return to scale yang menandakan 
bahwa risiko kredit perbankan berpengaruh positif pada ukuran efektivitas dan 
efisiensi perbankan, sementara decreasing return to scale yang menandakan 
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bahwa risiko kredit perbankan berpengaruh negatif pada ukuran efektivitas dan 
efisiensi perbankan (Pindynk et al, 1995 ; Berger at al, 2008). 

Risiko kredit perbankan juga dapat dipengaruhi oleh adanya moral hazard 
hypothesis, di mana kondisi ini terjadi penurunan persentase kepemilikan 
saham sehingga proses pengawasan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
aktivitas perbankan. 

Risiko kredit perbankan yang menurun juga memberikan pengaruh pada 
peningkatan pertumbuhan di Indonesia, keadaan ini terlihat bahwa setelah 
krisis keuangan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia berada di level 
6.46%, sejalan dengan meningkatnya kualitas pertumbuhan kredit yang berada 
di level 24.5%, kondisi menunjukkan bahwa penurunan risiko kredit 
perbankan disertai dengan pendapatan bunga yang meningkat akan 
memberikan pengaruh positif pada efisiensi kinerja perbankan dan tentunya 
akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan 
peningkatan sektor riil perekonomian. (Purba et al, 2021a) 

Hubungan lainnya terlihat melalui tingkat penyaluran kredit yang semakin 
agresif tentunya searah dengan meningkatnya risiko kredit perbankan sehingga 
memberikan dampak negatif pada perekonomian melalui hasil kinerja 
perekonomian ( Rahmadana et al, 2021 ; Sounders at al, 2011). Risiko kredit 
perbankan dapat memberikan pengaruh negatif dan positif dalam aktivitas 
perekonomian seperti yang telah digambarkan di atas dapat diaplikasikan 
dalam Gambar 4.1, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan 
penyaluran kredit terjadi di beberapa periode dengan besaran yang berbeda 
sehingga ini tentunya akan memberikan dampak pada tekanan perekonomian 
yang terjadi melalui gerakan gelombang keuangan yang terjadi di setiap 
periode. 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk 
aktivitas perbankan selain penghimpunan dana dari masyarakat. Perubahan 
risiko keuangan tentunya mengalami penurunan dari waktu ke waktu sehingga 
dapat dikatakan bahwa penurunan risiko ini karena kredit yang disalurkan juga 
semakin berkurang, prinsip kehati-hatian menjadi hal yang paling utama dalam 
keputusan penyaluran kredit. Perubahan penyaluran ini tentunya akan 
mendukung perubahan sistem keuangan dan ketahanan keuangan menjadi jauh 
lebih baik.  

Kondisi stabilitas keuangan yang terjadi memberikan pengaruh pada total aset 
lembaga keuangan sebesar 77% dari industri perbankan dan selanjutnya 
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didukung oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun. Karena risiko kredit 
yang disalurkan perbankan telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian 
dengan baik dan efektif. 

 
Gambar 4.1: Aktivitas Kredit Perbankan di Indonesia (Bank Indonesia data 

diolah) 

Perkembangan yang tampak pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa aktivitas 
pergerakan kredit perbankan telah mengalami perbaikan, meski kondisi 
tersebut terjadi penurunan, Indonesia sebagai negara berkembang dan 
memiliki perekonomian terbuka yang sangat labil, sehingga dengan penurunan 
penyaluran kredit namun dengan kualitas penyaluran kredit semakin baik, jauh 
lebih efektif dibandingkan dengan potensi risiko kredit yang tinggi yang dapat 
mengakibatkan Indonesia menjadi sensitif pada sistem keuangannya serta 
berpotensi terjadi krisis keuangan maupun krisis ekonomi.(Basmar et al, 2015) 

Potensi perubahan elemen makroekonomi pada perekonomian Indonesia 
sangat rentan, mengakibatkan fungsi intermediasi perbankan memberikan efek 
pada pembangunan Indonesia, perkembangan ini tentunya didominasi oleh 
sektor keuangan khususnya sektor perbankan. Banyaknya pengaruh yang 
terjadi baik di Indonesia maupun di Asia karena adanya pinjaman yang 
mengalami permasalahan besar, sementara di sisi lain pengawasan dan 
regulasi yang kurang mendukung tentunya harus diantisipasi agar risiko kredit 
perbankan tidak memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di 
Indonesia dan di Asia (Dash at al, 2005)  

Perubahan tekanan dalam perekonomian akibat guncangan sektor perbankan 
tentunya memberikan imbas pada sistem keuangan secara keseluruhan. 



70 Manajemen Risiko Perbankan 

 

Aktivitas kinerja sektor keuangan di Indonesia yang tidak menjalankan fungsi 
intermediasinya mengakibatkan krisis keuangan semakin terasa berat. Hal ini 
karena sektor keuangan tidak dapat menilai, meminimalisir dan memitigasi 
risiko dari aktivitas di sektor perbankan yang memegang peranan paling 
penting. 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan aktivitas keuangan melalui fungsi 
perbankan dalam perekonomian Indonesia, tekanan keuangan yang tampak 
pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan mengalami 
peningkatan, namun secara perlahan terjadi penurunan dari waktu ke waktu, 
hal ini kemudian diterjemahkan melalui tekanan keuangan yang nampak pada 
Gambar 4.2. kelemahan penyaluran kredit perbankan akan mendorong 
perekonomian dengan pergerakan sektor riil yang lebih cepat, pada saat 
ekspansi (upturn) dan akan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi ketika 
dalam keadaan kontraksi (downturn).  

 
Gambar 4.2: Tekanan Kredit Perbankan di Indonesia (Bank Indonesia data 

diolah) 

Setiap tekanan yang terjadi dalam suatu periode tentunya akan ditangani 
dengan aturan kebijakan yang dianggap dapat mencegah tekanan menjadi 
semakin berat, sehingga terkadang kebijakan yang diambil tidak memberikan 
efek positif seperti yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan kombinasi 
kebijakan untuk dapat mencegah terjadinya risiko yang lebih besar dan 
sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja perbankan pada saat krisis terjadi, 
meski kondisi ini tentunya akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan 
perbankan dan peraturan yang lebih ketat.  
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Pergerakan penyaluran kredit ketika ekspansi bergerak lebih fluktuatif (25.8%) 
dibandingkan proses pertumbuhan perekonomian (6%), sementara 
pertumbuhan kredit (14.3%) ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan 
pertumbuhan perekonomian (3-4%) ketika terjadi kontraksi, adapun ketika 
terjadi tekanan yang berat pada perekonomian (kurang dari 3%) kemampuan 
kredit bergerak dengan perlambatan sebesar (12.3%) (Bank Indonesia, 2012). 

Kondisi perekonomian yang melambat karena resesi ekonomi tentunya 
memberikan dampak pada kemampuan konsumen untuk mengonsumsi barang 
dan jasa semakin berkurang, dan juga berdampak pada permintaan kredit pada 
sektor perbankan serta tingkat suku bunga perbankan meningkat (Basmar at al, 
2018). Ketika terjadi pelanggaran perekonomian, pertumbuhan ekonomi 
cenderung mengalami kemajuan, kondisi ini mengakibatkan suku bunga 
mengalami penurunan dan merangsang terjadinya penyaluran kredit perbankan 
secara signifikan karena perilaku konsumen yang tidak menghendaki untuk 
menyimpan dana yang dimilikinya. 

Kondisi tersebut memberikan pengaruh pada sektor riil yang mengalami 
perlambatan pergerakan, sehingga peranan perbankan harus menyeimbangkan 
kondisi tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan 
yang diberlakukan mengacu pada proses penyelesaian masalah sekaligus 
meningkatkan kondisi perekonomian akibat terjadinya peningkatan risiko kredit 
perbankan dan risiko likuiditas, hal ini didasari karena jauh lebih sederhana, efektif 
dan mudah diimplementasikan dengan distorsi pasar yang paling kecil. 
Pengambilan keputusan tentunya menjadi hak tunggal Bank Indonesia ketika 
sektor perbankan mengalami kendala dalam kinerja keuangannya yang 
mengakibatkan rusaknya sistem keuangan secara keseluruhan, terutama pada 
sektor riil sehingga pilihan yang paling mendasar adalah penerapan good 
corporate governance dan manajemen risiko perbankan. Industri perbankan 
telah mengalami kerusakan jauh sebelum terjadi krisis keuangan pada tahun 
1997, bentuk kerusakan terjadi karena ketidakmampuan perbankan mengatasi 
terjadinya external shock yang terjadi secara pasang surut, cepat dan tidak 
diprediksi mengakibatkan sektor perbankan tidak dilandasi oleh kekuatan 
modal yang kuat dalam menghadapi krisis keuangan di Indonesia. 

Beratnya tekanan yang dihadapi oleh Bank Sentral karena harus menjaga 
stabilitas perbankan dan stabilitas keuangan secara bersamaan agar tujuan 
banking architecture dapat tercapai sekaligus menjadi supporting 
infrastructure perekonomian. Konsep ini tentunya mendapat pelajaran dari 
kasus di Amerika Serikat seperti yang terjadi pada perusahaan Enron Dan 
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perusahaan WorldCom sehingga sektor perbankan mengalami kerusakan yang 
cukup besar dan berdampak secara global ke semua negara termasuk 
Indonesia. 

Stabilitas keuangan khususnya aktivitas makroekonomi saat krisis 
mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat terpuruk, hal ini dikarenakan 
tekanan lembaga keuangan dan pasar keuangan menyebabkan kegagalan 
kebijakan moneter, kegagalan pasar dan kegagalan regulasi (Bank Indonesia, 
2010). Kondisi perekonomian Indonesia kembali mengalami guncangan akibat 
adanya Pandemi Covid 19 yang menyerang seluruh dunia, tentunya akan 
mengakibatkan kinerja keuangan debitur mengalami tekanan sehingga 
berpengaruh pada kualitas pembayaran angsurannya, pentingnya kondisi ini 
bagi sektor perbankan yang harus dapat diantisipasi sedini mungkin karena 
akan terjadi peningkatan risiko kredit dan kinerja keuangan lainnya termasuk 
stabilitas keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi (Marzuki et al, 2021). 

Pencegahan meningkatnya kredit bermasalah pada perekonomian Indonesia 
akibat Pandemi Covid 19 ini membuat lembaga keuangan negara (OJK) akan 
mengalami kesulitan pembayaran, dan harus menginventarisi setiap debitur 
yang mengalami kondisi permasalahan keuangan di setiap bank sesuai 
peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian akibat dari 
Pandemi Covid 19 ini (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020). 

Risiko kredit perbankan yang terdapat pada kebijakan peraturan OJK No. 11 
Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan sistem keuangan dan 
menjaga stabilitas keuangan melalui perbaikan portofolio keuangan perbankan 
akibat kredit macet yang terjadi karena Pandemi Covid 19. Dampak Pandemi 
Covid 19 menjadikan bank harus merestrukturisasi kredit debitur agar tidak 
berdampak sistemik, ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan pada 
perbankan untuk menata ulang arus kas yang dimilikinya, di samping itu pula 
pihak debitur juga harus mengatur strategi bisnis yang dijalankan agar dapat 
membayar pinjaman yang dimilikinya. Tujuan ini dijalankan agar tingkat Non 
Performing Loan tidak terjadi lonjakan disaat Pandemi Covid 19 terjadi agar 
tujuan akhir perekonomian dapat tercapai. Dijelaskan dalam peraturan OJK 
No. 11 Tahun 2020 bahwa konsep restrukturisasi dilakukan dengan menilai 
kualitas aset antara lain menurunkan suku bunga, melakukan perpanjangan 
jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, 
penambahan kredit konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. 

Pola penyebaran Pandemi Covid 19 ini terus meningkat dan tidak dapat 
diprediksi sehingga kebijakan restrukturisasi kredit terus diperpanjang 
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sehingga tercatat bahwa terdapat 100 perbankan telah menjalankan kebijakan 
OJK ini dengan jumlah debitur yang direstrukturisasi pinjamannya sebanyak 
7.53 juta debitur dengan nilai Rp. 932.6 Triliun, dengan sebagian besar terdiri 
dari debitur dengan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UKMK) berjumlah 
5,84 juta setara dengan 78% total debitur dengan nominal pinjaman sebesar 
Rp. 369.83 Triliun. Dari sektor Non UKMK terdapat 1.69 juta debitur dengan 
total nilai sebesar Rp. 562.55 Triliun  

Dampak Pandemi Covid 19 ini juga memengaruhi lembaga keuangan lainnya 
(non bank), sehingga merujuk dari aturan OJK No. 11 Tahun 2020 juga 
mewajibkan untuk restrukturisasi pinjaman debiturnya, tercatat bahwa terdapat 
4.87 juta debitur, sementara untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 
berjumlah 32 LKM dengan total dana mencapai Rp 26,44 Miliar, dan Bank Wakaf 
Mikro (BWM) terdapat 13 BWM dengan total nilai sebesar Rp. 4.52 Milyar. Dengan 
peraturan tersebut keseluruhan dari total restrukturisasi kredit baik yang terjadi di bank 
dan non bank sebesar Rp. 1.113,93 Triliun. Sehingga bank harus menjaga dan 
mempertahankan kondisi ini terhadap perubahan keuangan akibat Pandemi Covid 19 
karena dampaknya akan memengaruhi stabilitas keuangan dan pertumbuhan 
perekonomian. Pada Gambar 4.2 perekonomian di tahun 2020 mengalami 
penurunan penyaluran kredit selain karena kehati-hatian perbankan dalam 
menyalurkan kredit juga dikarenakan Pandemi Covid 19 yang belum 
menunjukkan perkembangan yang baik. Penurunan penyaluran kredit sektor 
perbankan terjadi sebesar 2.5% hingga mencapai 3.5%. 

Perkembangan Non Performing Loan yang terjadi semenjak Pandemi Covid 
19 dengan penerapan kebijakan aturan OJK No. 11 Tahun 2020 telah menekan 
dengan baik pertumbuhan Non Performing Loan sehingga dapat dikatakan 
kebijakan ini cukup membantu menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. 
Namun bukan hanya itu yang harus diperhatikan, konsep ini sejatinya belum 
memberikan pengaruh positif yang signifikan karena adanya risiko kredit (loan 
at risk) yang terus berkembang mencapai 23.89% yang sebelum Pandemi 
Covid 19 mencapai 23.53%. konsep loan at risk menunjukkan potensi 
terjadinya kegagalan kredit untuk masa yang akan datang termasuk ketika 
Pandemi Covid 19 sedang berlangsung, meski kondisi loan at Risk ini terus 
meningkat namun potensi Non Performing Loan belum tentu mengakibatkan 
kerusakan sistem keuangan perbankan. Sehingga untuk mendapatkan ukuran 
yang tepat dalam pengukuran pertumbuhan kredit harus menggunakan konsep 
Non Performing Loan dan loan at risk saat pandemi sedang berlangsung. 
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Antisipasi dari pengukuran Non Performing Loan dan loan at risk 
dilakukannya dengan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 
(CKPN) yang merupakan cadangan dan alat bantu bagi debitur yang gagal 
terhadap aturan OJK No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengantisipasi 
terjadinya kegagalan kredit (Non Performing Loan). Kebijakan OJK No. 11 
Tahun 2020 ini sesungguhnya didukung dengan kebijakan dari sektor moneter 
dan sektor fiskal, kebijakan fiskal dijalankan dengan program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN), di mana pemerintah menjalankan program bantuan 
subsidi suku bunga perbankan, perusahaan perbankan dan lembaga penyaluran 
kredit, hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan 
meringankan keuangan masyarakat terhadap tekanan kredit yang dimilikinya (Siregar 
at al, 2021; Basmar, 2011). 

Sektor moneter menurunkan Suku Bunga Acuan dari Bank Indonesia 7 Day Reverse 
Repo Rate menjadi 3.75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 3%, dan suku bunga 
Lending Facility menjadi 4.5%. Semua kebijakan ini didasarkan oleh pemikiran 
akan ekspektasi inflasi yang rendah, stabilitas eksternal dan pemulihan ekonomi di 
Indonesia. Oleh karena itu faktor kesehatan perbankan menjadi elemen 
terpenting dalam kondisi terjadi tekanan perekonomian baik yang dipengaruhi 
oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga pantauan Bank Sentral 
terhadap perbankan di Indonesia melalui kebijakan pengaturan dan 
pengawasan atas aktivitas perbankan secara nasional. 

Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan dengan menguji dan menganalisis 
laporan keuangan perbankan secara keseluruhan melalui konsep Capital, Asset 
Quality, Management, Earning Liquisity (CAMEL), Risk Profile, Good Corporate 
Governance, Earning dan Capital (RGEC) atau Based Bank Rating (RBBR) 
sebagai konsep early warning system agar dapat mengantisipasi ancaman 
perbankan dalam menghadapi risiko likuiditas yang diakibatkan oleh krisis 
keuangan (Kieso et al, 2007). Konsep early warning system bertujuan untuk 
menginformasikan kendala-kendala yang dihadapi perbankan dalam menjaga 
tingkat kesehatannya. Melalui laporan keuangan yang menunjukkan gambaran 
rasio-rasio keuangan perbankan secara nasional. Konsep ini menjadi acuan bagi 
pengambil kebijakan terkait dengan perbankan maupun tingkat pertumbuhan 
ekonomi, sehingga dengan pandangan kinerja keuangan dapat menjadi bagian 
pencegahan kerusakan sistem sedini mungkin. (Haddad et al, 2004) 
Melalui deteksi dini ini akan memberikan kesempatan luas bagi perbankan 
maupun lembaga keuangan lainnya untuk menentukan dan menjalankan kebijakan 
yang tepat sebagai antisipasi terhadap tekanan krisis keuangan yang terjadi 
maupun yang akan terjadi dimasa mendatang. 
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5.1 Pendahuluan 
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari risiko. Risiko akan 
melekat baik disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu maka kita perlu 
untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan mengelolanya 
dengan tepat. Dalam kegiatan aktivitasnya bank memiliki Risiko. Bank akan 
menghadapi risiko baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 
Risiko bank merupakan kerugian potensial yang dapat diperhitungkan dan 
diperkirakan dampaknya. Risiko yang terjadi di bank tidak dapat dihindari 
tetapi dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Kegiatan yang dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko 
yang disebut manajemen risiko (Golberg and Palladini, 2011). 

Salah satu risiko yang timbul akibat adanya pengaruh dari lingkungan adalah 
risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko pada umumnya dihadapi oleh 
bank. Variabel yang berpengaruh terhadap pasar adalah suku bunga, nilai 
tukar, ekuitas, dan harga komoditas. Faktor pasar mengalami perubahan atau 
pergerakan di luar dari kendali bank. Bank akan bereaksi agar perubahan dari 
faktor pasar dapat dikendalikan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and 
Hariasih, 2018). 
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Langkah pertama yang dilakukan bank untuk mengukur dan mengendalikan 
risiko bank dengan melakukan identifikasi risiko. Identifikasi dilakukan untuk 
mengidentifikasi risiko yang dihadapi bank. Kegiatan identifikasi bertujuan 
untuk mengetahui potensi risiko baik secara kualitas maupun secara kuantitas. 
Kemudian kegiatan berikutnya dilakukan dengan mitigasi risiko pasar 
.Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang mungkin terjadi dari 
pelaksanaan kegiatan manajemen risiko. Metode mitigasi secara umum 
dilakukan bank dengan penyebaran risiko, mengurangi risiko, mengalihkan 
risiko, atau menerima risiko. Semua risiko dapat dikurangi atau dihilangkan 
dengan menggunakan manajemen risiko.  

Manajemen risiko diharapkan mampu untuk mengantisipasi risiko yang 
berlebih sehingga bank tidak mengalami kerugian besar. Bank juga harus 
menjalankan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini 
bertujuan untuk verifikasi dan mengkaji ulang prosedur, kebijakan, dan 
penanganan secara berkala dan berkesinambungan (Ikatan Bankir Indonesia, 
2015). 

 

5.2 Pengertian Risiko Pasar 
Risiko diartikan sebagai sesuatu yang mungkin akan terjadi yang dapat 
menimbulkan kerugian jika tidak dikelola atau diantisipasi dengan baik. Risiko 
pasar (market risk) adalah risiko yang terjadi akibat pergerakan variabel pasar 
(adverse movement) dari portofolio bank yang berakibat kerugian bank. Risiko 
ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko pasar 
mencakup risiko bunga (interest rate risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan 
risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk) (Natalia, 2015). 

Risiko pasar juga diartikan sebagai risiko posisi neraca dan rekening 
administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar antara 
lain faktor pasar yang berpotensi merugikan portofolio bank. Faktor pasar 
terdiri dari suku bunga, harga saham, nilai tukar dan harga komoditas. Risiko 
yang muncul akibat adanya pergerakan harga yang tidak menguntungkan 
seperti hasil, nilai mata uang asing, harga komoditas serta modal yang 
memiliki dampak potensial terhadap keuangan dari sebuah aset selama masa 
perjanjian. Bank akan melakukan reaksi jika terjadi perubahan faktor pasar 
untuk meminimalkan potensi kerugian. Risiko Pasar terjadi karena adanya 
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perubahan harga option sehingga dapat merugikan portofolio bank (Ikatan 
Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and Hariasih, 2018). 

Menurut Bank Indonesia yang disebut dengan risiko pasar adalah risiko yang 
terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif yang terjadi akibat adanya 
perubahan harga pasar seperti perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan 
atau yang disewakan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Risiko pasar merupakan 
kondisi yang dialami oleh bank yang disebabkan karena perubahan kondisi 
dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko yang terjadi secara 
menyeluruh dan dialami oleh seluruh bank. 

 

5.3 Jenis-Jenis Risiko Pasar 
Berbagai Risiko terjadi pada bank, salah satunya adanya risiko pasar. Ada 
beberapa jenis risiko pasar termasuk risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko 
harga komoditas dan risiko ekuitas. Risiko terjadi karena ada pergerakan yang 
tidak menguntungkan dari variabel tersebut sehingga dapat menyebabkan 
kerugian. Penyebab dari pergerakan tersebut bisa dikarenakan karena 
pergeseran suku bunga, resesi ekonomi, dan kerusuhan politik. Risiko pasar 
atau general market risk dibagi menjadi empat kategori risiko yaitu (Ikatan 
Bankir Indonesia, 2015; Sumartik and Hariasih, 2018; Siregar et al., 2021).  

Interest Rate Risk (Risiko Suku Bunga) 

Risiko dapat menyebabkan potensi kerugian akibat adanya pergerakan suku 
bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi. Risiko ini juga bisa terjadi 
akibat adanya transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga seperti 
perubahan kebijakan moneter. Risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat 
perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang 
disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko suku bunga dibagi menjadi dua 
bagian yaitu risiko umum dan spesifik.  

Risiko umum adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat 
perubahan faktor-faktor pasar. Risiko spesifik adalah risiko perubahan harga 
instrumen keuangan akibat faktor-faktor uang berkaitan dengan penerbit 
instrumen keuangan. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi 
efek utang dan instrumen lain yang terkait dengan suku bunga tercatat dalam 
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trading book. Bank dapat memilih salah satu dua metode perhitungan beban 
modal yaitu dengan metode jatuh tempo atau dengan metode jangka waktu. 

Foreign Exchange Risk (Risiko Nilai Tukar). 

Risiko yang dapat menyebabkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Risiko 
nilai tukar terjadi biasanya jika bank memiliki posisi terbuka terhadap valuta 
asing. Adanya perubahan nilai tukar di mana valuta domestik mengalami 
penurunan. Risiko nilai tukar merupakan kerugian akibat perubahan nilai 
posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai 
tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. Dengan menghitung posisi 
long dan short dari semua posisi nilai tukar, pilih posisi maksimum, 
tambahkan posisi nilai mutlak emas.  

Apabila bank dalam posisi long (aktiva valas lebih besar dari pasiva valas) atau 
over brought dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya menurun maka bank 
akan menanggung rugi karena nilai uang yang dipelihara dalam posisi tertentu 
menjadi turun. Karena perubahan kurs ini demikian cepat, maka nilai suatu 
posisi juga cepat berubah. Oleh sebab itu memelihara posisi yang cukup besar 
dalam suatu mata uang asing mengandung risiko yang tinggi. 

Equity Risk (Risiko Equitas) 

Risiko yang terjadi akibat adanya fluktuasi harga saham di pasar saham. Risiko 
ekuitas muncul karena adanya perubahan harga pada saham atas portofolio 
saham yang dimiliki oleh bank. Risiko ekuitas terjadi karena adanya 
perubahan harga instrumen dari posisi trading book yang disebabkan oleh 
perubahan harga saham. Ekuitas yang dimaksud adalah saham biasa, surat 
berharga konvertibel, dan komitmen untuk membeli atau menjual ekuitas 
tersebut. Perhitungan risiko ekuitas yang meliputi risiko spesifik dan risiko 
umum didasarkan pada posisi instrumen keuangan yang terkandung risiko 
ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan anak.  

Beban modal untuk risiko ekuitas sebesar penjumlahan beban modal dari 
risiko ekuitas pada setiap pasar keuangan. Beban modal untuk risiko ekuitas 
dihitung dengan berdasarkan persentase posisi ekuitas bruto untuk risiko 
spesifik dan Posisi ekuitas neto secara keseluruhan untuk risiko umum. 

Risiko Komoditas. 

Risiko yang terjadi akibat adanya perubahan harga komoditas di pasar dunia. 
Risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen 
keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh 
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perubahan harga komoditas. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau 
mengambil posisi dalam komoditas seperti hasil pertanian, mineral dan logam 
berharga. Perhitungan risiko komoditas yang timbul dari posisi instrumen 
keuangan yang mengandung risiko komoditas yang dimiliki perusahaan anak, 
dilakukan dengan menggunakan metode sederhana dan metode jatuh tempo. 
Beban modal untuk risiko komoditas dihitung berdasarkan persentase tertentu 
dari posisi instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas.. 

Risiko pasar merupakan risiko sistematis yang artinya tidak dapat diminimalis 
hanya dengan diversifikasi portofolio, sebaliknya risiko ini dapat dikurangi 
dengan berbagai strategi seperti lindung nilai terutama pada kegiatan yang 
menggunakan kontrak berjangka atau opsi.  

 

5.4 Identifikasi dan pengukuran Risiko 
Pasar 
Kegiatan melakukan identifikasi risiko bertujuan untuk mengendalikan risiko 
yang terjadi sehingga manajemen bank mampu meminimalkan kerugian. 
Teknik identifikasi risiko dilakukan dengan penelusuran sumber risiko sampai 
terjadinya risiko yang tidak diharapkan. Dalam melakukan identifikasi terdapat 
dua ukuran Risiko yaitu risiko dominan dan risiko minor. Ukuran risiko ini 
berdasarkan pada potensi kerugian yang akan dialami oleh bank (Bank 
Indonesia, 2009; Ikatan Bankir Indonesia, 2015). 

Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 
Kualitas risiko berdasarkan pada kemungkinan risiko akan muncul, semakin 
tinggi terjadi maka semakin tinggi risikonya. Seberapa mungkin risiko terjadi 
dalam kategori probabilitas risiko yaitu (a) Paling kecil kemungkinan terjadi, 
(b) Jarang, (c) Mungkin, (d) Sangat mungkin, (e) Hampir pasti. Sedangkan 
kuantitas risiko berdasarkan pada banyaknya nilai atau eksposur yang rentan 
terhadap risiko.  

Identifikasi risiko dalam dilakukan dalam beberapa tahapan. Beberapa tahapan 
tersebut dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015): 

1. Menyusun daftar risiko. Langkah pertama yang dilakukan adalah 
menyusun risiko secara komprehensif. Risiko disusun berdasarkan 
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dampak dari setiap kegiatan atau kejadian. Penyusunan daftar risiko 
dilengkapi dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Risiko 
disusun dan dikelompokkan pada setiap level sesuai dengan cara 
untuk mengatasinya. 

2. Analisis karakteristik risiko, langkah kedua dengan melakukan 
analisis risiko sesuai dengan karakter risiko. 

3. Analisis faktor risiko, apa penyebab terjadinya risiko dan besarnya 
probabilitas risiko terjadi. 

4. Daftar sumber terjadi risiko untuk masing-masing Risiko. 
5. Menentukan instrumen atau pendekatan yang tepat. 

Untuk menghitung risiko pasar dapat menggunakan metode yang umum 
dipakai pelaku pasar. Metode yang digunakan dengan pertimbangan 
kemudahan, ketersediaan infrastruktur dan kelengkapan dokumentasi yang 
mendukung pelaksanaan metode yang dipilih.  

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan: 

1. Distribusi probabilitas 
2. National risiko 
3. Sensitivitas risiko 
4. Volatilitas risiko 
5. Pendekatan value at risk 
6. Matriks frekuensi, dan signifikansi risiko 
7. Analisis skenario. 

Mengukur risiko yang terjadi di bank dilakukan dengan kegiatan (a) evaluasi 
secara berkala sesuai dengan asumsi, sumber data dan prosedur dalam 
mengukur risiko, (b) Melakukan penyempurnaan sistem pengukuran risiko 
apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, transaksi, produk, dan faktor 
lain yang bersifat material. 
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5.5 Mitigasi Risiko Pasar 
Kegiatan mitigasi risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi 
dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilaksanakan. 
Metode mitigasi dikelompokkan dengan cara menyebarkan risiko (spread 
risk), mengurangi risiko (reduce risk), mengalihkan risiko (transfer risk), dan 
menerima risiko (accept risk) (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).  

Mitigasi risiko pasar dapat dilakukan dengan cara:  

1. Membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan 
tingkat risiko yang diizinkan. 

2. Melakukan hedging atau lindung nilai atas posisi yang diinginkan. 
3. Melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrument yang 

dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur risiko 
pasar sesuai dengan batasan risk appetite. 

Batasan maksimum portofolio yang terekspos risiko pasar dibatasi berdasarkan 
pada risk tolerance yang ditetapkan bank dengan ukuran besarnya risk based 
capital yang disediakan untuk risiko pasar. Besarnya risk based capital untuk 
risiko pasar ditetapkan secara tahunan. Dalam hal ini terjadi lonjakan volatilitas 
pasar bank dapat menetapkan risk based capital yang konservatif atau 
menambah risk based capital agar besaran nominal eksposur risiko pasar dapat 
dipertahankan. 

 

5.6 Manajemen Risiko Pasar 
Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 
risiko yang timbul dari usaha bank. Manajemen risiko dilakukan untuk 
mengelola Risiko sehingga dapat meminimalisir dengan menggunakan sumber 
daya manusia yang andal, sistem informasi dan ketersediaan data (Dewi, 
2008). Aktivitas dalam melakukan risiko mengelola risiko dengan cara 
identifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan secara rutin, dan 
merekomendasikan kebijakan langsung.  
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Dalam dunia perbankan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia no 
5/8/2003 terdapat penerapan manajemen risiko terhadap tujuh jenis Risiko 
bank yaitu: 

1. Risiko kredit 
2. Risiko pasar 
3. Risiko likuiditas 
4. Risiko operasional 
5. Risiko reputasi 
6. Risiko hukum 
7. Risiko kepatuhan (Bank Indonesia, 2003).  

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 tentang penerapan manajemen 
risiko dijelaskan bahwa untuk penerapan risiko bagi bank umum sebagai 
berikut: (a) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko 
untuk seluruh risiko. (b) Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko 
paling kurang untuk empat jenis risiko (Bank Indonesia, 2009). Tahapan risiko 
tersebut dibutuhkan adanya pengelolaan serta pendistribusian risiko yang baik, 
pengolahan tersebut berjalan dengan baik apabila ada penerapan manajemen 
risiko yang baik, Peraturan bank Indonesia No. 5/8/2003 menyatakan bahwa 
penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup empat hal yaitu 
(Bank Indonesia, 2003; Ikatan Bankir Indonesia, 2015): 

1. Pengawasan aktif komisaris dan direksi. 
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. 

Penerapan manajemen risiko dalam bank dijelaskan sebagai berikut (Bank 
Indonesia, 2003; Bank Indonesia, 2009): 

1. Manajemen Risiko Kredit. Risiko yang timbul akibat kegagalan 
counterparty memenuhi kewajibanya. Strategi dalam manajemen 
risiko pembiayaan dilakukan dengan menguraikan seluruhan strategi 
manajemen pembiayaan dengan menunjukkan kemauan dan 
kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor 
sesuai dengan sektor usaha, kondisi geografis, jangka waktu dan 
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tingkat profitabilitas. Pihak manajemen bank juga harus memahami 
kualitas pembiayaan, pertumbuhan pendapatan, hubungan risiko 
dengan tingkat return dari kegiatan yang dijalankan. Senior manajer 
bertanggung jawab untuk melakukan strategi manajemen risiko 
pembiayaan dan mengomunikasikan ke seluruh bagian bank. Strategi 
manajemen bank dikembangkan melalui prosedur yang berisi 
kebijakan. Prosedur tersebut terdiri dari identifikasi, ukuran, monitor, 
kontrol, Risiko pembiayaan. 

2. Manajemen Risiko Suku Bunga, strategi dalam manajemen risiko 
suku bunga dilakukan dengan adanya ketetapan dewan direksi untuk 
mengatur suku bunga bank. Manajemen memastikan telah 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memonitor dan 
mengontrol risiko. Laporan berkala disampaikan kepada dewan 
direksi dan meriview risiko bunga secara periodik. 

3. Manajemen Risiko Likuiditas, risiko likuiditas merupakan risiko 
akibat ketidakmampuan bank membayarkan dana simpanan nasabah 
jatuh tempo. Pihak manajemen memastikan likuiditas dikelola 
dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank.  

4. Manajemen Risiko Operasional, bank mengelola dan 
mengembangkan semua kebijakan strategi dalam pengelolaan 
operasional. Risiko operasional dapat terjadi akibat kelalaian 
manusia, faktor teknologi, tidak berfungsi proses internal, persoalan 
internal yang memengaruhi operasional bank, dan lainnya. 
Manajemen bank harus sudah memastikan bahwa semua unsur harus 
mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga 
mampu meminimalisir Risiko operasional.  

5. Manajemen Risiko Hukum, risiko yang timbul akibat adanya 
kelemahan aspek yuridis, kelemahan ini antara lain karena adanya 
tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya 
syarat syah kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna. 
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6. Manajemen Risiko Reputasi, adanya Risiko publikasi negatif yang 
terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap 
bank. 

7. Manajemen Risiko Strategi, merupakan manajemen terhadap risiko 
yang disebabkan karena penetapan atau pelaksanaan strategi bank 
yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang salah atau 
kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 

8. Manajemen Risiko Kepatuhan, manajemen risiko akibat bank tidak 
mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko dilakukan dengan 
penerapan sistem intern secara konsisten. 
 

5.7 Sistem Pengendalian Internal 
Bank harus memiliki sistem pengendalian internal secara efektif terhadap 
pelaksanaan seluruh kegiatan usaha bank. Sistem pengendalian internal 
merupakan pengawasan oleh bank secara kesinambungan untuk mencegah dan 
meminimalkan dampak risiko.  

Sistem pengendalian internal harus memastikan: 

a. kepatuhan pada undang-undang yang berlaku; 
b. kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan internal bank; 
c. tersedianya informasi keuangan yang lengkap, akurat, tepat waktu 

dan tepat guna; 
d. kegiatan operasional yang efektif dan efisien; 
e. budaya risiko yang efektif pada organisasi bank secara menyeluruh. 

Sistem pengendalian internal dalam bank harus mencakup hal berikut ini 
(Bank Indonesia, 2009; Ikatan Bankir Indonesia, 2015): 

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat 
risiko yang melekat pada setiap usaha bank. 

2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau 
kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan yang dibuat dewan direksi. 
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3. Penetapan jalur pelaporan dan adanya pemisahan fungsi yang jelas 
dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang bertugas 
sebagai fungsi pengendalian. 

4. Struktur organisasi menggambarkan kegiatan usaha bank yang jelas. 
5. Pelaporan kegiatan operasional dan keuangan yang akurat dan tepat 

waktu. 
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap 

peraturan perundang-undangan. 
7. Mengkaji ulang prosedur penilaian kegiatan operasional bank secara 

efektif, objektif dan independen. 
8. Mengkaji ulang sistem informasi manajemen risiko. 
9. Dokumen yang lengkap dan sesuai dengan prosedur operasional, 

cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank 
berdasarkan data hasil audit. 

10. Melakukan verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan 
berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bang yang 
bersifat materil, tindakan pengurus bank untuk melaksanakan 
perbaikan dari penyimpangan yang terjadi. 

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan pada 
perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur bank, peraturan 
otoritas jasa keuangan.  

Sistem pengendalian internal diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas seperti: 

1. Formalisasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan melalui kajian 
dan persetujuan sampai dengan tingkat otorisasi yang ditetapkan. 
Kebijakan dan prosedur dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu 
pemasaran, finansial, operasional, governance dan general affair. 

2. Pembaruan kebijakan prosedur dalam bentuk perbaikan dan 
penyempurnaan proses yang sudah ada baik menyangkut operasional 
maupun operasional. 
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3. Proses sosialisasi kebijakan dan prosedur. 
4. Formalisasi kode etik yang mencakup penerapan nilai, etika, 

integritas karyawan. 
5. Penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi 

keuangan dan operasional. 
6. Pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan 

dalam struktur organisasi dan unit usaha. 
7. Adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan 

tanggung jawab. 

Sistem pengendalian internal bank yang memadai ditandai dengan adanya 
pengukuran ketahanan terhadap kondisi pasar stres, melakukan eskalasi 
pengendalian dan review pada kebijakan dan limit risiko yang mengacu pada 
kebijakan dan prosedur bank. 
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6.1 Pendahuluan 
Sistem perbankan secara umum mempunyai peran terutama dalam sektor riil. 
Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menghubungkan antara 
pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 
dana. Lembaga perbankan berperan sebagai lembaga perantara di antara kedua 
belah pihak diharapkan dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. 
Sehingga dari peran perbankan itu akan dapat memberikan keuntungan atau 
manfaat bagi kedua belah pihak yang terkait. Manfaat tersebut di samping 
berdampak secara langsung kepada kedua belah kelebihan dana dan yang 
membutuhkan dana, juga berpengaruh secara luas misalkan dapat 
meningkatkan perekonomian baik secara mikro maupun makro. Banyak faktor 
yang memengaruhi keefektifan dalam pengelolaan perbankan, salah satu faktor 
tersebut adalah likuiditas.  

Pemahaman secara umum tentang likuiditas adalah kemampuan perusahaan 
membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. 
Perusahaan harus bisa mengelola dengan baik antara modal kerja dengan 
sumber dana jangka pendek. Hal tersebut karena berkaitan dengan kelancaran 
operasional sehari-hari suatu perusahaan. Jika likuiditas kurang atau tidak baik 
berarti menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendeknya lebih besar 
dibandingkan modal kerja yang dimiliki. Dampak jika likuiditas kurang baik 
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menunjukkan juga bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam 
pembiayaan operasional sehari-hari. Sebaliknya jika perusahaan terjadi 
kelebihan likuiditas juga berdampak kurang baik. Hal itu menggambarkan 
bahwa pengelolaan modal kerja tidak memberikan manfaat bagi pendapatan 
yang akan diperoleh oleh perbankan. Untuk itu risiko likuiditas tidak bisa 
diabaikan karena bank terutama Bank Perkreditan Rakyat harus memiliki 
manajemen risiko likuiditas yang kuat.  

 

6.2 Laporan Keuangan  
Laporan keuangan menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan. 
Seperti yang dikatakan oleh (Kieso, Weygandt and Warfield, 2011) laporan 
keuangan menyajikan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut 
memberikan gambaran potensial bagi investor, pemberi pinjaman dan kreditur 
lain saat akan membuat keputusan sebagai penanam dana atau modal (Kieso, 
Weygandt and Warfield, 2011). Dengan laporan keuangan maka para 
pengguna sangat membutuhkan informasi keuangan yang akurat dalam 
membuat keputusan yang tepat. Untuk itu penyusunan laporan keuangan harus 
disusun dengan mengedepankan serta mempertimbangkan kepentingan 
penggunanya.  

Laporan keuangan bisa disajikan dalam bentuk neraca, laporan rugi laba, 
laporan kas dan lain-lain (Yuniningsih, Pertiwi and Purwanto, 2019), 
(Yuniningsih et al., 2018), (Yuniningsih, 2018). Menurut Weygandt, Kimmel 
and Kieso (2018) laporan keuangan terbagi menjadi empat. Keempat laporan 
keuangan tersebut adalah income statement atau laporan rugi, Retained 
Earning Statement atau Laporan Perubahan modal, Statement of Financial 
Position atau disebut dengan neraca keuangan serta Statement of Cash Flows 
atau laporan kas. 

Seorang pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan keuangan 
maka langkah awal yaitu harus menganalisis laporan keuangan yang 
dibutuhkan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar 
keuntungan atau risiko keuangan serta bagaimana posisi keuangan perusahaan. 
Seperti yang dikatakan oleh Subramanyam (2014) bahwa analisis keuangan 
dikatakan sebagai kumpulan proses analisis baik dalam analisis bisnis, analisis 
lingkungan maupun analisis strategi bisnis perusahaan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa dengan kita menganalisis laporan keuangan kita bisa memprediksi 
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kinerja perusahaan tersebut apakah dalam kondisi baik atau berisiko disaat ini 
dan masa mendatang. 

Bagaimana jika laporan keuangan dikaitkan dengan lembaga perbankan?. Kita 
ketahui bank mempunyai peranan dalam mengintermediasi antara pemilik 
dana dengan pengguna dana. Pengertian secara luas adalah dengan 
menghimpun dana yang ada di masyarakat baik melalui tabungan, deposito 
atau produk lainnya dan kemudian menyalurkan ke masyarakat yang 
membutuhkan dalam bentuk kredit. Seperti yang dikatakan oleh (De Weert, 
2010) bank sebagai lembaga yang mengelola uang dari nasabah dan disalurkan 
ke masyarakat luas melalui kredit. 

Bagi pemilik modal atau pemilik dana yang ada di bank maka perlu laporan 
keuangan untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan bank tersebut. Para 
nasabah khususnya penanam modal atau penyimpan dana di bank sangat 
membutuhkan informasi yang akurat dan valid karena sangat berkaitan dengan 
tingkat keamanan dari dana yang ditanamkan atau disimpan di bank tersebut. 
Untuk itulah salah satu informasi dari banyak informasi yang dibutuhkan 
adalah bagaimana tingkat risiko likuiditas dari bank tersebut.  

 

6.3 Risiko 
Risiko dikatakan sebagai ketidakpastian kejadian dan timbulnya peluang dari 
hasil yang tidak diharapkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
pasti akan menghadapi suatu ketidakpastian hasil. Besarnya risiko 
ketidakpastian atau kegagalan tergantung dari bagaimana seseorang atau 
lembaga dalam mengelola risiko tersebut. Pengertian Risiko menurut 
(Basyaib, 2007) adalah peluang akan hasil yang tidak diinginkan atau 
munculnya peluang kerugian. Sebelum membuat keputusan maka agar 
terhindar atau meminimalkan dari segala risiko ketidakpastian maka harus 
dibuat dengan hati-hati. Kehati-hatian tersebut bisa diwujudkan dengan 
melakukan analisis yang baik secara internal maupun eksternal, baik secara 
mikro atau makro. Para kreditur maupun debitur perbankan diharuskan untuk 
pandai-pandai mencari informasi.  

Informasi yang diperoleh diharapkan merupakan informasi yang valid baik 
yang terkait maupun tidak terkait tetapi dibutuhkan dengan apa yang akan 
diputuskan. Perolehan informasi tersebut juga harus memperhatikan faktor-
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faktor yang memengaruhi baik faktor fundamental maupun teknikal, faktor 
internal maupun eksternal, faktor mikro maupun makro. Setelah mendapatkan 
informasi apakah berupa data sekunder atau non sekunder maka seseorang 
harus memahami bagaimana isi informasi terutama tentang posisi keuangan 
atau kinerja perusahaan atau perbankan. Setelah memahami informasi maka 
langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan mengevaluasi. Analisis dan 
evaluasi jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan 
keputusan yang baik.  

Banyak risiko yang harus dikelola Bank agar terhindar dari kerugian. Jika 
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 kemudian 
diperbarui dengan No. 11/25/PBI/2009 ada 8 risiko perbankan. 8 risiko yang 
harus dikelola perbankan tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko 
likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, 
risiko kepatuhan. Tetapi pada bab kali ini pembahasan hanya dibatasi pada 
risiko likuiditas. 

 

6.4 Risiko Likuiditas 
Sebelum membahas tentang risiko likuiditas maka kita harus paham dulu 
tentang apa itu likuiditas. Likuiditas perusahaan atau perbankan menunjukkan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau jangka 
pendek yang jatuh tempo. Dari pemahaman tersebut maka tingkat likuiditas 
perusahaan harus bisa diukur terlebih dahulu tentang seberapa besar 
perusahaan mampu melunasi kewajiban tanpa menimbulkan kerugian. 
Perusahaan atau lembaga perbankan serta para stakeholder tidak akan 
mengalami kerugian jika likuiditas perusahaan tidak menimbulkan masalah 
kerugian. Masalah kerugian tidak akan timbul jika aset investasi yang 
digunakan dalam memenuhi kewajiban tersebut sangat likuid atau mudah 
dikonversikan menjadi kas. Sebaliknya jika tidak likuid atau butuh waktu yang 
sangat lama dalam mengonversikan ke kas maka kemungkinan besar akan 
menciptakan risiko likuiditas.  

Risiko likuiditas akan muncul jika terdapat ketidakmampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hal tersebut 
disebabkan karena kewajiban yang lebih besar dibanding dengan modal kerja 
yang dimiliki. Risiko likuiditas menurut (Susantun, Mifrahi and Sudarsono, 
2019) muncul karena adanya ketidakcocokan antara permintaan dana dan 
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pasokan dana. Menurut (Susantun, Mifrahi and Sudarsono, 2019) pasokan 
dana berasal dari simpanan nasabah baik dari tabungan, deposit, pembayaran 
fasilitas kredit, pinjaman dari pasar keuangan, pendapatan bunga dan non 
bunga, dan penjualan aset bank. Permintaan dana berasal dari penyaluran 
kredit, pembelian aset bank dan lain-lain. Risiko likuiditas biasanya berasal 
dari berbagai sumber.  

Sumber risiko likuiditas antara lain adalah pihak ketiga atau debitur, 
kepemilikan aset perusahaan banyak yang kurang likuid, banyak kewajiban 
yang harus segera dipenuhi. Kurangnya likuiditas akan berdampak pada 
kerugian seseorang atau suatu lembaga atau institusi dalam mendapatkan 
keuntungan. Jika hal tersebut dibiarkan maka kemungkinan akan 
mengakibatkan penjualan asset atau investasi jangka panjang guna untuk 
membiayai kegiatan operasional agar tetap jalan. Seperti yang dikatakan oleh 
(Murphy, 2008) bahwa risiko likuiditas pada bank disebabkan karena bank 
terlalu banyak memiliki aset dibandingkan kewajiban sehingga pada saat 
membutuhkan bank tidak mampu melikuidasi aset yang dimiliki tepat waktu. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan jika terlalu banyak 
mengalokasikan dananya pada aktiva tetap di mana aktiva tetap merupakan 
aset yang tidak sangat likuid yang tidak bisa secara cepat dikonversikan 
menjadi kas. Sedangkan operasional perusahaan sehari hari lebih 
membutuhkan kas atau aset yang mendekati kas atau aset yang sangat likuid.  

Maksud aset yang mendekati kas adalah segala sesuatu aset, biasanya aset 
yang bersifat jangka pendek yang dengan cepat bisa dikonversikan menjadi 
kas. Sedangkan aset tetap atau yang bersifat jangka panjang akan butuh waktu 
yang tidak pasti atau bahkan butuh waktu lama untuk bisa dikonversikan 
menjadi kas. Disisi lain, dalam operasional perusahaan sehari-hari butuh dana 
cepat yang segera dipenuhi. Operasional perusahaan yang utama adalah 
memenuhi kewajiban kepada para stakeholder. Kegiatan sehari-hari yang 
berkaitan dengan stakeholder misalkan membayar kembali deposito yang 
jatuh tempo, membayar pengambilan tabungan yang kadang tidak dapat 
diprediksi jumlah yang keluar, melayani dan mempermudah pembayaran 
kredit dan lain-lain.  

Hal tersebut perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya karena akan berpengaruh 
pada tingkat kinerja keuangan serta nilai perusahaan. Dampak lainnya jika 
likuiditas terganggu yaitu memengaruhi kepercayaan masyarakat yang 
menurun terhadap lembaga tersebut. Menurunnya kepercayaan masyarakat 
akan mengganggu perkembangan perusahaan atau perbankan di masa 
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mendatang. Guna menekan timbulnya atau menghindari dampak risiko 
likuiditas maka perbankan perlu melakukan manajemen risiko likuiditas.  

6.4.1 Manajemen Risiko Likuiditas 
Risiko bagaimanapun bentuknya merupakan bagian dari aspek kehidupan 
yang tak terpisahkan. Saat kita sudah mempunyai tujuan dalam melakukan 
kegiatan maka kita harus siap menghadapi risiko yang ditimbulkannya. Risiko 
likuiditas itu muncul kemungkinan disebabkan karena gagalnya pengelolaan 
keuangan di samping ketidaksiapan sumber daya manusia yang terlibat di 
dalamnya. Risiko yang muncul dari pekerjaan atau aktivitas yang akan atau 
telah diputuskan untuk dilakukan tidak bisa kita hindari tetapi kita bisa 
mengurangi risiko yang muncul. Karena risiko yang muncul tersebut sangat 
jelas akan mengganggu operasional perusahaan atau lembaga perbankan sehari 
hari.  

Untuk bisa meminimalkan risiko maka pihak lembaga keuangan, perusahaan, 
stakeholder yang terkait harus bisa mengelola risiko tersebut dengan baik dan 
benar. Beberapa cara dalam manajemen risiko 
(https://www.jojonomic.com/blog/risiko-likuiditas/) adalah: 

1. Membentuk mekanisme yang jelas dan terarah 
Lembaga atau pihak terkait sebelum melangkah harus membuat 
perencanaan yang jelas, terarah dan terukur antara pihak lembaga dan 
tim keuangan dengan sistem yang rigid baik teknis maupun non 
teknis. 

2. Mengidentifikasi kesenjangan likuiditas 
Tim keuangan harus mengidentifikasi antara aktiva lancar dan 
kewajiban lancar dengan menetapkan cara mengantisipasinya jika 
terjadi kesulitan likuiditas.  

3. Melakukan pengukuran darurat 
Digunakan jika perusahaan tidak mampu memperbaiki keadaan maka 
harus mampu dengan segera mengambil langkah alternatif dalam 
menghadapi risiko likuiditas. 

4. Peningkatan cadangan kas atau setara kas 
Untuk menjaga perusahaan tetap likuid maka perusahaan harus 
menjaga adanya kas atau aset yang mendekati kas. Sehingga jika 
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operasional lembaga keuangan atau perusahaan butuh pembiayaan 
cepat maka akan segera terpenuhi tanpa harus proses likuidasi. 
 

5. Mitigasi risiko likuiditas 
Mitigasi risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa 
cara tersebut yaitu menetapkan komposisi porsi baik di cadangan kas 
maupun aset likuid lainnya, menetapkan jadwal jangka waktu guna 
mempersiapkan pendanaan untuk pembayaran kewajiban, 
menerapkan kebijakan set dan liabilitas yang konsisten.  

Di samping manajemen risiko likuiditas diatas, maka untuk menghindari 
adanya risiko likuiditas di perbankan perlu menerapkan analisis kredit jika 
akan menyalurkan pinjaman agar tidak terjadi kredit macet. Analisis kredit 
digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak 
menerima kredit dengan latar belakang kondisi yang ada. Penerima kredit bisa 
berasal dari calon debitur baik yang lama atau baru.  

Ada perbedaan dalam menilai antara calon debitur lama dengan calon debitur 
baru. Calon debitur lama lebih mudah penelitiannya karena dengan melihat 
trade record selama berhubungan dengan perbankan sebelumnya. Sedangkan 
bagi calon debitur baru pihak kreditur atau perbankan harus banyak menggali 
informasi baru dari calon debitur tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak 
timbul masalah di kemudian hari.  

Untuk menilai calon debitur baru memungkinkan lembaga perbankan meminta 
bantuan kepada pihak agensi kredit untuk memperoleh informasi. Di samping 
menggunakan jasa agensi maka perusahaan bisa secara independen menilai 
sendiri baik calon debitur lama maupun calon debitur lama dengan 
menggunakan 6C. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet yang 
akan berdampak pada likuiditas perbankan.  

Analisis 6C tersebut meliputi (Lukman, 2009): 

1. Character atau kepribadian 
Hal ini menjelaskan sampai sejauh mana integritas dan kejujuran dari 
calon debitur dalam membayar kewajiban di kemudian hari. 
Informasi tentang latar belakang atau masa lalu dalam melaksanakan 
kewajiban membayar hutangnya.  
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2. Capacity 
Penilaian ini cenderung bersifat subjektif dengan menilai kemampuan 
seseorang melaksanakan kewajiban membayar pokok dan bunga 
pinjaman. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu 
dengan melihat capaian masa lalu yang bisa diketahui dari laporan 
keuangan terutama laba yang dihasilkan dalam beberapa tahun 
terakhir. Kalau kredit diberikan kepada seseorang secara individual 
salah satu indikator berapa pendapatan bersih yang dihasilkan serta 
kewajiban-kewajiban lain..  

3. Capital 
Digunakan untuk mengetahui modal perusahaan atau seseorang yang 
dimilikinya. Pihak kreditur akan melakukan analisa dari laporan 
keuangan misalkan dengan rasio risiko. Rasio risiko misalkan berapa 
besarnya rasio utang terhadap aset atau aktiva yang dimiliki. 

4. Collateral 
Jaminan yang berupa aset jika pihak peminjam tidak bisa memenuhi 
kewajiban, maka aset tersebut akan dijual untuk memenuhi 
kewajiban. 

5. Condition 
Permohonan kredit diberikan atau tidak diberikan di samping dinilai 
dari internal calon debitur maka yang harus dipertimbangkan yaitu 
keadaan perekonomian secara makro misalkan inflasi, resesi, 
ekspansi dan lain-lain. Seberapa besar keadaan perekonomian 
tersebut nantinya memengaruhi kemampuan membayar kewajiban di 
kemudian hari.  

6. Contains 
Berkaitan dengan faktor hambatan baik dari sisi psikologis dari non 
psikologis yang menyebabkan suatu investasi atau penyaluran dana 
bisa dilakukan atau tidak dapat dilakukan.  

6.4.2 Mengukur Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas terjadi jika Bank tidak mampu membayar kewajiban yang 
harus dilakukan karena sudah jatuh tempo atau tidak mampu membiayai 
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kelancaran operasional sehari-hari. Hal tersebut disebabkan karena bank 
banyak memiliki aset tetapi bank tidak mampu melikuidasi aset tersebut secara 
tepat waktu (Murphy, 2008).  

Pengukuran risiko likuiditas digunakan untuk mengetahui ketidakmampuan 
bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dilakukan karena sudah 
jatuh tempo. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur risiko likuiditas 
pada bank konvensional salah satunya adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).  

Risiko likuiditas dalam perbankan menurut Attar and Islahuddin (2014) diukur 
dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Istilah lain dari 
Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah penyaluran kredit. Rasio ini merupakan 
perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit 
yang dimiliki perbankan. Rasio LDR biasa digunakan oleh bank untuk 
mengukur seberapa besar kemampuan likuiditas dari sebuah bank. Semakin 
besar rasio LDR menunjukkan semakin banyak dana yang disalurkan ke 
debitur dibandingkan dengan deposito atau tabungan masyarakat.  

Jika rasio LDR tinggi menunjukkan semakin besar risiko yang akan 
ditanggung bank jika para debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang 
jatuh tempo. Disisi lain Bank mempunyai kewajiban untuk membayar kepada 
para deposan yang dana deposito sudah jatuh tempo untuk dibayarkan. 
Disamping deposite kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah 
membayar jika ada customer yang akan mengambil tabungan atau simpanan 
dan kewajiban bank lainnya.  

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

Total volume kredit dan penerimaan dana harus dalam periode waktu yang 
sama. Volume kredit dicatat sebagai aset atau kekayaan perbankan. Dicatat 
sebagai aset karena bank dengan memberikan pinjaman akan mendapatkan 
keuntungan yang berasal dari bunga yang dibayarkan debitur dari kredit yang 
diambil. Sedangkan penerimaan dana dicatat sebagai liabilitas, karena bank 
harus membayar beban bunga dari setiap dana yang diterima dari nasabah.  

Jika rasio LDR menunjukkan 100% berarti menunjukkan bank tersebut tidak 
mempunyai cadangan dana yang cukup. Tidak memiliki cadangan dana 
disebabkan karena setiap 1 rupiah yang dipinjamkan ke debitur berasal dari 1 

LDR     = Total Volume Kredit 
                     Total Penerimaan dana 
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rupiah dana yang disimpan atau dana yang diterima dari para nasabah atau 
investor. Jika LDR menunjukkan 90% maka setiap 9 atau 0,9 rupiah yang 
dipinjamkan didanai dari 10 atau 1 rupiah yang berasal dari dana yang diterima 
bank dari para nasabah. Sehingga pihak bank masih punya dana cadangan 
sebesar 1 atau 0,1 rupiah.  

Loan to Deposit Ratio (LDR) yang ideal untuk perbankan sesuai edaran Bank 
Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 menetapkan LDR bank 
dikategorikan sehat jika LDR antara 85%-110%. Jika menurut surat edaran 
bank tersebut jika LDR kurang dari 85% maka menunjukkan bank tidak 
mampu menyalurkan dana yang diterima di masyarakat sehingga dikatakan 
banyak dana yang menganggur. Dengan banyak dana yang menganggur 
berarti bank tersebut bisa dikategorikan bank tidak sehat. Contoh perhitungan 
sederhana dari Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan data yang ada di Neraca 
ditunjukan di tabel 6.1 dan tabel 6.2. 

Tabel 6.1: Neraca Neraca Bank X 31 Desember 2021 

Keterangan Aktiva 
(Rp juta) Keterangan Pasiva 

(Rp juta) 
Kas 170 Giro 170 
Giro di BI 100 Tabungan 400 
Giro di Bank 
Lain 150 Deposito Berjangka 500 

Wesel 50 Kewajiban segera dibayar 75 

Efek 150 Kewajiban valuta asing 
segera dibayarkan 350 

Deposito 
berjangka 100 Modal disetor 375 

Pinjaman Yang 
diberikan 1500 Cadangan umum 75 

Aktiva Likuid 
dalam valas 
a. Likuid 
b. Lainnya 

 
50 
50 

Cadangan lainnya 75 

Inventaris 200 Sisa laba tahun lalu 350 
  Laba tahun berjalan  150 
Jumlah total  2520 Jumlah Total 2.520 

Berdasarkan tabel 6.1 maka kita hitung Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 
disajikan di tabel 6.2. 
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Tabel 6.2: Perhitungan LDR 

 
Rasio hasil perhitungan di tabel 6.2 menunjukkan rasio yang masih di bawah 
85%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa BANK X dikatakan tidak sehat atau 
mempunyai risiko likuiditas yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bank 
tersebut tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. 

Setiap usaha baik itu dilakukan secara individu maupun suatu lembaga pasti 
menghadapi risiko tidak tercapainya suatu harapan atau tujuan. Hal tersebut 
tidak terkecuali dengan dunia perbankan. Banyak risiko yang dihadapi, salah 
satu risiko itu adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas menunjukkan 
ketidakmampuan suatu perbankan dalam menjalankan atau memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo. Kewajiban tersebut bisa bersifat operasional 
sehari-hari terutama tentang pembayaran deposito yang telah jatuh tempo, 
pembayaran penarikan tabungan dari para nasabah dan kewajiban lainnya.  

Dampak risiko likuiditas sangat besar terhadap nilai perbankan di mata 
investor maupun nasabah . untuk menghindari dampak tersebut maka perlu 
pengelolaan risiko likuiditas yang baik dengan memperhatikan penyaluran 
kredit yang tepat sasaran. Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko 

Komponen Loan : 
Pinjaman yang diberikan                  1.500 
 
Komponen equity capital  

- Modal disetor   375 
- Cadangan  umum     75 
- Cadangan lain    75 
- Sisa laba tahun lalu  350 
- Laba tahun ini  150 

Jumlah                                         1.025 
 

Komponen deposit 
- giro    170 
- Tabungan   400 
- Deposito berjangka   500 

Jumlah                 1070 
 

Sehingga diketahui Volume kredit sebesar 1500 
Total penerimaan dana  = komponen equity capital +komponen deposit  
                                         =  1.025 + 1070 = 2.095 
Jadi LDR sebesar:  
  LDR  = 1500 : 2095 = 0,716 atau 71,6%. 
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kredit adalah menggunakan Loan to Deposite Ratio atau LDR. LDR ini 
digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas perbankan atau dengan kata 
lain untuk menilai kesehatan bank, 



 

Bab 7 

Risiko Operasional 

 

 

 
7.1 Pendahuluan 
Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan 
bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya perusahaan serta 
meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan 
meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Lembaga perusahaan 
mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan 
pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal 
dari operasionalnya (Qutranada, 2019). 

Risiko yang sehari-hari akan memengaruhi pelanggan sebuah perusahaan 
adalah risiko operasional. Risiko operasional sendiri adalah risiko yang 
dianggap paling tua dan paling berpengaruh dalam proses perkembangan 
sebuah perusahaan atau bank, Semua jenis usaha tidak dapat mengabaikan 
risiko operasional. Risiko operasional sangat perlu untuk diperhatikan karena 
risiko ini memengaruhi semua kegiatan usaha.  

Beberapa peristiwa yang merupakan kasus dari risiko operasional perbankan, 
seperti pembobolan terminal ATM (pengambilan box tempat penyimpanan 
uang), pembayaran ganda terhadap suatu kiriman uang (model email address 
yang menyerupai), bank draft/travellers cheque yang diambil oleh orang yang 
tidak berhak, deposit on call/letter of credit/bank garansi asli tapi palsu, 
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kesalahan teller/staff memasukkan data, kegagalan sistem dan komunikasi 
ataupun kesalahan programming. Kasus-kasus itu menyimpulkan cakupan 
risiko operasional begitu luas, sehingga pengetahuan mengenai risiko 
operasional mempunyai manfaat yang tinggi, meskipun sulit untuk 
dilaksanakan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. (Lesmana, 2019). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya pelanggaran Bank 
Tabungan Negara terkait kasus bilyet deposito palsu yang terjadi di akhir tahun 
2016 (Setyowati, 2017). Pelanggaran pengendalian internal ditemukan dalam 
hal pemberian wewenang yang berlebihan untuk seorang kepala kantor kas, di 
mana seharusnya keputusan dilakukan pada level yang lebih tinggi. Selain hal 
tersebut juga prinsip “know your customer” juga tidak diterapkan, karena 
pembukaan rekening tidak dilakukan secara tatap muka. Hal lain yang 
ditemukan adalah adanya indikasi terjadinya konspirasi antara pegawai bank 
dengan mediator pemilik dana. Kasus ini merupakan kasus operasional 
perbankan yang seharusnya dapat diminimalkan jika telah diterapkan 
manajemen risiko operasional (Setia Mulyawan, 2019). 

Manajemen risiko operasional yang tidak tepat menyebabkan kerugian pada 
perusahaan, bahkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan risiko 
kredit atau risiko pasar. Untuk menangani risiko operasional dibutuhkan 
pengelolaan dan pengendalian yang tepat dan akurat (Bambang Rianto, 2019). 

 

7.2 Pengertian Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 
adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi operasional 
perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, 
proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. 

Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang 
berdampak negatif pada operasional perusahaan sehingga kemunculan dari 
jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran 
keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional. (Bambang Rianto, 
2019). Jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi 
beberapa kejadian, seperti kecurangan internal, kecurangan eksternal, praktik 
ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan 
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praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan 
sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk kecurangan yang timbul 
akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Crouhy, Galai dan Mark (2001) dalam (Setia Mulyawan, 2019) 
mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari pengoperasian suatu 
bisnis. Risiko ini terbagi dalam dua komponen, yaitu operational failure risk 
dan operational strategic risk. Operational failure risk muncul dari kegagalan 
potensial pada manusia, proses, atau teknologi dalam unit bisnis yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Operational Strategic Risk muncul 
dari faktor lingkungan, seperti adanya pesaing baru yang dapat mengubah 
paradigma bisnis, perubahan rezim politik dan peraturan pemerintah, gempa 
bumi dan faktor lain di luar kontrol perusahaan.  

Basel Capital Accord (Basel II) lembaga yang mengatur perbankan 
internasional mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang 
terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegagalan 
dan kurang memadainya proses internal karena kelemahan karyawan (kurang 
kompeten, kurang pengetahuan, kurang teliti dalam menjalankan tugasnya) 
atau terdapat kecurangan yang dilakukan, adanya sistem yang terpasang 
lemah, atau karena kejadian eksternal (Setia Mulyawan, 2019).  

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko operasional 
merupakan semua kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan pada 
proses operasional dan melekat pada seluruh kegiatan operasional perusahaan 
yang dapat menimbulkan arah negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena 
berakar dari kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta 
prosedur dalam suatu kegiatan. 

 

7.3 Jenis Risiko Operasional 
Menurut Basel Capital Accord (Basel II) dalam (Setia Mulyawan, 2019) Jenis 
risiko operasional dapat dibagi menjadi tujuh jenis loss events. Ketujuh Jenis 
risiko operasional dan berpotensi mendatangkan kerugian dijelaskan sebagai 
berikut: 
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1. Internal fraud 
Adalah kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dengan 
sengaja untuk melakukan penyelewengan dengan memotong jalur 
peraturan yang sekurang-kurangnya melibatkan satu orang dalam 
atau tindakan yang sengaja dilakukan untuk melakukan fraud, 
perilaku yang tidak patut atau melanggar peraturan, hukum, atau 
kebijakan perusahaan. Misalnya, korupsi (penyalahgunaan uang 
perusahaan), misreporting terhadap posisi account, pencurian oleh 
karyawan dan insider trading bagi keuntungan employee own 
account. 

2. External fraud. 
Adalah kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dengan 
sengaja untuk melakukan penyelewengan dengan memotong jalur 
peraturan yang dilakukan oleh pihak ketiga (melibatkan orang luar). 
Misalnya, perampokan, pencurian, forgery, check kitting, dan 
kerusakan yang diderita sebagai akibat dari computer lacking. 

3. Employment practices and workplace safety. 
Adalah kerugian yang disebabkan oleh diabaikannya ketentuan 
ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang menimbulkan tuntutan 
hukum. Misalnya, tindakan diskriminasi karyawan, pelanggaran 
peraturan kesehatan dan keselamatan karyawan. 

4. Clients, products and business practices. 
Adalah kerugian yang disebabkan kegagalan bank dalam memenuhi 
kewajiban profesional kepada nasabah karena kelalaian 
ketidaksengajaan, atau gagal dalam memenuhi standar hubungan 
dengan nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan (desain spesifik 
produk) dan ketentuan hukum lainnya. Misalnya, penyalahgunaan 
informasi rahasia nasabah, perbedaan manfaat yang diterima oleh 
nasabah antara sebelum dan sesudah kontrak berjalan. 

5. Damage to physical assets,  
Adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan dari aset 
perusahaan secara fisik karena adanya bencana alam atau peristiwa 
lainnya. Misalnya, terorisme, banjir, gempa bumi, dan kebakaran.  
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6. Business disruption and system failure,  
Adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya gangguan terhadap 
kegiatan operasional perusahaan atau kegagalan sistem. Misalnya, 
hardware dan software failures, utility outages (sarana yang sudah 
terlalu tua), pemadaman listrik, gangguan telekomunikasi atau server 
down. 

7. Execution, delivery and process management,  
Adalah kerugian yang disebabkan oleh gagalnya proses transaksi atau 
proses manajemen atau akibat hubungan dengan trade counterparties 
dan vendors, termasuk hubungan dengan counterparty. Misalnya, 
data entry error, collateral management failures, incomplete legal 
documentation, dan unapproved access to client accounts. 
 

7.4 Kategori Risiko Operasional 
(Bambang Rianto, 2019) mengatakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 
(BSMR) mengelompokkan beberapa kategori risiko operasional, yaitu risiko 
kegagalan proses internal, risiko manusia, risiko sistem, dan risiko eksternal.  

Kategori risiko operasional adalah sebagai berikut: 

1. Risiko kegagalan proses internal 
Risiko kegagalan proses internal adalah risiko yang terjadi dalam 
internal perusahaan yang disebabkan salah prosedur dalam 
pengelolaannya. Contoh: dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap, 
kesalahan transaksi, kesalahan pemasaran produk, pengendalian atau 
pengawasan yang tidak memadai, pelaporan yang kurang memadai 
sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak 
terpenuhi. 

2. Risiko kegagalan mengelola Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan, 
namun juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. 
Risiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja 
maupun tidak disengaja. Contoh: pelatihan karyawan tidak 
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berkualitas, Tingginya pergantian karyawan, pengelolaan manajemen 
yang buruk, kecelakaan kerja, terlalu bergantung pada karyawan 
tertentu, integritas karyawan yang kurang. 

3. Risiko sistem 
Sistem teknologi memang memberikan kontribusi yang signifikan 
bagi sebuah organisasi, disisi lain sistem tersebut juga akan 
memunculkan risiko baru bagi organisasi. Seperti halnya 
ketergantungan perusahaan pada sistem komputer maka risiko yang 
berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Contoh: 
kerusakan data, kesalahan memprogram, sistem keamanan yang 
kurang baik, penggunaan teknologi yang belum teruji, terlalu 
mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. 

4. Risiko eksternal 
Risiko eksternal adalah risiko yang terjadi diluar kendali perusahaan 
secara langsung, kejadian tersebut memang jarang terjadi tetapi 
sekalipun itu terjadi akan mempunyai dampak yang begitu besar bagi 
perusahaan. Contoh: listrik PLN mati, perampokan, kebakaran, 
bencana alam, serangan terorisme. 

Dari semua kejadian risiko operasional, peningkatan dampak kejadian risiko 
operasional semakin dirasakan akibat otomasi, pengendalian yang lemah, 
pencucian uang, praktik manajemen yang buruk, kecurangan internal, 
ketergantungan pada teknologi, masalah keamanan sistem, pengalihdayaan, 
terorisme, bencana alam, pencurian eksternal, globalisasi, dan litigasi. 

 

7.5 Identifikasi Risiko Operasional 
Menurut (Bambang Rianto, 2019) perusahaan harus melakukan identifikasi 
dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur risiko 
operasional, antara lain:  

1. Kegagalan dan kesalahan sistem 
2. Kelemahan sistem administrasi 
3. Kegagalan hubungan dengan nasabah, 
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4. Kesalahan perhitungan akuntansi  
5. Penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran,  
6. Kecurangan, dan  
7. Rekayasa akuntansi. 

Perusahaan sedapat mungkin mengembangkan suatu basis data mengenai:  

1. Jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional 
berdasarkan hasil identifikasi risiko berupa data kerugian yang 
kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit 
diprediksi,  

2. Pelanggaran sistem pengendalian, dan/atau  
3. Isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di 

masa yang akan datang. Perusahaan wajib mempertimbangkan 
berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi 
dan pengukuran risiko operasional, antara lain:  
a. Struktur organisasi perusahaan, budaya risiko, manajemen 

sumber daya manusia,  
b. Karakteristik nasabah, perusahaan, produk dan aktivitas, 

kompleksitas kegiatan usaha, dan volume transaksi,  
c. Desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan, 

dan 
d. Lingkungan eksternal, tren industri, dan struktur pasar, termasuk 

kondisi sosial dan politik. 

Hasil identifikasi selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas alur 
kerja, mengurangi kerugian karena gagalnya proses, mengubah budaya kerja, 
dan menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem. Hal 
penting yang diperlukan dalam identifikasi risiko operasional di Sebuah 
perusahaan adalah ada kejadian, terdapat penyebab timbulnya kejadian, 
terdapat dampak kerugian, baik dalam bentuk keuangan maupun non 
keuangan, serta dapat dilakukan prediksi terjadinya kejadian di kemudian hari. 
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7.6 Pengukuran Risiko Operasional 
Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu risiko yang melekat 
pada suatu aktivitas (risiko inheren) dan sistem pengendalian risiko. Penilaian 
risiko inheren dilakukan berdasarkan pengamatan frekuensi dan dampak 
kejadian risiko.  

7.6.1 Frekuensi Versus Dampak 
Menurut Manduh Hanafi (2016) kejadian risiko operasional dapat 
diklasifikasikan dalam dua faktor, yaitu: 

1. Frekuensi (seberapa sering kejadian terjadi), dan  
2. Tingkat keseriusan kerugian atau dampak dari risiko tersebut. 

Pengelompokan kejadian risiko operasional bergantung pada 
seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa besar dampaknya. 

Ada empat jenis utama kejadian yaitu: 

1. Low frequency/low impact. 
Perusahaan mengabaikan kejadian ini karena biaya untuk mengelola 
dan memonitornya lebih tinggi daripada kerugian yang akan timbul.  

2. Low frequency/high impact. 
Kejadian yang paling menantang bagi perusahaan. Jenis kejadian ini 
yang paling sedikit dipahami dan paling sulit diprediksi. Di samping 
itu, kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, 
bahkan membuat perusahaan bangkrut 

3. High frequency/low impact. 
Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak 
produk finansial, terutama di perusahaan ritel, akan memasukkan 
faktor risiko ini dalam struktur harganya.  

4. High frequency/high impact. 
Kejadian tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian 
terjadi, maka perusahaan dengan cepat akan bangkrut. Selain itu, 
kerugian tidak boleh terjadi terus menerus atau supervisor akan 
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mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis perusahaan 
yang buruk.  

Secara umum manajemen risiko operasional hanya berfokus di low 
frequency/high impact dan high frequency/low impact.  

7.6.2 Kerugian Diperkirakan Versus Kerugian Tidak 
Diperkirakan 
Khusus untuk industri jasa keuangan dan bank, regulasi yang berlaku 
menyatakan bahwa perusahaan harus memperhitungkan modal risiko 
operasional. Pada saat menghitung modal risiko operasional, perusahaan harus 
melakukan perhitungan kerugian yang diperkirakan (expected loss) dan 
kerugian yang tidak diperkirakan (unexpected loss). Kerugian yang 
diperkirakan biasanya dalam praktik sudah dimasukkan dalam struktur 
penetapan harga produk.  

Metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan identifikasi dan 
pengukuran risiko operasional, menurut Bambang Rianto (2019) antara lain: 

1. Risk control self assessment (RCSA) 
RCSA adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi 
dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif 
dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. 
RCSA dipakai untuk melihat kondisi risiko perusahaan di masa yang 
akan datang. 

2. Key risk indicators (KRI) 
Key risk indicator (KRI) dipakai untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis risiko sejak dini atas naik turunya indikator tingkat 
risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap 
aktivitas bisnis. Manfaat KRI adalah dapat memantau dan 
memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi 
perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan 
kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. KRI 
menunjukkan peningkatan tingkat risiko atau penurunan efektivitas 
pengendalian yang terlihat dari peningkatan jumlah insiden.  
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3. Loss Event Database (LED)  
Loss Event Database (LED) adalah alat manajemen risiko 
operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah 
terjadi dalam operasional perusahaan. Perusahaan akan kesulitan 
dalam menyusun model pengukuran risiko kerugian operasional. 
LED akan sangat diperlukan untuk memastikan proses pengendalian 
internal sudah memadai. Kejadian kerugian harus didefinisikan 
dengan jelas, diidentifikasi, dan rencana tindak lanjut yang 
diperlukan harus segera dibuat. Kerugian harus dicatat dalam 
database untuk memudahkan pengelolaan data kerugian.  

Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
telah menetapkan tiga model yang dapat digunakan dalam menghitung 
kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu: pendekatan indikator dasar 
(basic indicator approach), Pendekatan terstandarisasi (standardized approach) 
Pendekatan pengukuran lanjut (advanced measurement approach). Untuk saat 
ini, industri perbankan di Indonesia masih menggunakan pendekatan indikator 
dasar. 

 

7.7 Pemantauan Risiko Operasional 
Perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara 
berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang 
dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan, antara lain dengan cara 
menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala 
mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Perusahaan 
harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab 
timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya.  

 

7.8 Pengendalian Risiko Operasional 
Pengendalian risiko harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat 
risiko yang akan diambil, hasil identifikasi, dan pengukuran risiko operasional. 
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Perusahaan harus memiliki sistem pendukung yang mencakup: identifikasi 
kesalahan secara dini, pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara 
efisien, akurat, dan tepat waktu, kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan 
transaksi. Perusahaan harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap 
prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontingensi, dan 
praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya 
kesalahan manusia. 

7.8.1 Sistem Pengendalian Internal  
Pengendalian internal yang sering disebut juga sebagai pengendalian 
manajemen dalam pengertian yang paling luas mencakup lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
pemantauan. Pengendalian internal berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga 
aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem 
pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal 
sangat penting dalam menjaga aset perusahaan dan mencegah terjadinya 
kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu. (Silaban, 2015, hal. 1) 

7.8.2 Strategi Anti Fraud 
Ancaman fraud bisa meruntuhkan reputasi perusahaan termasuk perbankan 
syariah. Hasil Survei Association of Certified Examiner (ACPE) menunjukan 
bahwa terjadi 5-7% revenue lost setiap tahun akibat fraud. Tidak salah BI telah 
menegaskan penanganan risiko strategi anti Fraud dalam SE Bl Nomor 13/28/ 
DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi 
Bank Umum. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
pelaksanaan pencegahan Fraud telah dilaksanakan bank, antara lain melalui 
penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian internal, dan 
pelaksanaan tata kelola yang baik.  

Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya 
peningkatan agar pencegahan Fraud tersebut benar-benar menjadi fokus 
perhatian dan budaya di bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh 
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manajemen maupun karyawan (Septia Wahyuni, 2019). Strategi anti Fraud 
merupakan wujud komitmen manajemen bank dalam mengendalikan Fraud 
yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini 
menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem 
pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan 
berkesinambungan. Disimpulkan adanya strategi anti Fraud dalam suatu bank 
ini sangat penting karena dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ada pada 
bank, nasabah, dan pihak lain (Bambang Rianto, 2019). 

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 
(Bank Indonesia, 2011) perihal penerapan strategi Anti-Fraud yang dalam 
penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 pilar sebagai 
berikut: 

1. Pencegahan 
Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk 
mengurangi potensi terjadinya Fraud. Cara-cara tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 

2. Anti-Fraud awareness 
adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya 
pencegahan Fraud oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk 
menumbuhkan. Anti-fraud awareness dilakukan antara lain melalui 
penyusunan dan sosialisasi Anti-Fraud Statement, program pegawai 
awareness (seminar dan diskusi terkait anti-Fraud), program 
Customer Awareness (pembuatan brosur anti-Fraud). 

3. Identifikasi kerawanan 
merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, 
menganalisis dan menilai potensi risiko terjadinya Fraud. 

4. Deteksi 
Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk 
mengidentifikasikan dan menemukan kejadian Fraud dalam kegiatan 
usaha bank yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme 
whistleblowing, surprise audit dan surveillance. (Kristian, 2018) 

5. Investigasi, pelaporan, dan sanksi 
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat 
yang ditujukan untuk menggali informasi sistem pelaporan termasuk 
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pengenaan sanksi atas kejadian Fraud, yang setidaknya mencakup 
hal-hal sebagai Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-
bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan 
tindakan Fraud.  
Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian 
Fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa 
setiap indikasi tindakan Fraud yang terdeteksi akan selalu diproses 
sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses 
sesuai ketentuan yang berlaku 

6. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari 
sistem pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-
langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta 
mekanisme tindak lanjut. (Septia Wahyuni, 2019). 
 

7.9 Sistem Informasi Manajemen Risiko 
Operasional 
Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap 
dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara 
tepat waktu. Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko 
operasional berikut, yang antara lain harus dapat memberikan informasi 
informasi sesuai kebutuhan pengguna:  

1. Profil risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh risiko 
operasional  

2. Hasil dari berbagai metode pengukuran risiko operasional dan tren, 
dan/atau ringkasan dari temuan audit internal.  

3. Laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari 
operational risk issues.  

4. Laporan penyimpangan prosedur  
5. Laporan kejadian kecurangan. 
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6. Rekomendasi satuan kerja manajemen risiko untuk risiko 
operasional, surat pembinaan auditor eksternal (khususnya, aspek 
pengendalian operasional perusahaan), dan surat pembinaan otoritas. 
 

7.10 Perubahan Karakteristik Risiko 
Operasional 
Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu 
ke waktu. contohnya, di masa lalu pencatatan transaksi dilakukan secara 
manual (karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di 
kertas). Cara semacam itu memunculkan risiko kesalahan pencatatan melalui 
karyawan yang kecapean, sehingga mencatat angka yang salah. Frekuensi 
kesalahan tersebut cukup sering, karena karyawan sering lelah (misal pada 
waktu sore hari). Tetapi kesalahan tersebut biasanya mengakibatkan kerugian 
yang relatif kecil.  

Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan 
terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan 
pencatatan karena kecapaian, karena sistem komputer tidak akan mengalami 
kelelahan. Frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan. Muncul 
jenis risiko yang baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem 
komputer tersebut, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Contohnya: 
serangan virus terhadap sistem komputer, atau pembobolan terhadap sistem 
komputer perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah. Tetapi jika hal 
tersebut terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar. 

Menurut Manduh Hanafi (2016) ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan 
perubahan karakteristik antara lain: globalisasi, otomatisasi, terlalu 
mengandalkan teknologi, outsourcing, perubahan budaya masyarakat. 

Globalisasi  

Globalisasi keuangan di dunia didorong oleh liberalisasi ekonomi dunia. 
Liberalisasi berarti penghilangan pembatasan-pembatasan aliran modal. 
Sebagai contoh, Indonesia melakukan liberalisasi di pasar modal sejak tahun 
1989. Efek liberalisasi mendorong globalisasi ekonomi dan keuangan dunia. 
Kejadian penting di suatu negara akan dengan cepat memengaruhi negara 
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lainnya. Dunia menjadi terasa semakin kecil. Globalisasi juga semakin 
meningkatkan frekuensi dan severity (signifikansi) dari suatu risiko. 

Otomatis 

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, perusahaan semakin 
lama semakin mengandalkan teknologi komputer untuk melakukan banyak 
hal, termasuk mengotomatisasi transaksi. Sebagai contoh, perusahaan 
menggunakan komputer untuk mencatat transaksi (tidak banyak menggunakan 
tenaga manusia untuk mencatat transaksi); bank menggunakan Automatic 
Teller Machine (ATM) sehingga nasabah bank bisa bertransaksi praktis 24 jam 
satu hari. Otomatisasi semacam itu menurunkan risiko yang berkaitan dengan 
manusia (misal kesalahan pencatatan karena kelelahan). Tetapi otomatisasi 
semacam itu memunculkan risiko baru yaitu risiko kegagalan sistem dan 
semacamnya. Risiko baru semacam itu cenderung lebih sulit dideteksi dan jika 
terjadi, kerugian yang dialami oleh perusahaan cukup signifikan. Risiko akan 
cenderung terakumulasi dan baru terdeteksi jika jumlah kerugian mencapai 
angka yang besar. 

Terlalu Mengandalkan Teknologi  

Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi melakukan banyak hal, seperti 
membantu membuat basis data, membantu perhitungan harga instrumen 
keuangan (bahkan instrumen keuangan yang sangat kompleks). Di satu sisi, 
teknologi bisa membantu proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih andal. Tetapi 
di lain pihak, situasi tersebut memunculkan risiko baru. Sebagai contoh, modal 
perhitungan melalui komputer tidak selamanya tepat. Jika terjadi kesalahan 
perhitungan semacam itu, kerugian yang timbul bisa sangat besar. Contoh lain, 
jika perusahaan menggunakan komputer untuk memelihara basis datanya, 
kemudian terjadi serangan virus atau serangan bom yang menghancurkan 
komputer, maka kerugian yang bisa timbul akan cukup signifikan.  

Outsourcing  
Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti 
menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan 
perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan program komputer 
yang dibuat oleh perusahaan lain. Outsourcing dilakukan dengan 
pertimbangan efisiensi (menurunkan biaya). Jika melakukan pekerjaan sendiri, 
karena sesuatu hal. Contoh keahlian yang tidak ada atau skala ekonomi yang 
kurang bagi perusahaan, akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa 
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dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Tetapi outsourcing memunculkan 
risiko baru. Perusahaan menyerahkan kendali atas pekerjaannya kepada pihak 
luar. Jika pekerjaan tersebut merupakan hal yang penting, dan pihak luar 
tersebut tidak memberikan produk atau pelayanan yang sesuai dengan 
spesifikasi perusahaan, maka perusahaan menghadapi risiko bahwa pelayanan 
atau produk yang diberikan akan berada di bawah standar yang ditentukan.  

Perubahan Budaya Masyarakat  

Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan 
kewajibannya. Kesadaran semacam itu cenderung meningkatkan risiko litigasi, 
di mana masyarakat akan berusaha menuntut perusahaan jika dia merasa 
dirugikan, jika perusahaan tidak berhati-hati, perusahaan bisa kena gugatan 
semacam itu, dan jika kalah, kerugian yang dialami perusahaan bisa cukup 
signifikan. Perubahan budaya masyarakat tersebut bisa meningkatkan risiko 
gugatan hukum. 
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8.1 Pendahuluan 
Bisnis modern di seluruh dunia memiliki tantangan yang besar. Hal ini 
dikarenakan telah terjadi revolusi industri 4.0 yang berdampak pada rantai 
pasok yang semakin pendek (Sundari, 2019). Pada masa ini dijumpai 
kemajuan luar biasa pada tersedianya informasi, kecepatan terjadinya 
komunikasi, bahan-bahan yang baru, kemajuan biogenitika, obat- obatan, serta 
kemajuan elektronika. Banyak dijumpai banjir produk baru tanpa henti 
(Artaningsih, 2014). Globalisasi akan meningkatkan persaingan yang tentu 
akan memberatkan negara berkembang seperti Indonesia (Nurhayati, 2020), 
Era bisnis modern adalah internasionalisasi bisnis, di mana bisnis meningkat 
pada skala global (Dewi, 2019). 

Dengan adanya globalisasi akan berdampak pada munculnya risiko bisnis. 
Model risiko strategis, dibangun dengan menggabungkan beberapa variabel 
seperti kondisi lingkungan, uji coba industri, organisasi, pengambil keputusan, 
dan masalah yang sedang dihadapi. Model ini dibangun untuk digunakan 
sebagai pendahuluan yang berisi konseptualisasi pengambilan risiko strategis 
dan prediksi masa depan tentang risiko yang digunakan untuk keputusan 
manajemen strategis. Perusahaan melaksanakan penelitian yang relevan dari 
sejumlah disiplin ilmu lalu kemudian dirangkum, dipertimbangkan bagaimana 
potensi dampak risiko pada perusahaan. Variabel tertentu yang memiliki 
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kecenderungan untuk menimbulkan risiko strategis diperiksa. Dipilih 
keputusan yang paling cocok untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Ahli strategi pada suatu perusahaan harus menyusun strategi pada situasi yang 
tidak pasti (ambigu) dan mencari alternatif strategi yang memungkinkan untuk 
memilih keputusan. Beberapa pengambil keputusan secara sadar mengakui 
potensi risiko kegagalan untuk memenuhi tujuan yang ditargetkan dan 
memilih untuk menanggung atau tidak menanggung. Tingkat risiko yang ada 
dan cara penanganan risiko strategis pengambil keputusan dalam merumuskan 
strategi yang dimaksudkan, penting untuk strategi kesuksesan. Pola strategi 
yang direalisasikan pada keputusan bisnis, bisa dipahami dengan mempelajari 
kecenderungan pada pengambilan risiko (Baird and Thomas, 1985). 

 

8.2 Apa Risiko Strategi? 
Menurut Casualty Actuarial Society (2003) bahwa secara umum risiko usaha 
pada perusahaan dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Risiko hazard, yaitu risiko yang berhubungan dengan hal-hal di luar 
kendali perusahaan. 

2. Risiko keuangan, yaitu risiko yang mengandung kemungkinan 
kerugian dan juga ketidakpastian yang pada kegiatan operasional 
perusahaan. 

3. Risiko operasional, yaitu risiko yang dapat memberikan dampak atau 
ketidakpastian pada kegiatan operasional perusahaan. 

4. Risiko strategis, yaitu kemungkinan dan ketidakpastian terjadi pada 
perusahaan akibat perumusan dan penerapan strategi perusahaan pada 
aktivitas perusahaan(Awalianti and Isgiyarta, 2014) 

Risiko strategik sebagai risiko yang memiliki hubungan dengan keputusan 
perusahaan dalam jangka panjang yang telah ditetapkan oleh manajemen 
tingkat atas. Kegagalan perusahaan pada upaya pemilihan dan pengaplikasian 
dari kebijakan strategik merupakan salah satu dari rangkaian yang tercakup 
dalam risiko strategik (Waskito, 2006), adalah bagian dari risiko bisnis 
(Business Risk) yang berbeda dengan jenis risiko keuangan (Financial Risk). 
Pada dunia perbankan, adanya kegagalan bank mengelola risiko strategi akan 
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berakibat pada perubahan profil risiko lainnya, antara lain disebabkan oleh 
adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan 
keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak 
melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang 
berlaku.(Rosydah, 2014)  

8.2.1 Mengapa Risiko Strategi Penting? 
Risiko sangat penting untuk dikelola oleh perusahaan, mengingat manajemen 
risiko sebagai proses kegiatan pada perusahaan yang dilaksanakan dengan 
harapan meminimalisasi risiko bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. 
Setiap perusahaan pasti menghendaki perusahaan Dapat bertahan selama 
mungkin pada kondisi industri, persaingan yang semakin sengit. Maka pada 
manajemen risiko dilaksanakan kegiatan identifikasi risiko, perencanaan 
manajemen risiko, strategi yang dipilih untuk mengelola risiko, Tindakan atau 
pelaksanaan manajemen, pengawasan dan evaluasi risiko. Mencegah 
perusahaan mengalami masalah, yakni berupa terjadinya kebangkrutan, 
kerugian perusahaan yang besar, dan lain sebagainya. 

Risiko memiliki beberapa jenisnya, yakni risiko kecelakaan, risiko kebakaran, 
risiko kerugian, perubahan tingkat bunga ,fluktuasi kurs, dan lainnya. Pada 
upaya untuk paham dan menganalisis risiko, dengan cara memetakan atau 
mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk 
mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Risiko bisa 
dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko: risiko murni dan risiko spekulatif, 
risiko subjektif dan objektif, dan dinamis dan statis (Mamduh M, 2014). 

Pentingnya pengelolaan risiko menjadi perihal penting di Indonesia. Di 
Indonesia menangani risiko dirancang dengan menggunakan standar untuk 
mencegah dampak lebih besar suatu risiko di organisasi. Standar yang 
digunakan adalah standar internasional ISO 31000:2009. ISO 31000:2009 
adalah standar manajemen risiko internasional yang sudah diadopsi oleh 
Indonesia dengan nama dokumen SNI ISO 31000:2015, Standar ini 
merupakan satu langkah penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko 
yang diatur dalam standar internasional ISO 31000:2009, ISO 31000:2009 ini 
dikenal dengan ‘perlakuan risiko’ (risk treatment). Mitigasi dampak risiko agar 
dampak risiko masih dalam tingkat toleransi (Alijoyo et al., 2020). 

Pada pengelolaan risiko, maka perusahaan perlu untuk mengidentifikasi risiko, 
karena risiko bisa terjadi karena disebabkan beberapa hal, maka pada 
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identifikasi risiko perlu ada pertanyaan apa yang akan terjadi pada perusahaan, 
dan bagaimana bisa terjadi pada perusahaan. Setelah mengidentifikasi risiko 
maka dilaksanakan analisis risiko, analisis risiko mula mula menentukan 
kemungkinan risiko yang timbul dan bagaimana konsekuensinya, karena 
antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tentunya memiliki arah 
bisnis dan risiko yang berbeda. Konsekuensi berkaitan dengan memperkirakan 
tingkat risiko  

Pengendalian Risiko, risiko akan pasti timbul, terutama dari lingkungan luar 
perusahaan, sehingga perusahaan memiliki cara untuk menentukan cara 
merawat risiko, yaitu menerima risiko atau hindari, kurangi atau di transfer, 
untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 8.1 berikut ini 

 
Gambar 8.1: Bagan Proses Pengelolaan Produksi 

Pada analisis risiko, dijumpai perihal yang sifatnya kualitatif, cara untuk 
memastikan analisis risiko kualitatif yang konsisten adalah dengan 
menerjemahkan ukuran kualitatif menjadi angka dan kemudian melakukan 
pemeriksaan konsistensi. Satu-satunya pendekatan yang dapat menangani 
masalah kualitatif dengan konsistensi terkontrol adalah proses hierarki analitik 
(AHP) dan variasinya. Thomas Lorie Saaty mengembangkan AHP pada akhir 
1960, terutama untuk memberikan keputusan dukungan untuk masalah 
pemilihan multi-tujuan.  

Sejak itu, Saaty dan Forsman (1992) telah memanfaatkan AHP dalam berbagai 
situasi termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, evaluasi proyek, strategi 
militer, peramalan, resolusi konflik, strategi politik, keamanan, risiko keuangan 
dan perencanaan strategis. Penggunaan AHP dalam berbagai situasi seperti 
dalam pemilihan pemasok, hingga menentukan ukuran kinerja bisnis, dan 
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secara kuantitatif manajemen risiko konstruksi dari proyek pipa minyak lintas 
negara di India.(Emblemsvåg and Kjølstad, 2006) 

 
Gambar 8.2: Peta Risiko (Widjaya and Sugiarti, 2013) 

Risk Management adalah sebuah strategi yang berusaha secara menyeluruh 
mengevaluasi dan mengelola semua risiko yang dihadapi perusahaan. 
Implementasi sistem manajemen risiko perusahaan akan mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan, peningkatan efisiensi, pemahaman risiko 
lebih baik, menjadi landasan untuk mengelola alokasi sumber daya, 
mengurangi volatilitas pendapatan. Peta risiko Pada gambar 8.2 merupakan 
salah satu pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola 
risiko. Risk Management dapat dianalisis dengan menggunakan ERM 
Framework dari COSO (2004), yang akan membantu perusahaan untuk 
mengelola hasil keuangan yang lebih baik. 

Pengelolaan risiko (Risk Management) dapat meningkatkan kualitas non-
financial firm performance perusahaan, dengan semakin meningkatnya 
persaingan bisnis dan majunya teknologi, manajer perusahaan akan berusaha 
untuk mencari informasi baru yang memberikan kontribusi dalam kesuksesan 
organisasi. Selama ini yang menjadi patokan kesuksesan perusahaan adalah 
performa kinerja finansial saja, tetapi ternyata selain pengukuran kinerja 
finansial yang selama ini digunakan, terbukti ada keterbatasan pada 
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pengukuran kinerja finansial, sehingga untuk mengambil suatu keputusan, 
seorang manajer tidaklah cukup hanya mengandalkan ukuran finansial saja, 
tetapi juga memerlukan ukuran kinerja non finansial , sebab sering kali kinerja 
perusahaan seperti kualitas, produktivitas, pelayanan, kepuasan konsumen, dan 
yang terlebih difungsional behavior itu tidak tampak dan tidak terdeteksi 
ukuran finansial. 

8.2.2 Pengelolaan Risiko Strategi di Berbagai Negara 
Pada dunia perbankan di Indonesia terdapat kewajiban bank menggunakan 
suatu sistem manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 
pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ Bank wajib menerapkan 
Manajemen Risiko secara efektif”, di mana pengawasan aktif dilakukan oleh 
dewan komisaris dan direksi (pasal 2 ayat (2) butir a Peraturan Bank Indonesia 
No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum) 
(García Reyes, 2013). 

Di India upaya penilaian risiko sebagai salah satu strategi yang paling banyak 
digunakan. Hampir semua perusahaan di India mengikuti aturan tata kelola 
perusahaan dari regulator lokal (Nagaraja, 1045) dan memiliki komite 
manajemen risiko dan register risiko. Perusahaan asuransi India menggunakan 
model yang lebih sedikit untuk mengantisipasi kerugian di masa depan, 
meskipun perusahaan asuransi India menikmati lebih banyak fleksibilitas. 
Sebaliknya, ada juga yang mengalami penyimpangan, yakni ada dua 
perusahaan asuransi di India tidak menerapkan dan hanya menerapkan 
beberapa pedoman pengendalian risiko.  

CEO sebuah perusahaan di asuransi India pasar menyatakan bahwa hasil dari 
mengadopsi strategi risiko yang tangguh dan antisipatif di perusahaan: 
pertama, organisasi membutuhkan fleksibilitas untuk pertumbuhan, namun, 
pada selanjutnya, perusahaan bekerja untuk membangun proses tertentu dan 
kontrol untuk memeriksa keandalan hasil, struktur dan sistem dibuat untuk 
melaporkan risiko di perusahaan. Implementasi ERM di perusahaan berfungsi 
bagi kepala departemen untuk mempertahankan Register risiko. 

Di Inggris, hampir semua perusahaan mengikuti model. Model ini biasanya 
diikuti untuk menunjukkan struktur, peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas 
untuk pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk menetapkan 
pengendalian risiko untuk mencapai tata kelola risiko yang efektif, sehingga 
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memberikan transparansi dan kepercayaan kepada para pemangku 
kepentingan kepada perusahaan. Perusahaan asuransi Inggris sangat aktif 
dalam menggunakan model. Alasan untuk ini mungkin adalah arahan 
Solvency (adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang pada 
saat jatuh ) yang ketat di Inggris. 

 

8.3 Risiko Strategi Pada Pertanian 
Sektor pertanian di Indonesia adalah sektor yang sangat penting dan dominan 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan sektor lainnya 
hal ini karena sebagian besar penduduk berada di pedesaan dan bersandar pada 
sektor pertanian(Anita and Ratu Humaemah, 2013) Data Badan Pusat Statistik 
(2014), menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masing-masing sebesar 6,26 
persen dan 5,78 persen. Dengan kontribusi terhadap PDB dan jumlah tenaga 
kerja, sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor penting dalam 
perekonomian Indonesia(Djunedi, 2016) 

Petani di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama yakni masalah 
produksi dan pemasaran. Produksi pertanian Indonesia relatif selalu tergantung 
pada alam didukung faktor risiko karena penggunaan pupuk kimia yang tidak 
sesuai anjuran, menyebabkan tingginya terjadinya kegagalan produksi, 
sehingga terakumulasi pada risiko rendahnya pendapatan yang diterima petani 
(Kurniati, 2014) 

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada 
umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang 
dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan 
Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh 
tani (Septian and Anugrah, 2014) Maka petani perlu mendapatkan 
perlindungan dari beberapa risiko usaha, untuk mengurangi kerugian sambil 
terus berupaya meningkatkan produksi. Pemerintah mengeluarkan regulasi 
yakni UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
yang mengamanatkan perlindungan terhadap petani. Pemerintah telah 
menyelenggarakan program asuransi pertanian sebagai salah satu instrumen 
perlindungan terhadap petani (Sahat M. Pasaribu, Iwan S. Anugrah, 2019) 
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Pada upaya produksi, maka petani menemui hambatan dan tantangan Petani 
dihadapkan beberapa ketidakpastian, yang dapat menimbulkan risiko kerugian 
tidak bisa duga, maka bisa dikatakan risiko itu bersifat spekulatif. Melalui 
manajemen risiko, petani dapat mengolah risiko kemungkinan yang terjadi. 
Asuransi pada usaha tani padi adalah program menarik karena melindungi 
petani dari perubahan iklim global. Asuransi ini juga melindungi terhadap 
fluktuasi harga, melindungi dari risiko karena kekeringan, banjir dan serangan 
organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana 
longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya (Pasaribu, 2014). 

Kementerian Pertanian meminta kepada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian pada tahun 2008, melaksanakan uji coba Asuransi 
pertanian, Indonesia bekerja sama dengan FAO, melakukan analisis kelayakan 
penerapan asuransi pertanian untuk tanaman padi, pilot Project di dua pusat 
pertanaman padi di Indonesia yaitu Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara 
dan Kabupaten Tabanan-Bali. Dari hasil kajian merekomendasikan perlu 
pelibatan petani dan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan model 
asuransi tanaman yang dengan kondisi daerahnya masing-masing (Boer, 2015) 

Pada usaha tani bawang merah, umumnya sistem tanam yang dilakukan petani 
secara monokultur (86,7%) dan sebagian petani melakukan sistem tanam 
tumpang sari (13,3%) dengan alasan saling menutupi kerugian jika ada salah 
satu tanaman yang gagal. Strategi pengelolaan risiko ex ante adalah strategi 
yang dilakukan oleh petani padi adalah sistem tanam tumpang sari dan 
menggunakan varietas yang berbeda untuk lahan yang berbeda. Keputusan 
petani dalam mengurangi risiko ex ante pada usaha taninya adalah dengan 
melakukan tumpang sari bawang merah dan cabai. Strategi lain yang 
dilakukan sebagian petani untuk pengelolaan risiko ex ante adalah dengan 
melakukan penanaman pada beberapa lokasi atau lebih dari satu lokasi 
(45,3%) dengan menggunakan varietas yang berbeda untuk lahan yang 
berbeda (32,0%) dan ada pula petani yang menggunakan varietas yang 
berbeda untuk lahan yang sama (37,3%) (Nurhapsa, 2016). 
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9.1 Tata Kelola 
Perusahaan yang baik akan memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola yang 
baik dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Tata kelola adalah rangkaian 
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan kelembagaan yang memengaruhi 
arah, pengelolaan dan pengendalian suatu perusahaan atau perusahaan. Tata 
kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan 
dan tujuan perusahaan. Pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah 
pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan 
lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lainnya, 
badan pengatur, lingkungan, dan masyarakat luas. 

Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang melibatkan banyak aspek. 
Salah satu tema utama tata kelola perusahaan adalah masalah akuntabilitas dan 
pendelegasian tanggung jawab, terutama penerapan pedoman dan mekanisme 
untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang 
saham. Fokus utama lainnya adalah efisiensi ekonomi, yang menyatakan 
bahwa sistem tata kelola perusahaan harus diarahkan pada optimalisasi hasil 
ekonomi, dengan penekanan khusus pada kesejahteraan pemegang saham. Sisi 
lain dari tata kelola perusahaan adalah pandangan para pemangku kepentingan, 
seperti para pemangku kepentingan, yang membutuhkan lebih banyak 
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perhatian dan akuntabilitas kepada pihak selain pemegang saham (seperti 
karyawan atau lingkungan). 

Sering banyak pertanyaan yang muncul tentang perbedaan manajemen dengan 
tata kelola. "Tata kelola memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan 
pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan keseimbangan dan 
tujuan perusahaan yang disepakati untuk mencapai tujuan ini; dengan 
menetapkan prioritas dan arah pengambilan keputusan; dan memantau kinerja 
dan kepatuhan dengan arah dan tujuan yang disepakati".  

Ini berarti bahwa tata kelola harus: 

1. Menilai untuk menentukan keseimbangan dan setuju untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 

2. Tetapkan prioritas dan buat keputusan secara langsung. 
3. Pantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arahan dan tujuan 

yang telah disepakati. 

Artinya, tanggung jawab utama tata kelola adalah evaluasi, pembinaan dan 
pemantauan (evaluasi, pembinaan dan pemantauan (EDM)). Di sisi lain, 
manajer merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memantau aktivitas 
untuk menyesuaikan dan mendukung tujuan tata kelola. 

 

9.2 Tata Kelola Bank 
Seiring dengan semakin banyaknya risiko yang mungkin terjadi dan 
kemungkinan-kemungkinan kebutuhan yang ada, maka praktik dalam tata 
kelola perbankan perlu diperhatikan agar selaras dan memenuhi standar yang 
ada. Hal ini juga untuk meningkatkan kinerja bank tersebut dan diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan sektor perbankan pada peraturan-peraturan 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terdapat 
lima prinsip yang harus dijaga dalam sektor perbankan, yaitu: 

1. Keterbukaan (transparency). 
Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan tersedianya 
informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh seluruh pengguna 
yang berkepentingan. 
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2. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan 
pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien sehingga para pengguna informasi dapat memiliki 
kepercayaan lebih terhadap perusahaan tersebut. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 
Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala 
sesuatunya yang bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan 
atas pekerjaan dan laporan yang telah diberikan. 

4. Independensi (independency) 
Independensi memiliki pengertian berdiri sendiri. Artinya, suatu bank 
harus dapat berdiri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak 
lain dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. 

5. Kewajaran (fairness) 
Kewajaran memiliki arti yang sesuai dengan normanya. Artinya tidak 
melenceng dari aturan-aturan umum yang ada. 

Kelima prinsip diatas dapat diwujudkan dalam industri perbankan dengan 
menjaga hal-hal berikut: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 
yang jelas. 

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang 
menjalankan fungsi pengendalian intern. 

3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksternal yang 
ada. 

4. Penerapan manajemen risiko di dalam Bank. 
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 
6. Rencana strategis untuk masa depan perusahaan. 
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 

Kemudian, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku lembaga pengawas akan 
melakukan penilaian terhadap tata kelola bank, apakah sudah dilaksanakan 
dengan baik atau diperlukan perbaikan. 
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Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam sebuah bak, diperlukan pembagian 
tanggung jawab bagi pihak-pihak terkait dengan beberapa persyaratan yang 
perlu diperhatikan dan harus dipenuhi agar tata kelola yang baik dapat 
terlaksana.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola bank adalah sebagai 
berikut: 

Dewan Direksi 

Dewan direksi sebagai salah satu pihak utama dalam tata kelola perusahaan, 
khususnya pada perbankan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 
tiga orang. 

2. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia 
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur yang berasal dari pihak 

independen terhadap pemegang saham pengendali. 
4. Dewan direksi yang dimiliki oleh Bank wajib memiliki pengalaman 

minimal lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat bank serta 
harus memenuhi syarat penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

5. Dewan direksi dilarang merangkap jabatan. Jika ingin menjabat 
sebagai dewan komisaris di anak perusahaan bukan bank tersebut 
masih bisa dilaksanakan asalkan tetap melaksanakan semua 
kewajiban sebagai anggota Direksi Bank. Anggota direksi juga 
dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada 
perusahaan lain. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak 
memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama 
anggota direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal 
kuasa umum, dilarang memberikan kuasa alih tugas sebagai Direksi 
kepada pihak lain. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: 

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kepengurusan 
Bank dan wajib mengelola Bank sesuai anggaran dasar yang telah 
ditetapkan beserta peraturan perundang-undangan yang ada. 
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2. Dalam hal audit, direksi wajib menindaklanjuti temuan yang ada serta 
rekomendasi dari internal audit bank, eksternal audit dan pengawasan 
dari Otoritas Jasa Keuangan. 

3. Membentuk unit kerja seperti: 
a. satuan kerja audit intern 
b. satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko 
c. satuan kerja kepatuhan 

4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat umum 
pemegang saham. 

5. Menyampaikan kebijakan Bank 
6. Tidak menggunakan penasihat pribadi 
7. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat kepada Dewan 

Komisaris 
8. Memiliki pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat dan 

mencantumkan aturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. 

Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris sebagai badan pengawas perlu memperhatikan kriteria-
kriteria yang ada sebagai berikut: 

1. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 
tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia 
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden komisaris. 
4. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan 

Komisaris Non Independen 
5. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari anggota 

Dewan Komisaris 
6. Mantan anggota direksi wajib melewati satu tahun tanpa jabatan 

sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang 
bersangkutan 

7. Komisaris non Independen dapat beralih ke Komisaris Independen 
setelah menjalani masa tunggu paling sedikit enam bulan dan 
mendapat persetujuan dari OJK. 
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8. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan 
sebagai anggota Direksi atau pejabat pada lembaga keuangan baik 
bank maupun bukan bank. 

9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki 
hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota 
Dewan Komisaris. 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah: 

1. Dewan Komisaris memastikan penerapan Tata Kelola yang baik 
terselenggara pada bank tersebut 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Direksi serta memberi nasihat kepada anggota Direksi 

3. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan 
kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan 
hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari internal audit Bank, eksternal audit dan 
pengawasan OJK. 

5. Wajib melapor kepada OJK paling lambat tujuh hari setelah terdapat 
penemuan akan: 
a. pelanggaran terhadap undang-undang 
b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha Bank. 
6. Membentuk beberapa komite, seperti: 

a. komite audit 
b. komite pemantau risiko 
c. komite remunerasi dan nominasi 

7. Memiliki pedoman tata tertib kerja bagi setiap Dewan Komisaris, 
seperti: 
a. pengaturan etika kerja 
b. waktu kerja 
c. pengaturan rapat 
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8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan 

9. Menyelenggarakan rapat paling sedikit empat kali dalam satu tahun 
dan menghadiri secara fisik paling sedikit dua kali dalam setahun. 

Komite Audit: 

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang 
pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau 
akuntansi dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian 
hukum atau perbankan 

2. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen yang merangkap 
sebagai anggota 

3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit 
4. Komisaris Independen dan pihak independen lainnya yang menjadi 

komite audit berjumlah 51% dari jumlah komite audit. 
5. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 
pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam 
rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan 
proses pelaporan keuangan. 

2. Melakukan pemantauan terhadap: 
a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern 
b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan 

standar audit 
c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan 
d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit 

internal, akuntan publik dan hasil pengawasan OJK. 
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan 

kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan 
pada RUPS 
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Komite Pemantau Risiko 

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang 
pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau 
akuntansi dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di 
bidang manajemen risiko. 

2. Komite pemantau risiko diketuai oleh komisaris independen yang 
merangkap sebagai anggota 

3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko 
4. Komisaris Independen dan pihak independen lainnya yang menjadi 

komite audit berjumlah 51% dari jumlah komite pemantau risiko. 
5. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 

Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko 
dan pelaksanaan kebijakan Bank 

2. Memantau pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan 
kerja manajemen risiko, kemudian memberikan rekomendasi pada 
Dewan Komisaris. 

Komite Remunerasi dan Nominasi 

1. Beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang 
komisaris dan 1 orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi 
sumber daya manusia. 

2. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh komisaris independen 
yang merangkap sebagai anggota. 

3. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan 
nominasi. 

4. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih 
dari tiga orang maka anggota komisaris independen paling sedikit 
berjumlah dua orang. 
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Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai 
berikut: 

1. Terkait kebijakan remunerasi, wajib: 
a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang 

didasarkan atas kinerja, risiko dan kewajaran, sasaran, strategi 
jangka panjang Bank, dan memenuhi peraturan perundang-
undangan serta potensi pendapatan Bank di masa depan. 

b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan 
dewan komisaris yang disampaikan pada RUPS dan kebijakan 
remunerasi pegawai yang disampaikan kepada Direksi. 

2. Terkait kebijakan nominasi, wajib: 
a. Menyusun rekomendasi prosedur pemilihan penggantian anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris 
untuk disampaikan di RUPS. 

b. Memberi rekomendasi calon anggota direksi dan calon anggota 
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan 
di RUPS. 

c. Memberi rekomendasi pihak independen yang akan menjadi 
anggota komite audit. 

Dalam melaksanakan suatu tata kelola bank yang baik, perlu diperhatikan hal-
hal tersebut diatas, agar tercapai tujuan yang diinginkan dan tetap mengikat 
pada peraturan pengelolaan yang tepat. Penjabaran lebih mendalam mengenai 
tata kelola bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat 
dilihat dalam aturan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola 
Bagi Bank Umum. 
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